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Judul 

ABSTRAK 

Ahmad Syaikhu 

: Magister Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia 

: Evaluasi Kebijakon Pengembangon Kaleksi Tahun 2006-
2007: Studi Kasus di Perpustakaa:n lnstitut Agama Islam 
Negeri (lAIN) Ambon 

Tesis ini membahas kebijakon pengembangan kalakai perpustakaan lAIN Ambon 
tahun 2006-2007. Penelitlan ini menggunakon metode studi kssus dengan jenls 
penelitlan deskriptif kualitatlf, dengan infonnan penelitlan terdiri dari 5 orang 
yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan tentang 
pengembangan kolcksi perpustakaan. 

Hasil penelitlan menunjukkan bahwa pengembangan koleksi perpustakaa:n lAIN 
Ambon selama kurun wak!u 2006-2007 tldak menggunakon acuan kebijakon 
tertulis. Kebijakon pengembangan koleksi dldasarkan pada perintah lisan dari 
pimpirum perguruan tlnggi kepada kepala perpustakaa:n, keputusan :rnpat tingkat 
pimpirum bersama kepala perpustakaan, Keputusan rapat ke(ja tahunan, dan 
keputusan pimpirum perguruan tinggi tentang buku sumbangan wojib bagi 
rnohasiswa akbir studi, sehingga dibutuhkan kebijakon pengembangan koleksi 
tertulis. 
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vii 

Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



Name 
Program 
Title 

ABSTRACT 

: Ahmad Syaildtu 
: Magister of Library and Information Science 
: The evaluation of the collection development pOlicy in 2006· 

2007 : a ease study of the library of State Islamic Institute 
Ambon 

This thesis describes the collection development policy of State Islamie Institute 
Amben in the year of 2006-2007. This descriptive qualitative research has done 
by a ease-study method that inspects deeply by means of any deep interview, 
observation~ and document analysis. The informen of this thesis are 5 people who 
involve directly with the process of detennining policies about developing library 
ooltections. 
The result of this research shows us that to develop the collections of the library of 
State Islamic Institute Ambon in the year of2006-2007 was not use such a written 
policy. The collection development policy was based upon some rector•sjugment 
for the libta.cy', some consideration between rector, the head of the department and 
the head of the library about collection development. Therefore the library of State 
Islamic Institute Ambon needs a written coll~tion development policy. 
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1.1. Latar Belakang 

BAB1 

l'ENDAHULUAN 

Ba.gi sebuah institusi pendidikan, perpustakaan merupakan sanma 

penting dan tulang punggung dalam menyediakan berbagai somber infonnasi 

yang terdapat dalam berbagai media untuk menunjang terlaksananya Tri Dharma 

Pergnnmn Tmggi yaitu pendidikan, penelitian, dan mengabdian kepoda 

masyarakat. Menurut Wijayanti, et a!., (2004, 3-4) sebagai unsur penUIIiang 

perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya, perpustakaan memilild 

berbagai fungsi yaitu: fimgsi ednkasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi 

rekreasi, fungsi publlkasi, fimgsi deposit, dan fimgsi inteiptetasi. Dapat 

disimpnlkan babwa perpustakaan merupakan sebuah ternpat yang mengnmpulkan, 

mengorganisasi, mengakomodasi pertakaran informasi dan juga pelestarian dati 

informasi itu sendiri. Perpustakaan sebagai lembaga penunjung proses pendidikun 

dan lembaga penyedia infonnasi akan memilild kinerja yang baik apabila 

didukung dengan manajemen yang memadai, sebingga selurub aktivitas lerabnga 

akan mengarah pera upaya pencapaian tujuan yang telab dicanangkan. 

Menurut Atkinson yang dikutip oleb Roesma (1991, 2) menyetakan 

bebwa kualitas pendidikun dan pene!itian di perguruan tinggi tergantung anmra 

lain pada kernampuan perpustakaannya, kanma perpustakaan pergnnmn tinggi 

dapat mernbantu meningketkan kualitas pendidikan pergnnmn tinggi tersebut, 

dengan com mengumpulkan, mengolalt, menyediakan, menyebaikan dan 

melestarikan infunnasi yang dibutubkan olab pera staf penglljar, peneliti, dan 
' 

mebasiswa. 

Perpustakaan lAIN Ambon adalab perpustakaan pergnnmn tinggi yang 

bemda di bawah lernbaga pergnnmn tinggi yaitu institut Agama Isbnn Negeri 

(lAIN) Ambon. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI 10 Tabun 2007 

tenlang Organisasi dan Tete Kerja institut Agama Islam Negeri Ambon 

disebutkan bebwa perpustakaan lAIN Ambon adalab unit pelaksana teknis di 

bidang perpustakaan yang benlda di bawab dan bertanggung jawab kepoda rektor, 

dan sebari-bari pembinaannya dilaknkan oleb pembantu rektor I bidang aksdemik. 

1 
Universitas lad""""ta 
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Perpustakaan tennasuk unsur penunjang yang mempunyai tugas memberikan 

pelayanan pustaka untuk keperluan pendidlkan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarnkat. Menurot Organisasi dan Tata Ketja lAIN Ambon 

menyebutkan babwa nntuk menyelenggarakan tugas terSebut, perpustakaan 

mempunyai fungsi: 

I. Menyediakan dan mengolah infunnasi; 

2. Memberikan pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 

3. Memelibara bahan pustaka; 

4. Melakuklln pelayenan refun:nsi, dan 

5. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan. 

Tugas dan fungsi perpustakaan terSebut pada pokok:nya adalah 

menyediakan infonnasi ilmiah kepada para penggunanya. Pengguna perpust.akaan 

pergw:uan tinggi adalah pengajar (dosen}, mahasiswa dan karyawan. Stafpengajar 

mempunyai peran yung sangat signifiklln dalant menyebarklln ilmu pengetahnan 

dan infunnasi, seperli mengajar, memberikan bimbingan pentdisan karya ilmiah 

kepada mahasiswa, penyuluban dan peugabdian kepada masyarakat Dj S81Dping 

mereka betperan sebagai penyebar infunnasi, mereka juga mengbosilkan 

infonnasi dati kegiatao penelitian yang berupa basil penelitian. 

Peranan perpustakaan sebagai sarana penunjang kegiatan tri dhanna 

pergnruan tinggi sangat menentukan kelanearm proses kegiatan pembelajaran 

setta penelititu:, kareaa itu perpustakaan digambarkan sebagai inti ataujantuugnya 

pergnruan tinggi. Logikllnya, suatu pergw:uan tinggi jika ingin menjalanklln visi 

misinya dengan baik, mesti memilikl perpustakaan yang baik pula. Dan 

keberadaan sebaah perpustakaan menentukan stmtifikasi sosial dan intelektualitas 

dati masyarakalnya (towanda, 2006, 51). 

Pelal"""'""" tri dhanna pergw:uan tinggi membulahklln duknngan sarana 

dan prasarana yang mOD!Sdal, seperli ruang kuliah, ruang dosen, labomtorium, 

studio, perpustakaan dan sebagainya, dalant rangka beljalannya proses 

pembelajanm, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secam bail<. Hal ini 

merupaklln parayamtan mutlak yang ditetapklln di dalam Keputusan Menteri 

Peedidlkan Nasional Repoblik lndonesia Nomor 234/U/2000 teatang Pedoman 

Peedirian Pergw:uan Tmggi pasall2 disebutkan babwa pada saat perguruan tinggi 
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dibuka harus dilengkapi dengan sarana petpuslakaan yang disesuaikan dengan 

program studi yang ditawarkan, antara lain: I judul per mata kutiab dasar keablian 

(MKDK), 2 judul per mata kuliab keahlian (MKK), jumlab buku sekurang

kurangnya I 0% dari jumlab mabasiswa dengan memperbatikan kompesisi jenis 

judul, berlangganan jw:nal ilmiab sekurang-kurangnya I jumal untuk seliap 

akademilpoliteknik, sekolab tinggilflllrultas, sedangkun untuk program S2 adalab 

500 judul buku, dan berlangga.nan dua jw:nal ilmiab pada bidang studi yang 

rei evan. 

Pasal 42 (2) Pemturan pemerinlah Nomor 19 1ahun 2005 tenl!mg 

Sumdar Nasional. Peudidilom menyatakan babwa: 

"Setiap satuan pendidilom wajib memiliki pmsarana yang meliputi laban, 
ruang kelos, ruang pimpinan satuan pendidilom, ruang pendidik, ruang 

- usaba, ruang petpustakaan, ruang laborntorium, ruang bengkel kelja, 
ruang Ullit prodokai, ruang kaolin, instalasi daya dan j..., tenapat 
berolahraga, temp<lt beribadah, temp<lt bermain, tenapat berkreasi, dan 
ruangftemp<>t lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 
yang teratm dan berkelanjutan. ~ 

Dalam Kepotasan Menteri Pendidilom Nasional. RI Nomor 234/U/2000 

Tentang l'edoman Pendirian Pergoruan Tmggi pasal12 Ayat (2) d. menyatakan: 

Ruang petpustakaan dengan buku pustaka: 

I. Program Diploma dan Program Sl 

a. buku mala kuliab pengembangan kepribudian (MPK) 1 juduL per-mala 

kuliab; 

b. buku mata lruliab ketrampilan dan keablian (MKK) 2 judul per-mala 

lruliab; 

c. jumlab buku sekurang·kurangnya 10"/o dari jumlah mabaaiswa dengan 

memperbalilom komposisi jenis judul; 

d. ber1angga.nan jw:nal ilmiab sekurang-kurangnya 1 judul untuk serinp 

program studi; 

2. Program S2 untuk seliap program studi : 500 judul buku dan berlangganan 

minimal dua jw:nal ilmiab yang temkreditasi pada bidang studi yang relevan; 

Dengan adanya ketenruan dan persyaratan yuridis tersebu~ perpustakaan 

seyogianya lidak banya berperan sebagai aarana penunjang. melainkan menempali 
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kedudukan utama dan sentral dalam sebuah perguruan tinggi. Dalam praktilmya 

perpustakaan terlibat dalam bampir seluruh fungsi utama perguruan tinggi yang 

meliputi pengajamn dan penelitian, penciptaan penge!alwan baru, dan tronsmisi 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perpustakaan perguruan tinggi memegang 

peranan sentra! sebagai pusat pengumpulan informas~ pusat pengolalum 

informasi, pusat pemanfaatan informasi, dan pusat penyebarluasan info~ 

sehingga dapat dikatakan babwa perpustakaan merupakan jantungnya sebuah 

perguruan tinggi. 

Posisi strategis ini menuntut adanya pengelolaan perpustakaan yang 

profesional berlandaskan pada fungsi-fungsi """"liemen yang berlaku, mulai dari 

perencanaon, pengerganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengswasan. Namun 

demikian, keoyataan meounjukkan tidak semua perpustakaan perguruan tinggi 

melaksanakan fungsi tersebut """""' konsisten dan profesional. Upoya 

pengembangan perpustakaan sering kall diwamai dengan berbagai persoalan, 

seperti pengembangan koleksi yang tidak sesuai deogan kebutuhan program 

pendidikan, kebijakan layanao informasi yang kurang mempertimbangkan 

kepentingan sivitas akademika, dan keterbatasan samna prasarana yang tersedia. 

Persoalan tersebut pada dasamya terle1Bk poda sistem manajemen yang belum 

baik dan kurangnya dukuegan untuk menjalankan program pengembangan 

perpustakaan perguruan tinggi. 

Unluk memenubi kebutuban infbrmasi bagi masyarakat pemaksi (sivitas 

akademika}, menurut SeptiBntono dan Umar Sidik (2007, 77) perpustakaan barus 

mampu: 

(1) mengkaji/menganalisa siapo masyarakat pemakainya dan informasi apo 

yangdiperlukan, 

(2) mengnsaltakan tersedianya jasa poda saat diperlukan, serta 

(3) mendorong pemaksi untuk menggnnakan fasilitas yang disediakan olen 

perpustakaan. 

Eksistensi fulrultas, jurosan, program studi, dan mala kuliab 

memerlukan dukangan literatur atau baban pustaka baik yang pokok maupun yang 

tambaban. Semakin banyak mala lruliab yang disajikan dalam sebuah perguruan 

tinggi atau universitas make semakin banyak pula baban pustaka yang menjadi 
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kebutuhan pemustakanya. Jika setiap mabasiswa dalam perguruan tinggi tersebut 

memerlukan bahan pustaka yang menunjang setiap mala kuliah maka sebanyak itu 

pula bahan pustaka yang harus disediakan oleh perpustakam balk yang berbentuk 

monograf, setial, maupun digital. 

Salah satu aspek penting yang kiranya perlu mendapal perbatian dalam 

pengelolaan perpustakam adalah pengembangan koleksi perpustakaan. 

Pemenuhan kebutuhan buhan pustaka di perguruan tinggi harus diarur dengan balk 

melalul kebijakan pengembangan koleksi. Jika tidal<, perpustakam tidak akan 

dapal memenuhi kebutuhan pemustaka. Perenoanaan pemeouhan kebutuhan 

pemustaka merupaksn bagian dari pereneaDll8ll perpustakam yang harus dibuat 

dan dilaksanakan untuk meru:apai keah!ambungan fungsi perpustakaan sebagsi 

penyadia sumber daya informasi dan pendidikan. 

Proses pembinaan dan pengembangan koleksi mencalrup antara lein 

pen)'UStiDllll kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan, peogadaan, penyiangsn, 

serta evaluasi pendayagunaan koleksi (Qalyubi, 2004). Melibat dari pemyataan di 

atas maka kebijakan pengembangan koleksi adalah langkah awal yang 

menentukan dalam proses selanjutoya. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa 

semakin balk dan lengkap kebijakan pengembangan koleksi yang dibuat maka 

semakin baik proses pemiliban dan pada akhimya semakin balk kebutuhan yang 

disediakan oleh peq>ustakaan untuk pemustakanya. 

Pengembangan koleksi merupakan proses memastikan bahwa kebutuhan 

informasi dari pemustaka akan terpenubl =am tepat waktu dan tepat guna 

dengan memanfaatkan sumber-sumber infonnasi yang dibimpun oleh 

perpustakam. Sumber-sumber infonnasi tersebut dikembangkan sebalk-baiknya 

sesual dangsn kondisi perpustakam dan masyaiaket yang dilayani. Kondisi 

internal yang dapal mempenga:ruhi manajemen pengembangan koleksi dan 

bebenipa kriteria yang hams dipenuhi seperti dikemukeken Chapman (2004, I 09) 

yak:ni (a) Jumlah eaton pengguna, (b) Tingket menggunakan koleksi, (c) Jumlah 

stuk koleksi yang ada dan potensi kerusakannyal keusangannya, (d) Penerbitan 

yang relevan dangsn kebutuhan, (e) Harga bahan bsku, (f) Pengeluaran anggsran 

sebelumnya, dan (g) Tujuan institusi. 

Pengembangan koleksi lidak banya mencalrup kegiatan pengadaan bahan 
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pustaka. tetapi juga menyanglrut masalah perumusan kebijakan dalam memilih 

dan menentukan bahan pustaka mana yang akan diadakan serta metode-metode 

apo yang akan diterapkan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan sarona 

untuk mengarahkan segala ak!ivitas yang berkaitan dengan pereneanaan, 

pendanaan, pemiliban dan pengadaan bahan pustaka. Kebijakan pengembangan 

koleksi menjadi petnnjuk uotuk pengembangan koleksi secara teramh. 

Pengembangan koleksi tidak lain adalah suatu usaha uotuk mencapai 

kondisi koleksi petpUStakaan yang knat Dalam proses seleksi, pihak lembaga 

indak meminta pihak perpustakaan mendallar bahan pustaka yang' ukan diadakan 

atau dibeli uotuk satu tabuo ke depan. Selanjutnya pustakaWilll mendaftar bahan 

pustaka yang ukan dibeli secara langsung sesuai dengan besar angganut atau 

jwnlah judul maupun eksemplar pada saa1 itu tanpa mengguoukan pedeman 

kebijukan yang dibuat sebelumnya. Selelab daflar bahan pustaka dibuat, maka 

bahan pustaka yang terseleksi telsebut ukan dibeli oleb rekanan yang diatur 

dengan peraturan-

Kebijakan pengembangan koleksi di petpUStakaan lAIN Ambon dalam 

korun waktu 2006-2007 didasarkan pada: 

I. Perintab llsan dari pimpinan perguruan tiuggi kepada kepala 

perpustakaan; 

2. Keputusan mpat tingkal. pimpinan bersama kepala perpustakaan; 

3. Keputusan rapat ketja tabunan; 

4. Keputusan pimpinan perguruan tinggi tentang buku sumbangan wajib 

bagi mahasiswa akbir studi; 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan di atas ditindaklanjuti dengan 

dibentuknya kepaniliaan pengadaan koleksi berupa panitia pelelangan yang akan 

menentukan rekanan atau perusabaan yang akan menyelenggatukan pembelian 

koleksi yang dibuluhkan, betdasarkan daflar koleksi yang sebelumnya telab 

diseleksi mebdui mpa1 pimpinan yang melibatkan semua juruson dan dekan serta 

kepain petpUStakaan untuk menetapkan pembagian koleksi yang akan dibeli 

berdasamksn jumlab jurusan di masing-masing fakoltas. 

Kebijakan pengembangan koleksi seperti di atas sebenamya tidak sejalan 

dengaa visi dan· m.isi lAIN Ambon sendiri, karena kebutaban koleksi 
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perpustakaan tidak dipenubi secaxa terrencana dan berkesinambungan. Semestinya 

kebijakan pengembangan koleksi tersusun secara tertulis untak dijadikan 

pedoman untak dipatuhi dalam proses peogembangan koleksi. Hal ini berakibat 

pada jenis baban pustaka yang akan dibeli belum tento merupakan kebutuban 

pemustaka (sivitas akademika). 

Kebijakan peogembangan koleksi di perpustakaan lAIN An>bon tahun 

2006-2007 menarik untak ditelili, dengan penimbangan: 

1) Perpustakaan lAIN Ambon telah ada bersamaan dengan berdirinya 

petgmuan tinggi tetsebut di Malaku. 

2) Pengembangan koleksi berlangsung setiap tahun tanpa kebijakan 

peogembangan koleksi tertulis. 

Penelitian ini berpijak pada kondisi yang dilwlapi oleh peJ:pllSII!kaan 

lAIN Ambon dalam kurun waktu dua tahun yaitu tahun 2006 dan tahun 2007. 

Pemiliban waktu tetsebut didasarlam pada status perguruan tinggi yang masih 

be!beda secara substansial, yakni tahun 2006 sebagai tahun terakhir keberadasn 

STAIN Ambon sebelwn beralih status dan tahun 2007 sebagai tahun pertama 

lAIN Ambon, dan pada tahun-tahun tetsebut proses peogodaan koleksi 

perpustakaan tetap betjakm. Pemilihan tahun 2006 dan 2007 tidak bermaksud 

untak membandingksm kebijakan peogembangan koleksi anlara tahun yang satu 

dengan tahun yang lain. 

l.l. Perumusan Masalah 

Berdasalkan law belakang di atas, malta masalah pokok yang akan 

menjadi baban kajian dalam peaelitian ini adalab: 

I. Bagaimana evaluasi kebijakan peogembangan koleksi Perpustaka.an lAIN 

Ambon tahun 2006-2007? 

2. BagailllB11a implementasi kebijakan pengembangan koleksi Perpustaka.an 

lAIN Ambon tahun 2006-2007? 

Unlvenltn Indonesia 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan dalam rangka menjawab pennasalahan yang 

diajukan dalam penelitian yaitu : 

l. Mengidentifikasi dan menganalisa kebijakan pengembangan koleksi 

perpustakaan lAIN Ambon tahun 2006-2007. 

2. Menganalisa implementasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan 

lAIN Ambon tahun 2006-2007. 

3. Mengevaluasi kebijakan pengembangan ··koleksi perpustakaan lAIN 

Ambon tahun 2006-2007. 

1.4. Mllllfaat Penelltlan 

Manfaat yang diharapkan dari penelltian ini adalab : 

Manfilat akademis : 

]. Bagi il.m.u perpustakaan dan informasi, dapat memperkaya kbazanah 

penelltian terutama dalam kebijakan pengembangan koleksi perpustnkaan. 

2. Sebagai baban rujukan untuk penelitian berilrutnya yang berkai12n dengan 

kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. 

Manfaat praktis : 

l. Bagi lAIN Ambon, evaluasi kebijakan pengembangan koleksi 

Perpustakaan lAIN Ambon tahun 2006-2007, dspat dijadikan rujukan 

dalam pembnatan kebijakan pengembangan koleksi. 

2. Bagi perpustakaan lAIN Ambon, evaluasi kebijakan pengembangan 

koleksi Perpustakaan lAIN Ambon tahun 2006-2007, akan bermanfaat 

bagi pengembangan koleksi perpustakaan ke depan. 

1.5. Batasan Penelltlan 

Dengan pertimbangan keterbatasan penelitian, kemampuan, tenaga, 

waktu, dan biaya, serta agar diperoleh hasil yang optimal, maka penelelitian ini 

dibatasi pads evaluasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan tahun 2006 

Universitas lndoneala 
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dan 2007. Kebijakan pengembangan koleksi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kebijakan yang sifatnya tidak tertulis tetapi menjadi aeuan dalam proses 

pengembangan koleksi, berupa perintab lisan dari pimpinan pergurnan tinggi 

kepada kepala perpustakaan, keputusan rapat tingkst pimpinan, rapat ketja tabun 

dan lain sebagainya. 

Penelitian ini dimaksudkau untuk menganalisa dan mengevaluasi 

penerapan kebijakan·kebijakan yang sifatnya tidak tertulis tersebut, juga untuk 

mengetabui "'l!auh mana efektifitas kebijakan tidak tertulis itu dalam 

mengakomodasi tuntutan pengembaogan koleksi perpustakaan di lAlN Ambon 

dalam knrun waktu tabun 2006 dan 2007. 

Unlvenlllaalnd......,la 
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KERANGKA TEORl 

2.1. Kebijakan Pengembangan Kolek..i 

l.l.l. Kebijakan 

Tidal< ada kala sepakat mengemi arti kebijakan. Kebijakan umumnya 

dianggap sebagai pedoman untuk bertlndak atau sa1uran untuk l>expild.r. Steiner 

(1997, 22) menyebutkan secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk 

melaksanakan suatu tindakao. Kebijakan mencakup seluruh bidang tempat 

tindalam akan dilakulam. Kebijakan biasa berhmgsung lama. Kebijakan 

meogarabkan tindakan untuk meneapai sasman atau ~WID. Kebijakan 

meojelaakao bagaimana cam pencapaian tujuan dengan meoentulam petunjuk 

yang hams diikuli. Kebijakan dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan 

untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berda.sarkan 

kelayakan. 

Menurut LasweU yang dilrutip Naibasy (2006, 18) kebijakan adalah suatu 

program yang diproyekkan pada tujuan, nilai, dan prak1ik terteatu. Istilah 

kebijakaanaan atau kebijakan yang ditetjemahlam dari kala policy memang 

biasanya dikaUkan dengan keputnsan pemeriatah, kerena pemerintahlah yang 

mempunyai wewenang atan kekuasaan untuk mengarabkan masyarakat, dan 

bertanggung jawah melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengartian 

public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerinlab, mnsyarakat 

atauumum. 

Dengan demlkian perbedaan makna antara peri<ataan kebijuksanaan dan 

kebijakan tidal< menjadi persoalan, selama kadua istilab itu diartikan sebagai 

keputusan pemerintab yang relatif l>eraifat umum dan ditujukan kepada 

masyarakat umum. Petbedaan kala kebijakan dengan kebijaksa"""" berasal dari 

Jreillgiaan untuk membedakao istilab policy sebagai Jreputusan pemeriatab yang 

l>eraifat umum dan berlalru untuk selumh anggota masyarakat, deogan iatilab 

dW:rotion, yang dapat diartikan "ilah" dalana bahasa Arab atau keputusan yang 
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bersifat ka.suistis untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu. Keputusan yang 

bersifat k.ausitis (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan. 

Seseorang minta "kebijak.aanaan" seomng pejabat untuk memperlak.ak.ao secara 

"istimewa,. atau seeara "'istimewa" tidak memperlakukan, ketentuan~ketentuan 

yang ada, yang biasanya justru ditetapkao sebagai kebijakao pemerintab (public 

policy). 

Di sisi lain bentuk kebijakao tidal< serta merta merupakao aturan yang 

tmik.at dan k.aku.. tetapi ke~ijakao itu dapet saja merupakao spesifikasi yang luas 

atau bersifilt kbusus, nyata atau """""'"samar, k.aantitatif atau kualitatit; fleksibel 

atau tidalc fleksibel, berjangk.a panjang atau berjangk.a pendek, tertulis atau tidalc 

tertulis. Dalam proses kebijakao yang bersifat antisipatif dan intultif eendenmg 

tidal< ditulisk.an atau banya ditulisk.an secara garis besar (Steiner, 1997). 

Dengan demikian dapat dinyatakao bahwa kebijakao adalab suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-pri.nsip untuk mengarabkao cara-cara bertindalc 

dalam meneapai tujuan tertenlu yang berbentuk tertulis atom tidal<. tertulis. 

Menurut pandangan penulis sesuai dengan penelitian ini, kebijakao bisa berbentuk 

himbanan, perintab, disposisi, rekomendasi, basil rapal. dan araban dari pimpinan 

perguruan tlnggi tentang sesuatu yang barus dilak.ak.ao atau tidalc dilak.ak.ao. 

2.1.2. Pengembangan Koleksi 

Pengembangan koleksi adalab suatu istilah yang digunakao secara 1uas di 

dunia perpuatak.aan untuk menyatakao baban pustak.a apa saja yang barus 

diadak.an di perpuatak.aan. Sebelumnya muneul istilab seleksi bulru, bUku dalam 

pengertian yang lebih luas yang meneak.ap monograli, majalah, baban mikro dan 

jenis beban pustak.a lainnya. 

Menurut ALA Glossary of Library and Information Science (1983) 

pengembangan kolek.ai merupakao sejlUD!ah kegiatan yang berkaitan dengan 

penentuan dan koordinasi kebijakao seleksi, menilai kebutuban pemak.ai, studi 

pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, identifi.kssi kebutuban koleksi, selek.ai baban 

pustak.a, perenc&!lllll1l kerjasama sumbetdaya koleksi, pemel.ihaman koleksi dan 

penyiangan knleksi perpuatak.aan. 

Unlvonltld lndonoola 

Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



12 

Menurut Sutamo (2006, 114) pengembangan koleksi perpustakaan 

mencakup : (1) Jumlah, yang meliputi judul, jenis dan eksemplar, (2) Terbitan 

baru, (3) Variasi, bail< yang tereetak, seperti bulru, majalah, koran maupun yang 

terekam, (4) Sumber penerbitannya Illllkin banyak, (5) sumber asalnya, dalam atau 

iuar negeri (Bahasa Indonesia atau bahasa daerab), terjernahan, saduran bahasa 

!nggris dan bahasa lainnyo. 

Perpustakaan perguruan tinggi. akan selalu mernperbatikan koleksi yang 

dimilikinya, apakah. sudab cakup mernenuhi kobutuhan pernustaka dari kalangan 

sivitas akademika atau masih banyak penambalum·penambalum koleksiuyo. Pada 

keadaau yang wajar, perpustakaan akan selalu mernbutuhkon pengernbangan 

kolaksiuyo. Hal ini dipengaruhi oleb beberapa aspek antara lain penambalum 

jumlnb mebasiswa (growth in stw;knt number), menunmnya anggaran 

perpustakaan (a decline in library expenditure), perubalum harga buku dan 

prlodikal (changes prices of books and periodicals), perubahan kurlkulum 

perkullahan (changes in course design), perubahan metode belajar dan mengajar 

(changes in teaching and learning methods), bertambahnya fokus kebutuhan 

pernustaka (increasing focus on need!! of users), menunmnyadaya bell mebasiswa 

(decline in stwknt's book purchasing), berkombangnya tekoo1ogi infurmasi 

(devek>pment In information techoology), dan beberapa indikator lalnnya (Peter 

Jordan, 1998). 

Menurut Evans (2005) pengernbangan koleksi adalab suatu proses yang 

memllll,gkinkon untuk identifiknsi kokustan dan kelernahan dari koleksi 

perpustakaan dalam hal kebutuban pernustaka dan sumber daya. 

Sernentara Vignau (2005) mernandang bahwa pengernbangan koleksi 

bennaksad untuk memenuhi kobutuban informasi pernustaka dengan 

memanftlatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi perpustakaan. 

Gonnan (1989, 3) mernberikan keeenderungan betasan kobijakan 

pengembangan koleksi sebagai. berikut: 

A written colleclion development policy stotement is intended " ... to 
clarifY objectives and to foc/1/tate coordination and cooperation, both 
within a library or library system and among cooperating libraries ... if it 
Is well done, it should serve as a day·t<Hiay working too/that provides 
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the necessary guidelines far carrying out the majority of tasks within the 

area of co//ec/lon building. 

Jenkins dan Morley (1999) menggambarkan keadaan bahwa kebijakan 

pengembangan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi di beberapa negara 

memiliki perbedaan antara tertulis dan yang tidak tertulis. Kebijakan 

pengembangan koleksi yang tertulis lebih merupakan strategi untnk melibatkan 

star dan poda akhirnya kebijakan pengembangan koleksi dapat dipeksi sebagai 

alat ukur keberbasilan pengembangan koleksi. 
·. 

Gorman {1991, 4) meagangkapkan mengapa kebijakan pengembangan 

koleksi tertulis penting yaitu: 

Today, of course, several of these libraries do have written, publicly 
available policy statements. Why might they now regard co//ecllon 
development policies as lmporlanl? Probably the most basic reason is 
that they provide guidance through the forest of docrnnenlallon. 

Lebih lanjut Gorman (1991, 7) mengutip Cargill (1984) tentang 

fleksibilitas kebijakan pengembangan koleksi yang dibutuhkan poda pelaksanaan 

di Iapangan, sebagai beril:ut: 

.. .iflibrariarJs are coping wilh developing /heir ca/lect/Dn withoat written 
policies, wf9> then engnge in an eJWrcise !mown to be time-consuming 
ond difficult to prepore? The existenr:<! of a written policy does !WI 
guarantee that a balanced cal/ecllon will result. The policy, if written, 
represents on ideal rather than a realistic sltuat/Dn. How can such 
policies be accurately inlerpreted? Academic libraries need the jlexibilit)l 
ond freedom to make selection choices without being tied to a written 
poliey. 

Dengan demikian kebijakan pengembangan koleksi hams dapat 

mengakomodasi keadaan baik untnk stabilitas maupun fleksibilitas dalarn proses 

membangun koleksi. 

Menurut Osburn (1990) mansjemen koleksi adalah : 

"Callecllon manngemenl is t:4fined as a process of itiformation 
gathering. communication. cacrdinallon, policy formulation. evalnallon. 
ond planning. These processes, in turn, influence decisions about the 
acquisition, retention, and provision of access to information sources In 
support of the intellectual needs of a given library comrnunily. Collect/Dn 
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development is the part of collection monogement that primarily deals 
with decisions about the acquisition of materials. " 

Gabriel (1995) mendefinisikannya sebagai berikut: 

"Collection development is a term representing the process of 
systematically building library collections to serve study, teaching, 
research, recreational~ and other needs of library users. The process 
includes selection and deselection of current and retrospective materials, 
plonmng of coherent strategies for continuing acquisitton, and 
evaluation of collections to ascertain how we/lthsy serve user needs. " 

Evans (2005} mendefinisikan pengembangan lroleksi sebagai pernyataan 

il!rtulis dari percncanaan kegiatan dan infonnasi yang digunakan untuk 

memberikan pedolllliil bagi staf perpustakaan dalam berfikir dan pengambilan 

keputusan da1am pengadaan lroleksi dan jumlah koleksi tiap subyek. Selanjutnya 

Bvans (2005) membagi proses pengembangan koleksi da1am beberapa kegiatan 

utama yaitu: 1). Analisis pemustaka; merupakan langksb pertam.a yang dilakukan 

da1am menentukan kebijakan pengembangan koleksi dengan tujuan untuk menilai 

atau mengenalisa bert>agai kebutuban masyarakat pemustaka. Dengan melakukan 

kegiatan analisis ini kebutuban pemustaka dapet diketahui secara rinci, 2) 

Kebijakan seleksi; setelab melakukan analisa pemustaka, maka hasil dari analisa 

tersebut dijadikan pedolllliil atau kebijakan dalam menyeleksi koleksi 

perpustskaan, 3). Proses seleksi; kebijakan seleksi yang telah disusun kemudian 

dignnakao pada tabop kegiatan seleksi, 4). Proses pengedaao; basil seleksi berupa 

daftar data koleksi yang telab terpilih selanjutnya dibawa ke bagiao peogedaan 

deogan tujuan untuk meogedakso babao perpustakaan yang dilakukan baik 

melalui pembel.iao, hadiah atau tukar roeoukar, 5) Proses peoyiangan; koleksi 

yang ada, pada masa terteotu akan mengaiami peoyiaogan karena infonnasi 

koleksi yang sudab tidak relevan lagi deogan kebutuban pemustaka, 6) Proses 

evaluasi; basil peoyiangan dijadikan babao untuk evaluasi da1am pemaofaatao 

koleksi perpUI!iakean Kegiatan evaluasi ini dijadikan sebagai babao untuk 

menganalisa kebutoban masyarakat pemustaka pada tabop kegiatan 

pengembangao koleksi selaojutnya. 

Perpustaksan tentunya punya Jreterbatasan.Jreterbatasan seperti 

keletbatasao dana, sarana dan prosanma, sumber daya lllliilusia dan sebagainya. 

UnlveNitaslndoneola 
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Disamping tuntutan agar koleksi yang dimiliki benar-benar berkualitas dan 

memenuhl permintaan pemuslaka. 

Oleh !<arena itu agar segala sumberdaya yang tersedia (terutama sekali 

pendanaan) dapat efektif dan efisien, maka perlu dibuat sebuah kebijakan 

pengembangan koleksi yang bisa berfungsi sebegal pedODlll!l, pen:ncanaan dan 

sarona komunikasi. &bagai pet/oman berarti kebijakan ini memberikan pedoman 

bagi semua pibak ylll!g terlibat da1am kegiatan pengembangan koleksi sehingga 

ketaatan da1am proses seleksi dan deseleksi teljamin, koleksi Yllll& responsif dan 

seimbllll& tetbentuk serta dana dapat dlman&atkan sebijakslll!a mungkin, sebagai 

perencanaan berarti kebijakan ini bisa menjelsskan koleksi Yllll& telah ada dan 

n:ncana pengembangan ke dapan juga dlharapken dapat memberikan deskripsi 

Y""& sistematis tenlang ~ pengelolaan dan pengembangan koleksi Yllll& 

diterapkan perpustakaan perguruan tinggi dan rumtinya dapat dijadiksn tolak ukur 

untok menilai ~uh mana tujuan dan sasoran perpustakaan telah ten:apai. 

Sebagai sarana komunlhrsi berarti dapat memberikan infonnasi yang benar 

kepada pibak-pibak yang terksit sehingga dlharapkan mereka dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan pengembllll&an koleksi ini. 

Dengan asumsi dan fungsi yang dikemukskan di alaS, kebijakan · 

pengembangan koleksi tertulis mudak barns didesain sesuai dengan visi dan misi 

perpustakaan, sehingge dibarapkan koleksi yang dimiliki benar-benar berl<ualitas 

dan dapat memberikan pelayanan yang memusskan bagi pemusteks. 

Goonan dan Howes (1991) memapatkan bahwa kebijakan 

pengembangan koleksi memiliki 3 fungsi yaitu fungsi pereneanaan, fungsi 

komunikes ekstemal, dan fungsi komunikesi iniemal. 

I). Fungsi Perencanaan 

Perencanaan merupakan bagian dari fungsi kebijakan pengembangan 

koleksi wtuk meneari, mengidentifikasi dan mengembangkan koleksi yang 

dibutuhkan pemustaka. Melalui kebijakan pengembangan koleksi, perpustakaan 

mempunyai kepastian prioritas Yllll& akan dilakukan untok mengalokosikan dana 

dan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat pemustaka. 

2). Fungsi Komunikasi Bksternal 

Unlilerolln lnd-
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Selain fungsi perencanaan, kebijakan pengembangan koleksi memiliki 

fungsi komunikasi. Kebijakan pengembangan koleksi menginformasikan kepada 

perpustakaan-perpus!akaan lain tentang koleksi yang akan dikembangkan. 

Komuni.kasi antara perpus!akaan ini teljadi jika antara perpustakaan tersebut 

teljalin keljasoma. Hal ini juga dilakubn dengan kaitan pendanaan. 

3). Fungal Komunikosi Internal 

Kebijakan pengembangan koleksi tidal< banya dopat mengkomunikasikan 

rencana pengembangan koleksinya kepado petpustakaan lain tetapi juga kepado 

masyarakat di dalam lnatitusi di mana petpustakaan itu berada. 

Ada kepentingan mengkomuniknsikan perencanaan pengembangan 

koleksi dengan komunitasnya; pemustaka, staf, don administrator. Bentuk 

komunikasi ini akan terus berlanjut dengan berkembangnya kebutuhan pemustaka 

don anggaran yang disediakan atau akan disediakan. 

2.1.3. Formulas! Kebljakan Pengembangan Koleksi 

Sistematlka peraneangan kebijakan pengembangan koleksi petpustakaan 

dopat dilakubn dengan melibat priruiip dari pembuatanoya, sebagaimana dikutip 

dalom bukonya Evans (2005, 86) sebagai berikut: 

Collection developmem is a complex process that is highly subjectiVe, 
rife with problems and traps for the unwary. A comprehensive written 
policy; developed with the odPice and involvemem of all parties 
concerned, helps regulate the process and makes it less problematic. 

Sistematjka pembuatan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan 

pergurwm linggi tidal< teljadi keragnman sesuai dengan kebutuban mesing-masing 

pergurwm linggi. Meskipun ado perbedoan akan tetapi memiliki kesamaan prinsip 

sebagaimana yang dikemukakan Syamsuddin (2004) babwa aktivitas 

pengembuagan koleksi merupaksn suatu proses yang terdiri dari beberapa tebapan 

kegiatan. Taimpen ini dimtdal dengan melukakan analisis teihadap l1:ll!SyiOmkat 

pernustak;o, membuat kebijakan pengembangan koleksi, melukakan seleksi, 

pengodaan, penetopan angganw, penyiangan dan evaluasi. Segala aktivitas inilah 

Untvoreltn Indonesia 

Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



17 

yang perlu direncanakan dan dibuatkan pedomannya sehingga kegiatan 

pengembangan koleksi nantinya dapat terarah dan sistematis. 

z.t.4. Fungsi Kebljakan Pengembangan Koleksi 

Perpustakean tentl!llya punya keterbatasan-ketetba!asan seperti 

ketetba!asan dana, sarana dan pllllllll8llll, sumber daya manusia dan sebagainya. 

Perpustokaall juga dituntut agar memillki koleksi yang benar-benat berkualitas 

dan memenubi pennintaan pemakai. Oleh ksm!a itu kebijakan pengembangiiii 

koleksi tertulis mllllak harus ada dan didesain sesuai dengiiii visi dan misi 

perpustakaan. sebiugga dibarapkan koleksi yang dimiliki benat-benar berkualitas 

dan dapat memberikall pelayiiiiiiii yang memuaskan bagi pemustaka. 
• 

Dalam dokumen ymg dikelllllrkan Arizona State Libmy {2008) 

meqjelaskan bahwa kebijakan pengembangan koleksi adalah pemyataan tertulis 

dari perpustakaan dengan ll!iunn untuk membanguo koleksi. J.a menjel.askan 

koleksi dari kekeatiiii dan kelemahan dan meayediakan pedoman bagi staf untuk 

mengembangkan. dokumen ymg relevan dan bermanfaat. 

Ada bebempa ll!iunn yang ingin dicapai dari lreberadaiiii kebijakan 

pengembangan koleksi tertuii9 yang diiBkekan di perpustakasn pergurunn tinggi, 

yaitu: 

I) Membangan ko\eksi yang berkualitas, rasional, sistematis dan temnth, 

komprehensbif serta sesuai dengan lrebutuban pemustaka. 

2) Mengadeksn dan mempersiapkan sumber-sumber infonnasi yang 

diperlukan untuk menunjang program tri dharma pergurunn tinggi, da1111n 

hal ini koleksi depat diberapkan dapat menunjang kegiatsn peodidtkan dan 

pengajaratl, penelitian dan pengabdian masyarakst. 

3) Mengad•kan dan mempersiapkan koleksi sebagai sumber informasi umum 

da1am bidang subyek yang relevan denSIIII subyek ymg dikembangkan.. 

4) Mengmnpalkan den mempersiapkan semua bahan penting yang ada 

kaitannya dengiiii sejarah dan perkembangan serta studi-studi keisl~~man di 
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pergunum tinggi, sehingga diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat 

koleksi deposit subjek keislaman yang ada. 

5) Dapat memberlkan layanan prima dan berkualitas sehingga pemustaka 

dapat rerpuaskau. 

Secara umum Bryson (1999, 148) menyatekan bahwa suatu kebijakan 

pengembangan koleksi meooalrup the po/ic)i objective and scope; responsibility 

for implenumtatlon, review, and audit; background issues; and implemenla/lon 

strategies. 

Sementara Curley (1979, 28) lebih rimli meogungkapkan elemen utama 

yang termuat dalam kebijakan peogembangan koleksi pada wnumoya yaitu: 

InslltulloMI mh.slon, goofs und objecllw;, ll1Ullysls of commiDIIty and 
user needs to be served, intellectual freedom and access statemenls, 
designallon of responsibility for moterials selecllon, general ml)ject 
bo:mdar/es, levels of callec/ion strengths and co/lecllng intensity 
(minimo/, basic, instntc/101lQ/, research. comprehensive), limitations 
~. geography, form), detailed policies by subject, detailed 
policies by form. (gift, deaccession, retention, and duplication policies), 
cooperative relationship. 

' 
Adapun elemen-elemen dalam kebijakan pengembangan lroleksi yang 

efektif, seperti dikemnkakau Evans (2005) diantaranya: I). Oamberau umum; 

pada bagiao ini memberlkan penjelasan '""""" umum mengeoai deskripsi 

lingkungan perpustakoan, pemustaka perpustakoan, kebutuhao pemustaka, bidaog 

subyek koleksi, pengadaan koleksi dan diskusi mendalam mengeoai pemo 

perpustakaan dalam program pengembangan koleksi, 2). Deskrlpsi darl area 

subyek dan format koleksi; perpustekan membagi koleksi berdasarkao area 

subyek sesuai <Iangan kebutuban pemustaka, mengideatltikesi tipe koleksi yang 

ada dan mengkbususkau pemustaka utama uotuk tiap subyek, 3). Pennasalalmn 

laianya; yaitu membabas beberapa permasalalmn yang sering muocul dalam 

kegiatan perpustakoan, meliputi hadiah, penyiangao, evaluasi, sensor dan 

pengaduan. 

Bebetapa contoh kebijakan pengembangan koleksi dituangkan oleh Futos 

(1995) dalam bukauya 0;1/ecll<m Developmenl Policies and Procedures. 
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T erdapat beberapa contoh anlllra lain yang bersifat penuh rnaupun sebagian. 

Bersifat penuh di sini dimaksudkan bahwa dalarn kebijakan tersebut dituangkan 

secara lengkap kegiatan pengembangan koleksi mulai dari proses seleksi hingga 

l<epada pemelihataan. Sedangkan bersifut sebagian adalah bentul< kebijakan pada 
' 

bagian·bagian pengembangan koleksi saja, misalnya bagian seleksi saja, bagian 

penyiangan saja, dan lain sebagainya. Juga dalam lruku pedoman petpustakaan 

perguruan tinggi diberikan satu contoh kebijakan pengembangan koleksi 

sebagalmana teroantum di olkhir bah ini. Menurut Septiyantono (2007: 7<)..80) 

ft>!lllat kebijakan pengembangan koleksi dimulai dangan penjelasan singkat 

mengenai visi, misi petpustakaan dan sasaran yang ingin dicapai, deskripsi 

singkat tentang masyarakal yang dilayani dan koleksi yang telah ada. Dilanjutkan 

dengao: 

l. Peqjelasan mengenai sinpa yang bertanggungjawab alas pengelolaan 

petpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untul< seleksi. 

2. Metode pemiJ.iban. pen8aturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani 

dan prioritas ijika ada), dan informasi lain yang dianggep perlu, misalnya: 

a) Pedoman dan kriteria seleksi. 

b) Daftar timbangan buku (review) atau tipe timbangan buku yang 

digunakan untu1t seleksi. 

3. Masalah·m•salah khusus, misal: baban yang tidsk dikoleksi, jumlah 

eksemplarl judul, peqjilldan. penggantian baban yang bllang, dan lain-lain. 

4. Penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan, dibagi atas 

bidang subjek dan ketemngan mengenai prioritas. Tiap bidang subjek 

disamakan dirinci sbb.: 

a. Tiugkat kedalaman/kelengkapan 

• koleksi yang sudah ada 

• penambaban yang sedang beJjalan 

• penambaban yang diperluksn untul< memenuhi kebutaban masyarakat 

dao/atan progr.am yang ada 

b. Bahasa 

e. Cakupanperiode 

d. Cakupao geogrsfis 
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e. Fonnat yang akan dibeliltidak dibeli 

f. Siapa yang bertanggungjawab atas seleksi 

5. Bahan berbabasa asing 

6. Jellis baban perpustakaan berdasarkan format, definisi !lap jellis dan 

kategorlnya, keterangan mana yang dt'beU dan mana yang tidak, pentingnya 

bahan llmlebut bagi koleksi atau pemakai 

7. Penanganan hadiah 

8. Pinjam antar perpustakaan, jarlngan dan bentuk kerja'"""a lain yang 

berpengaruh pada pengembangan koleksi 

9. Kriteria dan eara penyiangan 

I 0. Sikap perpustakaan terbadap......,., dan masalah lain yang berkaitan dengan 

kebebasan intelelrtual (Intellectual freedom) 

2.1.5. Seleksi 

Spiller (1980) mendefinisik:an seleksi adalah proses memutuskan buku· 

buku yang akan ditambahkan ke dalam koleksi yang ada, dalam beberapa 

eksemplllr, dan ro.elalui evaluasi terbadap judal·judal bulru. Pero.iliban le!hadap 

buku·buku alan terbadap beberapa jellis infunnasi dipertimbangkan bordasarkan 

kebutubau pemustaka dan dipilih dan daftar buku atau suro.ber infol1llJ!Si yang 

telah dipemleh. Menurut Johnson (201!4), proses seleksi dimulai dan proses 

memahami material koleksi. di dalamnya berapa subjek, format, bahasa, 

komunitas pengguna. 

Proses seleksi menurul Wortman (1989) bukanlah pemiliban un&Ul'-unsut 

seeara sederbana lapi merupakan proses pengatumn dengan pereru:anaan yang 

aallng bethubuugan (ccherem). P"""""""' pemilihan untuk melaksanakan 

kebijakan kebijakan koleksi barus responsible, workable dan appropriate. 

ReapoiJSible untuk besamn anggaran yang temedia, workable dengao wal<tu dan 

pelaksanaao dan appropriate untuk kebuluhan pemustaka dan program komunitlls 

(perpustakaan). Wortman (1989) juga ro.enjelasksn bahwa dalam ro.embust 

keputusao seleksi yang tormua1 dalam kebijakan pengembangan koleksi, selekror 

barus butpenm ksrena mereka ber!anggungjawah le!hadap pengambaogan koleksi 

baikjaogka pemiek maupun untukjangka panjang. 
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Mesldpun se!eksi dan kebijakan pengembangan koleksi secara umum 

bukan dianggap sebagai kebijakan infonnasi, akan tetapi Rubin (2004) 

menjelaskan bahwa pada kenyataannya panduan dalam menentukan bentuk dan 

dasar infonnasi dipakai untuk pemustaka. Pada umumnyn perpustakaan 

menerapkan 2 kebijakan infunnasi dasar ketika membangun koleksi perpustak••n 

mereka yakni kebijakan pengembangan koleksi dan kriterin seleksi. 

Menumt Johnson (2004), proses seleksi dapat dilakukan melalui empat 

cara: (I) mengidentifi.kasi koleksi yang dikehendaki atau relevan (2) melakukan 

penilaian dan evaluasi terbadap koleksi (3) menyusun daftar pembelian (4) 

melakukan pemesanan, snmbil melakukan ldentifikasi standar rerkait pengarang, 

judul, penerbit, dan topik. 

Sebuah kebljakan pengembangan koleksi meneakop pandangan yang luas 

terbadap koleksl sementara kriteria seleksi di!l'makan untuk memllih do!rumen 

atnu kelompok dokomen yang lebih kecil. Kriteria seleksi antara beberapa 

perpustakaan saw sama ynng lain bisa jadi berbeda tetapi ada beberapa kriteria 

umum (Rubin, 2004) yaitu: otoritas (ardlwrity), kelaynkan (appropriateness), 

ketepatan (accuracy ar timeless), kerak:tet fisik (physical characteristics), 

keoocokan koleksi (collection fit), tuntutan (demand), isi (content), dan karakter 

khusus (special characieristics). 

1.1.6. Peapdaan 

Kunci penpdaon yaitu komunikasi dengan rekan 11ejawatlko!ega, 

pemegang daaa, penyndia sistem, penerbit, dan penyalur/penyadia sumber 

infonnasi dan penting pula melibatkan pemustaka 

Apa pengadaan itu sebenmnya? Chapman (2004) ntellielaakan pengadaan 

adalah proses yang membeatuk snatu hubungan vital daban siklllll penerbitan, 

seleksi, pennimaan dan penyediaan materi yang dibutuhkan. Twttutan bagi 

petugos peagadann adalah mendapatkan material seeepat dan seekonomis 

munglcin, 11embari menaWllrl<an laynnan yang efektif dan responsif. 

Pengadann yang efektif dijumpal dengan menja!in hubungan yang baik 

antara lingkungan luar dan daban tempat ketja. Bagi petugas infunnasi lain, 
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pengadaan bagaikan bekerja di belakang meja sejauh hubungan tak tercipill 

dengan pengguna material yang akan dibeli. 

Dalam bukunya "The Complete Guide to Acquisitions Management"', 

Wilkinson dan Lewis (2003, I) mengutip beberopa definisi pengadaan sebagai 

berikut: 

Magrill and Corbin (1989) Acquisitions is "the process of identifYing 

what the library ought to acquire. determining how and from whom it 

can be obtained, and actually getting it" ·, 

Heitshu (1991) The term acquisitions refers to the process of obtaining 

library maJerlals llfter they have been selected ... Acquisltions Includes all 

the tasks related to obtaining all kinds of library materials" 

Diedrichs and Schmidt (1999) "Acquisitions is the process <if aequirlng 

library maJerlals ... .Acquislthtns Includes all the tasks related to 

obtaining ail library materials. 

Pada prinsipnya pengembangan koleksi suatu perpustakaan yang baik 

memerlukan proses yang panjang dan betkesinambungan dari tahun ketalrun 

berikutnya, sepanjang perpustakaan yaog betsanglrutan melakukan kegiailln dan 

daaa pengembangannya tersedla, dan pengembangan koleksi edalah salah satu 

fuktor paling panting bagi kualitas petpustakaan. 

lDi membuat pustakawan dan semua pihak yang terkait beketja keras 

untuk merealisasikannya. Koleksi yang eukup dan imbang bagi kebutuhan 

pemustaka tidak bisa diciptakan dalam waktu sekejap, tapi barus didukung oleb 

kegialan pereneanaan yang teratut dan terus menerus. 

Banyak petpustakaan yang mengahaikan kegialan pereneanaan 

pengembangan koleksi. Pada pmkteknya pengembangan koleksi petpustakaan 

banya merupakan nmgkaian kegiailln pengadasn baban puslaka, baik melalui 

pembelian, pertDkar.m maupan melalui hadiah. Semuanya diserahkan kepada para 

pustakawanan alas dasat basil atahan, pendapat dan kebijakan pimpin.an 

perpustakaan dan lembaga indukuya seeara global illDpa pedoman tertulis yang 

dapat diperlllnggungjawahkan. Maka bisa saja kebijakan tersebut tidak begitu 
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jelas dan sulit dipahami sehingga dapat diinterpretasikan secara berlainan oleh 

petugas yang melaksanakannya. Padahal menurut Evans (2005) bahwa kebijakan 

pengembangan koleksi menjadi dasar dan sebagai alat bantu bagi pengembangan 

perpustakaan dalam pengadaan koleksinya. 

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan 

koleksi perpustakaan terutama perpustakaan di perguruan tinggi, antara lain 

ukuran koleksi dan perimbangan koleksi itu sendiri. Ukuran koleksi meliputi : 

kondisi dan kualitas koleksi; kuantitas pemustaka; jmnlah bidang studi; metod~ 

pengajaran; dan jmnlah s!Iata pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi 

program diploma, program s!Iatal, s!Iata 2, dan stiata 3 akan memerlukan koleksi 

perpustakaan yang lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi yang 

banya melayani satu s!Iata saja. 

Di samping ukuran koleksi, perimbangan koleksi juga harus 

dipertimbangkan. Perimbangan meliputi subjek atau bidang ilmu yang dicakup 

bahan pustaka di dalam koleksi perpustakaan. Untuk menentukan 

perimbangannya bisa berdasarkan perbandingan antar jmnlah individu kelompok 

pemustaka yang dilayani dan pemakaian koleksi perpustakaan itu sendiri. Jmnlah 

koleksi suatu bidang subjek akan berbonding lurus dengan·jmnlah individu 

kelompok pemustaka yang dilayani di bidang subjek tersebut. 

Keberbasilan program pengadaan bahan pustaka di suatu perpustakaan 

yang berlangsung dari tahun ke tahun tidak texjadi begitu saja. Ini memerlukan 

bimbingan yang jelas dari suatu kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan 

secara tertulis sebagai pedoman staf yang bertugas melaksanakannya. Semua 

pihak yang berpartisipasi dan berwenang merumuskan kebijakan tersebut seperti : 

komisi perpustakaan, pustakawan dan para abli di lingkungan perpustakaan serta 

lembaga induknya mempunyai tanggung jawah untuk merawatnya secara terus 

menerus. Bila perpustakaan tidak mempunyai komisi perpustakaan, maka 

pustakawan itu sendiri secara otomatis harus mempunyai inisiatif untuk mencatat 

dan merumuskan kebijakan pengembangan koleksi yang kemudian disyahkan 

oleh pimpinan perpustakaan atau lembaga induknya. 

Universitas Indonesia 

Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



24 

Menunn Sulistyo-Basuki (1991) petugas/perwnil dalam pengembangan 

ko!eksi perpustaklum harus!ah orang yang menguasai subjek dan mengetahui buku 

serta kebutuban pemustaka. Untuk dapat menjadi pemilih buku yang baik hams 

memenuhi persyaratan sehagai berikut : 

1) Menguasai sarana bibliografis yang tersedia. pabam akan dunia penerbitan 

kbususnya mengenai peaerbit, spesialisasi pera penerbit, kelemahan 

merek.a, standar, basil terbitan yang ada selama ini. 

2) Mengetahui Jatar belakang pera pemakai perpustakaan, misalnya siapa saja 

yeng menjadi anggota, kebiasaan membaea anggota, minot dan penelitian 

yang sedang dan Ielah dilakukan, berapa banyak mereka menggnnakan 

perpustakaan. 

3) Memahaml kebutuban remakai 
4) Hendaknya personil pemiliban buku bersikap netra1, tidak bersikap 

mendua, menguasai lnfum:m.si, dan memiliki aka! sehat dalam pemiliban 

buku 

5) Pengetahuan mendatarn mengenai koleksi perpustaklum 

6) Mengelahui buku melalui proses membnka-buka buku ataupun melalui 

peoses membana. 

Carrigan (1988) menjelaskan bahwa yang paling penting dalam proses 

pengembangan koleksi adalah proses pemiliban koleksi. 

K&simpulannya seorang selektor atau pemilib baban pustaka hams 

mempunyai pengetahuan mengenai sumber daya informasi yang luas. Dengao 

keablian tersebut tim seleksi baban pustaka beserta seluruh anggotanya dapat 

ditetapkan dan dimuat secara jelas di dalam kebijakan pengembangan koleksi 

perpustakaao yang bersangkotau. 

Begitu juga dengan segala sesuatu yang te1ah diputuskan perlu ditinjau 

kembali, apakah sudah meneapai tujuan yang te!ah ditentukan atau belum. 

Demikian pula halnya dengan koleksi perpustakaao. Bila perpustakaao telah 

membuat suatu kebijakan pengembangan koleksi, kemudian telah melakukan 
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pernbelian bahan pustaka serta mengembangkan koleksinya, seringkali tirnbul 

pertanyaan apakah koleksi yang dibeli tersebut sesuai dengan standar tertentu? 

Ada beberapa pedoman standar untuk perpustakaan umum, perpustakaan 

sekolah, dao juga perpustakaan perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk 

suatu evaluasi koleksi. Itulah sebagian dari pertanyaan yang bisa dijawab melalui 

program penilaian evaluasi koleksi. Evaluasi melengkapi siklus pembangunan 

koleksi dao membawa kembali pada kegiatan kajian kebutuban infonnasi 

pengguna. Siklus pembangunan koleksi di perpustakaan secara lengkap dimulai 

dari seleksi (dengan memperbatikan dokumen "Kebijakan Pengembangan 

Koleksi"), pengadaan (tennasuk proses pembelian, penerimaan, inventarisasi, 

penempelan barcode untuk sistem yang terl<omputerisasi), katalogisasi dao 

klasifikasi (tennasuk entri data katalog ke komputer untuk sistem yang telah 

terl<omputerisasi), pasca katalogisasi (penempelan label nomor panggil, slip 

tanggal kembali, kartu buku dao kantong buku untuk sistem yang masih manual), 

dilanjutkan dengan layanan sirkulasi dao referensi Hasil dari proses ini akan 

memberikan masukan pada dokumen "Kebijakan Pengembangan Koleksi." 

Contoh 1: 

KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI1 

Pondahuluan 

Dalam bagian ini dijelaskan alasan perlunya kebijakan pengembangan koleksi, 

siapa yang bertanggungjawab, dao untuk siapa baban perpustakaan diadakan. 

Tujuan 

Dalam bagian ini diuraikan tujuan perpustakaan dao perguruan tinggi yang 

dilayani. Tujuan hendaknyajelas dao mudab dicapai. 

Kebijakan Pengembangan Kolekai 

1 Wijayanti, Luld, et al. (2004). Perpustakoan Perguruan Tinggl; Buku Pedoman. Edisi 
Ketiga. Jlllou1>£1Jepd00>as RJ. 

Universitas Indonesia 
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Bagian ini memuat inti kebijaknn pemllihan dan pengadaan bahan perpustakaan. 

Di bagian ini dijelaskan siapa yang berwenang, cara memilih, pertimbangan yang 

dipakai, dan siapa yang bertanggung jawah untuk memutuskan pengadaan. 

Keputusan akhir seyogyanyaditentukan olen pimpinan perpustakaan. 

Kebijabn Evallllllll d1111 Peuyiang1111 

BagiBII ini mengumikan manfaat, daya guna, dan basil guna koleksi perpustakaan 

dalam memenuhi tujuan dan ftmgsi perpustakaan serta kebutuban masyarakat 

yang dilayani. 

Perawalan 

·• 

Bahan perpustakaan memerlukan pemwatan yang terarur, sistematis, dan 

berkesimunbungM. Dalllm bagian ini diuraikan bal-bal yang berkaitan dcngBII 

pemwatan baban perpustakaan. 

Penalap 

dalam bagian ini perlu dijelaskan bahwa kebijaknn pengadaan koleksi bersifilt 

luwes sebingga dapal disesuaikan dengan perubaban situasi dan ditinjau kembali 

secant berkala. 

Contoh2: 

(Austall.on Institute of AborigiDal and To,.,... Strait Islander Studies)' 

AIATSIS Library 

C..lleetlon Development Polley 

2005-2008 

November 2005 

CONTENTS 

l.INTilODUCTION 

2. BACKGROUND TO THE COLLECTION 

3. SELECTION PIUNCfPLES 

1 Austafian lnstitutc of Aboriginal and Tones Strait Islander Studies Library 2005. 
www.dciiD.gov .aulllriSII!riSI<Uitural _gills _prognm. 
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3.1. Collection ai.tru 

3.2. Gifts, Bequests and Tax Benefits 

3.3. Value for money 

3.4. Deselection 

4. LIDRARY CLIENTS AND TYPES OF USE 

4.1. Access 

S.LANGUAGE 

6. SUBJEcr AREAS 

6.1. Anthropology 

6.2. Archaeology and Prehistory 

6.3. Arts 

6.4. Business 

6.5. Communication 

6.6. Demog!aphy and Statistics 

6. 7. Econontics 

6.8. Education 

6.9. Environment 

6.10. Government Policy 

6.11. Health 

6.12. History 

6.13. Land Rights and Native Title 

6.14. Legal Issues 

6.15. Linguistics 

6.16. Sport 

7. FORMAT CONSIDERATIONS 

7.1. Books 

7.2. Serials 

', 

7.3. ElectronicFormats 7.3.1 AIATSIS DigitisationProgram 2005-2008 

7.4. Newspapers 

7.5. Ephemem 

7.6. Posters 
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7.7. Rare Books 

7 .8. Manuscripts 

7.9. Mlcrofonns 

7.1 0. Pamphlets 

7.11. Reference Collection 

7 .12. Professional Development Collection 

8. PRESERVATION ACI'lVlTY 

8.1. Rare Books 

8.2. Books, Pamphlets and Serials 

8.3. Manuscripts 

8.4. Electronic Formats 

9. REVIEW OF THE COLLECTION DEVELOPMENT POLICY 

Contoh 3: 

NSDL (Ihe National Science Digital Library) 
Colleoflon Developmenl Policy' 

I. Mission of lhe Library 

IL Communities Served 

IlL Resouree Ownenblp, Management, and Deoeriplion 

IV. Collection Seope 

V. Qualily Guidelines 

VL Selecflon RespoD~~l>llily 

VII. Accessiolling 

VIII. Dea ..... lonlng 

IX. Tel'lllll ofl'arllelpalion 

2& 
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METODE PENELITIAN 

Mengacu pada pendapat Muhajir (2000, 3), mengatakan bahwa 

me!Odologi penelitian be!beda dengan metode penelitian. Metodologi penelitian 

membahas konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan, kelemabannya, yang 

dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang dlgunakan. 

Sedangkan metode penelitian mengemukakan secma teknis tentang metode

metode yang digunakan dalam pebelitian. Nazir (1999, 13) mengutip Whitney 

mengatakan bahwa penelitian adalah penearian alaS sesuatu secma sistimatis 

dengan menekankan bahwa penearian ini dilakukan lelbadap masalah-masalah 

yang dapat dif""'ahkan. 

Pada bah ini dikemukakan hal-hal yang berlmitan dengan pelaksan•a• 

penelitian dan beberapa landasan yang digunakan dalam penelitian. 

3.1. p..,dekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis penelitian 

deskriptif kualilalif. Deskriptif dalam pengertian bahwa penelitian ini ingin 

menggombarkan secma jelas dan apn adanya tentang kebijakan pengembangan 

koleksi dl perpustakaan lAlN Ambon tahun 2006-2007 dalam mendukung proses 

belajar mengajar di lAlN Ambon. Penelitian kualilalif menurut Moleong (2006, 6) 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang ape yang 

dialami oleb subjek penelitian misalnya perilalru, persepsi, molivasi, tlndekan dli., 

secara bolistik dan dengan cara deokripai dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks kbusus yang alamiah dan dengan momanfaatkan berbagai metode 

ilmiab. Menumt Pendit (2003, 266) penelitian kualitatif tidek semata·mata 

menghasilkan deskripsi tetapi juga eksplanasi. Deskripsi merupakan penjelasan 

tentang karnkteristik, fitur dati fenomena yang diteliti, sedangkan eksplanasi 

menjelaskan mengapa karakteristik dan fitur itu ada dan seperti itu. 

Metude deokriptif ndalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok m!lllllllio, suatu objek, suatu set kondis~ suatu sistam pemikinm 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dati penelitian 
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deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan seoara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta·fakta, sifat·sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 1999, 63). 

Menurut Arikunto (1998, 23) penelitian kualitatif ditandai dengan 

penggunaan metode pengumpulan data yang berupa obsecvasi dan wawancara 

mendalam (in depl interview) sebagai metode pengumpulan data yang utama. 

Sugiyono (1992, 4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif cenderung memlliki 

karakteristik antara lain: (I) mempunyai 110tural seJing sebagai sumber data 

lrmgsung, semenwa peneliti merupakan instrumen kunci, (2) betsifat deskriptif, 

(3) Iebib memperbatikan proses dan pmduk, (4} cenderung menganalisis data 

secam induktif dan meaning merupakan hal yang esensia1 daiam penelitian 

kualitatif. 

Wa.wancara mendalam ndaiah proses memperolah keterangan untuk 

!Qjuan penelitian dengan cam tanya jawah sambil bertatap muka antara sl penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunal<an alat 

yang dil!IUllllkan inlerview guide (Nazir, 1999, 234}. 

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data dari basil pengamatau dan 

wawancara mendalam tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustaksan 

lAIN Ambon serta pengaruh kebijakan pimpinan perguruan tinggi terhadap 

pengembangan koleksi pe1pustakaan, dan pennasalaban penelitian ini merupakan 

studi kasus atas pe!pustakean IAlN Ambon. 

Studi kasus atau penelitian kasus menurut Maxfield ad•lah penelitian 

tentang status subjek penelitian yang berksllll8ll dengan suatu fase spesifik atau 

kbas dari keseluruhan personalltas (Nazlr, 1999, 66). 

Data kualitatif ndaiah data yang disajikan daiam bentuk kata verbal, 

bukan daiam bentuk angka. Data dalam bentuk kata verbal sering muneul dalam 

kB!a yang berbeda te(api dengan maksud yang sama, atau sehalikaya sering 

muneul dalam kalimat yang panjang sebingga perlu dilacak kembali maksudnya 

(Mahajir, 2000, 44}. Da1am proses penelitian yang betsifat deskriptif ini, penulis 

mengumikan apa yang ukan dilakukan lebih banyak didasarkan pada data yang 

tidak dapat diukur dengan angka. 

Unlveraftal: btdon•ta 
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Menurut Poerwandari (2001, 16) bahwa pendekatan interpretatif adalah 

pendekatan yang meneoba menerjemabkan pandangan-pandangan dasar 

interpretatifyang menyatakan: 

I. Pendekatan yang digunakan adalab induktif. 

2. Pengetabuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang 

diberikan individu terbadap pengalaman dan kehidupan sebari-bari, dan 

bal tersebutlab yang menjadi Jangkah awal penelitian. 

3. Dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia 

bukanlab ;m:;;. dalam keraugka positivistik, tetapi justru dalam mngka 

common sence. 

4. Pengetabuan tidak hanya diperoleh melalui inden!, karena pemabaman 

mengensi makna dan interpretasi jauh Jebih penting. 

l'oerwandari (2001, 27) juga menyatakan bahwa pendekatan interpretatif 

ini mempettimbaagkan individu dengan segala kebutuhan, persepsi, miDat dan 

keinginan masing-masing. Oleh sebah itn metodologi yang digunakna adalab 

metod<!logi yaog memfokuskan pada pemabamaa dari pada pengukumn 

(panlmeter). 

3.2. Lokasl Penelitian 

Penelitian ini dilaksan•kan di Perpustakaan lnstitut Agama Islam Negeri 

(IAlN) Ambon. 

3.3. Objek dan Subjek PeneHflan 

Subjek daiam penelitian in.i adalab Perpustakaan Instutut Agama Islam 

Negeri (lAlN) Ambon. Sedangkan yaog menjadi objek penelitian adalab 

kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan lAIN Ambon labun 2006 dan 

labun2007. 

3.4.1nforman Penenflan 

lnfonnan penelitian adalab pejabat-pejabat di lingkungan lAIN Ambon 

yang berkaitan langsung dengan proses pengambilan kebijakan yaog terkait 
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dengan pengembangan koleksi perpu.stakaan, seperti: Pembantu Rektor l yang 

bertugas sebagai koordinator pengembangan perpustakaan, Kopala Biro 

Akademik, Umum, Administmsi dan Keuangan, Kepala Bagian Perencana, 

Kepala Perpustakaan dan man1al! Kopala Perpustakaan. Yang dilakukan peneliti 

terhadap infunnan adalah menggali data yang terksit dangan kebijakan 

pengembangan lroleksi selama lrornn waktu 2006 hingga 2007. 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 5 orang infonnan yang 

beldasarkan kedudukan yang Ielah dikemukakan di atas. Adapun informan dalam 

penelitian ini ·8datah sebagai berilrut: 

Tal!ell.IDfonrum dalam pengumpulan data 

IDforman Jabatan WakluWaw-ra 

Informan I Dekan Fak.Ushuluddin Dakwah {Manton 9April2009 

PKI) 

Informan 2 Kepala Biro AUAK 2 April2009 

Infurman3 KaiJag Perenoanaan dan keuangao 3 April2009 

Jnfonnan4 Kopala Perpustakaan (2007-skrg) 6April2009 

Infunnan 5 Manllm Kepala Perpusta.kaan (2006) 2 April2009 

Nasuti011 (2007, 87) menyatakan l!shwa tidak ada aJuran yang jelos 

tenllmg jumlsh sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi 

yang tersedia. Dan penelitiao lroalitatif menurut Mul!ajir (2000, 42) umwnnya 

mengambU. sampel lebih keen, dan pengambUannya ceuderung J7lliPOSive dari 

pada acak, kareoa penelitian lroalitatif lebih mengorsh pada penelitian pnnses dari 

pada produk. 

3.5. Metode p..,gumpalao Data 

Sebagai inatrnmen ulama dalam penelitian ini, penulis berusaha 

menggali dan mengampalkan data melalui beberapa cam. (Lihat tabell) 

Unlvo1111taa lndonoala 
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3.5.1. Pemeriksaan Dokumen Pendukung 

Kegiatan yang dilakukan pada 1abap ini adalah pemeriksaan terhadap 

dokumen pengembangan kelembagaan berupa pereneanaan strategis, dan DIP A 

(Daftar !sian Pelaksanaon Anggaran) !ahun 2006 don 2007, serta daftar acuan 

peogadaan koleksi perpustakaan. Pemeriksaan terbndap dokemen te""'but untuk 

memperoleh data mengenai kebijakan pengembangan koleksi yang tertuaog dalam 

dokumen-dokumen yang tersebut di alas. 

3.5.%.1deittlflkasl Ce!oD IDforman 

Pada tahllp ini peneliti melakukan identifikasi informan yang akan 

diwawancarai. l'enentuan informan ini berhubungan dengan penm infonnan 

dalam penentuan kebijakan pengembangan koleksi. 

3.!.3. Wawaneara 

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancan<langsung dengan informan 

mengenai kebijakan pengembangan kolekei. Wawancam mendalam dilakukan 

terhadap informan yang telah ditetapkan. Wawancam mendalam dimaksudkan 

untuk menggali lebih dalam tentang masalah yang dipertanyakan. Menurut 

Moleong (2004, 142) pertanyaan mendalam dimaksudkan untuk keperluan: 

I. Peqjelasan jika pewawancam memerlukan infurmasi menganai berbagai 

aspek atau dimenai dari suatu pertanyaan. 

2. Kesadamn kri1is jika informan ditanyakan untuk memutuskan, atau lebih 

krit:is lagi, menanggapi sesuatu, menilai atau memberikan eonroh tentang 

sesuatu. Kata tanya dalam hal ini ialah apa, mengapa don bagaimam. 

3. Klarifikasi jika pewawancara memerlukan lagi infurmasi tentang hal yang 

dipersoalkan sebelunmya. 

Tujuan wawarn:ara mendalam (Sulistyo-Basuki, 2006, 173) ialah 

mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berlsi pendapa~ sikaP, 

don pengalaman pribadi, dengan sasaran memungklnkan para informan 

membahas secara mendalam sebnah subjek. 

UniVoraltU lndolleola 
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Metode ini digunakan dengan cara meminta infonnan untuk 

mengungkapkan masalah yang dihadapi dalam bentuk rangkaian kejadian. 

Kemudian setiap kejadian yang mereka lakukan, infonnan diminta untuk 

mengungkapkan masalah yang muncul dalam diri mereka. Wawancara dilakukan 

terbadap semua infonnan. Dan sebelum pelaksanaan wawanea.ta, terlebih dahulu 

diadakan kesepekatan dengan infonnan untuk menentukan kapan dan di mana 

wawancam akan dilakukan. 

Dalam prosea pengumpulan data jika diperkirakan antam infonnan yang 

sudah diwawancam dengan infonnan yang akan diwawancare selanjutnya leljadi 

kesamaan informasi yang dihasilkan maka proses wawancma tidak diperlukan 

lagi. Menurut Denzin (1994, 104), dalam proses pengumpulan data tentang suatu 

topik, bila farlasi informasi 1idak muncul alan 1idak ditemnkan lllgi, maka 

penulislpeneliti tidak perlu lagi melanjmkannya dengan meneari informasi boru. 

w • .......,.. dilak:ukan dengan menggunakan panduan wawanea.ta, 

dengan menggunakan alat perekam pembicaman untuk mengbindarl kehilangan 

infonnasi. 

Dalam penelitian ini, penelitl hetperon serta sebagai sumber infonnasi 

alan baglan yang diamarl karena terlibat langsung dalam proses pengambilan 

kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan lAIN Ambon. Dalam posisi 

seperti ini, Bulhrd Junker memberikan gambaran tentang pe.ranan peneliti sebagoi 

pengamat yang hetperon serta """""' lengkap menjadi nng~~,ota penuh darl 

kelompok yang diamati, sehingga bisa mendapatkan infonnasi apa saja yang 

dibunihkannya, termasuk yang dirahasiakan sekalipun (Moleong. 2006, 176). 

3.5.4. Obsem~~~l atau pengamatu 

Dilakukan dengan mengamari langaung berbagai kegialan yang 

dilal.-nkan untuk mendapatkan gambanm informasi tentang kondisi di lokasi 

peaelitian. Pengamatan menurut Holt, Rinebru:t dan Winston (1964) dlanggap 

sebagoi teknik pengumpulan data dengan kriteria: 

a. Pengamatan diganakan untuk penelitian dan telah direneanakan secara 

sistemarlk; 

Unlverallao lndonnla 
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b. Pengamatan barns berk.aitan dengan tujuan penelitian yang Ielah 

direncanakan; 

c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proposisi um11111 dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perb.atian saja; 

d. Pengamatan dapa1 dicek dan dikontro1 atas validitas dan reliabilitasnya 

(Nazir, 1999, 212). 

Observasi ini dimakJmdk.an untuk melengkapi data yang tidak diperoleh 

dalam wawancara. Observasi dilakukan secam partisipan terhadap aktivitas atau 

kegiatan kaitannya dengan pebijakan pengembangan knleksi perpust.akaan lAIN 

Ambon. Melalui pangamatan 1angsung dlharapkan dapa1 memperoleh data dan 

fakte yang objektifuntuk menduknng basil panelitian. 

3.5.5. Stwli Dolmmenwi 

Merupakan cam pangnmpuian data dengan melib.at doknmen untuk 

mendapatkan data pelengkap yaitu dengan memperb.atikan catatan-catatan 

laporan, doknmentasi kegiatan dan administrasi persu:talall yang berhubungan 

dengan ma<alah yang diteliti. 

3.6. Anslisls Dalll 

Ana!isis data dimuiai dengan meneluah seluruh data yang diperoleh dan 

basil wawancara yang kemudian direduksi dengan cam membuang beberapa kala 

yang dianggsp tidak periu. Reduksi data ini berupa rsngkUI11an inti dan berbagai 

jawaban atas pextanyaan. Tiap jawaban tersebut kemudian dipilah-pilah dan 

dikelompokkan betdasarlam beberapa katagori yang ditetapkan dan setiap 

katagori diberi kodo terteniU. Menurut Moleong (2006, 221) katagori itu harus 

tuntas arlinya setiap data dapat ditempatkan pado salah satu katagorinya. Kategori 

barns tidak saling bergantung, arlinya tidak bnleh ada satu pun isi data yang bisa 

masuk ke dalam lehib dan satu kategori, dan kategori itu harus bebss, artinya 

pemasukan data dengan cara apa ptm tidak boleh mempengaruhi klasifikasi data 

lainnya. Dengan membuat kode, data dapat diorganisasikan secara lengkap, 
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sistematis dan rinci, schlngga memunculkan gambaran tentang topik yang scdang 

diteliti. Pada umumnya topik yang dipilih haruslah kode yang mudah diingat dan 

dianggap paling tepat mewakili topik. 

Tabell. Kode Kotegori Penelitian 

Vatiabel Kategori Kode 

Kebijakan pengembaognn Pcntingnya kebijakan pengcmbangan Pk 
koleklli tertulis kolek:si tertulis 

~uan kebijakan pengcmbangan koleksi Tk 
tertulis 
Perioritas dalam perumusan kebijakan Pr 
pengcmbangan koleksi tertulis 
Tun perumus kebijakan pengembangan Tp 
koleklli tertulis 

lmplcmentasi kebijakan Bentuk kebijakan pengcmbangan koleksi Bk 
pengembangan koleksi tertulis 
tertulis 

Yang berperan dalam pelek:sanaan Bp 
kobijakan pengcmbangan koleklli tertulis 

Sistem pengcmbangan Pelaksanaan kebijakan ' pengcmbangan Pp 
kebijakan koleksi tertulis koleksi tertulis 

Rujukan kobijakan pengembangan koleksi Rk 
tertulis 

Kebijakan pimpirum Kebijakan terhad&p pengcmbangan Kp 
perguruan tinggi koleksi tertulis 

Bentuk kebijakan pengembangan Kr 
perpustakaan 
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Tabel 3. Metode Pengumpulao Data 

Metode SumberData Kriteria Sumber Cakupan Data 
Pengumpulan Data 

Data 
Wawancara Dekau Fakultas Koordiuator I. Kebijakau 

Ushuluddiu daD Peugelolaan 2. Pengembangan 
Dakwah Peq>ustakaao koleksi 
(Mautan PK-1) 

KepalaBiro Peuaugguugjawab !. Kebijakau 
Akademik, Akademik, Umum, 2. Pengembaugau 
Umum, Administrasi, koleksi 
Admiuistmsi daD kemahasiswaan 
Kemahasiswaan 
Kepala Bagiau Peuaugguugjawab I. Kebijakau 
pereucaua daD pereDCBDaaD daD 2. Peugembaugau 
Keuaugau keuaugau koleksi 

Kepala Peuaugguugjawab I. Kebijakau 
Perpustakaao peugelolaan 2. Peugembaugau 

perpustakaao koleksi 

Mautan kepala Peuaugguug jawab I. Kebijakau 
perpustakaao peugelolaan 2. Peugembaogao 

perpustakaao koleksi 
(tahuu 2006) 

Observasi Aktivitas l.PO'lgadaau Sistem daD proses 
peugem-baogau koleksi peugadaan koleksi 
koleksi 2. Proses seleksi 

Dokumeu I. Reustra Peugembaugau Peogembaogau 
perpustakaao perpustakaao 

2. Rape! Kelja Peugembaugau Peugembaugau 
perpustakaao perpustakaao 

3. Aturao Per- Peugembaugau Wajib simpau koleksi 
pustakaao koleksi 

Data meotah yaug telah dikumpulkau diaualisa oleb peneliti, deugau 

memberi arti daD makna yaug berguua uutuk memecahkao masalah peuelitiau. 

Data yaug dikumpulkau perlu dipeeah-peeahkau dalam kelompok-kelompok, 

diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa 
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sehlngga data tersel>ut mempunyai makna unruk menjawab masalah. Mengadakan 

manipulasi terbadap data menlah l>erarti mengobah data tersebut dari benruk 

awalnya menjadi suatu benruk yang dapat dengan madab memperlihatkan 

hubungan-hubungan antara fenomena. 

Adapun 1abapan yang dilakukan dalam pengolahan data adalab sebagai 

berikut: 

!. DataWllW!UlCiml 

Data wawancara diolah dengan membuat catatan hasil wawancam yaitu 

jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengaeu kepada 

pedoman wawancam, kemadion ditulis secara rinei dan dibuat cawan Dari 

ealllton hasil wawanoara kemudion dianalisis. Jawaban-jawaban yang diperoleh 

dari masini-masing infonnan setelah cukup lengkap dibuatknn kompilasi data 

untuk mendapatknn kesimpulan akhir. 

2. Data Observasi 

Penelili membuat catatan selama mengadakan pengamatan langsung. 

Dari catatan' tersebut kemudion penelili memberikan analisa tentang data yang ada 

di lapangan secta membandingkan dangan teori yang terkait 

3. Data Telaab Dukumen 

Berdasarkan data yang diambil dari dokumen resmi seperli renstra, 

dokumen mpat ketja dan atu:ran perpuatakano tentang wajib sumbang buku bagi 

mabasiswa akhir studi, dianrlisis uatuk membandingkan dengan kcadaan di 

lapsngan. 

Semua data yang diperoleh dari wawancam, observasi, maupun telaab 

dokumen diolah dan dianalisa uatuk mendapatknn hasil penelitian. Hasil 

penelitian diuraikan secam deskriptif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai aspek yang berlmltan 

dengan basil penelitian. antara lain: pertama, data infurman yang merupekan 

kamkteristik nara somber yang menyangkut jenis lrelamin, umur, pendidikan dan 

riwayat pekeljaannya. Kl!tiua, dlpapatkan basil wawancara dengan infonnan 

secara dialogis yang kemudian dilanjutkan dengan analisis terbadap basil 

wawaneara dalam hubungannya dengan kebijakan pengembangan koleksi 

perpustakan. Selain itu penulis juga mengemukakan analisis terbadap bentuk 

kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan lAIN Ambon. Tetapi 

sebelumnya akan dilremukakan kondlsi objektif Perpustakaan lAIN Ambon 

sebagai tmnpat pelaksanaan peneUtian. 

4.L :Kondlsl Objeldifl'erp.,.lllluuin JAIN Ambon 

Cikal balrel Perpustakaan lAIN Ambon mu!ai dirintis sejak berdirinya 

Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin cabang dari lAIN Sultan Alauddin Ujung 

Pandang UlhWl 1982. Dougan koleksi yang seadanya UPT Perpustakaan tetap 

mengawal proses penggodokan sumber daya manusia di lingkangan perguruan 

tinggi yang menaunginya. Setelah berdiri sendiri sebagai Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ambon Tahun 1997, dan selanjutnya Ulhun 2006 melalui 

PC!!Itunm Presiden RepubUk Indonesia Nomor ll1 Tahun 2006 tanggal 27 

Desember 2006, beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Ambon, 

dengan sendirinya Perpustakaan ST A1N Ambon berobah menjadi Perpustakaan 

lAIN Ambon. 

Perpustakaan lAIN Ambon kini melayani tiga fakultas, yaitu Fakultas 

Syari'ah dengan empat jurusan yaitu Jurusan Ahwal a/-Shakhshiyah, Jinayah 

Sl]lashah, Perbandingan Hukum dan Mazhab, dan Jurusan Muamalah. Fakultas 

Dakwah dan Ushuluddin dengan empatjurusan yaitu Jurusan Akidah Filsafat dan 

Jurusan Sosiologi Agama, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Jurusan 
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Jumalistik. Fakultas Tarbiyah dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurusan 

Matematika, dan Jurusan Biologi. 

Dalam rangka menjalankan misi perpustakaan seperti tereantum dalam 

Organisasi dan Tata Ke!ja lAIN Ambon menyebutkan bahwa untuk 

rru:nyelenggarakan misi tersebut, perpustakaan mempunyai fungsi: 

I. Menyediaknn dan mengolah infurmasi; 

2. Memberikan pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 

3. Memelilwa bahan pustaka; 

4. Melakukan pelayanan re~. dan 

S. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan. 

Alrtivitas Perpus1:alcaoo lAIN Ambon didukung oleh 8 orang karyawan, 

yang terdiri dati I m11ng Pimpinan sarjana Perpustakaan, 1 orang pustakawan 

golongan IV/b, I m1IDg sarjana non perpustakan, dan 1 orang pegawai golongan 

lila, 4 orang tenaga honor. Dalam rangka mengembangan sumber daya manusia, 

tahun 2007 men{!irim 2 orang staf perpustakaan untuk mengarnbil pendidikan 

lanjntan Sl PerpustaY.aan di UlN Malwsar dan 82 llmu Perpustakaan di UI 

Jakarta. Dengan jumlah tenaga di alas, perpustakaan masih membutubkan 

pegawai untuk melayani sekitar 5.000 pengguna dengan fasilitas gedung 2 lantai 

seluas 1.400 m2
• 

Koleksi UPT. Perpustakaan lAIN Ambon dati tahun ke tahun terus 

meningkat, dengan rata-rata penarnbahan pertahun sebanyak 2500 eksemplor, 

sehingga pada Desember tahun 2007 yang lalu tercatat jumlah kolesi 8.872 judul 

33.858 eksemplar. Untuk tahun 2006 teljadi penarnbahan sebanyak 2500 

eksemplar. Selain yang dikemukakan di atas, tahun 2006 Perpustakaan lAIN 

Ambon juga menerima bantuan dari Presiden RI Bapak Dr.H. Susilo Bornbang 

Yudboyono senilal Rp. 100.000.000,- dan bantuan dari Gubemur Maluku Bapak 

Karel Albert Ralahalu senilai Rp. 25.000.000,· yang semuanya digunaknn untuk 

pengedann buku. Kh\ISUS bantuan Guberour Maluku telah dialokasikan semuanya 

untuk memenubi kebutuhan buku pada perpustakaan keliling lAIN Ambon. 
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Sejak September Tahun 2006 melalui proyek Departemen Agama, telah 

dikembangkan pelayanan otomasi dengan menggunakan software CDS/ISIS. 

Program ini adalah langkah baru bagi sistem pelayanan perpustakaan lAIN 

Ambon, yang sebelumnya menggunakan sistem manual. Namun demikian, karena 

kurangnya dukungan teknis dan beberapa kendala lainnya, seperti pindah gedung 

perpustakaan, dan kendala teknis lainnya Upaya untuk membangun kembali 

otomasi perpustakaan terus digalakkan, dan sekarang Perpustakaan lAIN Ambon 

melalui anggaran DIP A 2008 dan 2009 melalukan migrasi dari CDS/ISIS ke 

Senayan, sebuah software perpustakaan yang dikembangkan oleh Depdiknas. 

Selain sarana yang dimaksudkan di atas, Perpustakaan lAIN Ambon 

juga memiliki fasilitas mobil perpustakaan keliling yang diresmikan 

penggunaannya oleh Gubemur Maluku Karel Albert Ralahalu pada tanggal 23 

Desember 2006. Perpustakaan keliling ini menggunakan Bus Kampus dengan 

kapasitas koleksi 1.200 eksemplar, yang melayani pengguna pada tingkat SMA 

dan Madrasah Aliyah yakni, SMA II Ambon, SMA Mubammadiyah, Madrasah 

Aliyah Al-Fatah, Madrasah Aliyah Negeri I Amboa Selain itu kami 

merencan•kan untuk menjajaki SMA-SMA yang ada di Leihitu dan Salahutu 

Maluku Tengah, serta SMAIMA di Pulau Seram Maluku Tengah dan Seram 

Bagian Barat. 

Fasilitas perpustakaan keliling ini sebenarnya tidak maksimal 

dimanfaatkan karena keterbatasan staf dan anggm Perpustakaan keliling lebih 

bempa sarana promosi perpustakaan dan lAIN Ambon yang haru beraiih status 

dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (ST AlN) menjadi lAIN. 

Fasilitas tambaban lainnya adalah internet yang mulai dilanggan oleh 

Perpustakaan lAIN Ambon tahun 2008 bekelja sama dengan PT. Lintas Arta. 

Fasilitas ini mencakup 30 unit komputer yang tersedia di perpustakaan, dan bisa 

juga di akses di seluruh wilayah ksmpus lAIN Ambon. 

4-2- Data Infonnan 

Untuk menjelaskan kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan 

lAIN Ambon, penulis melakukan wawancara mendalam (depth interview) kepada 
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pejabat di lingkungan lAIN Ambon sebagai informan atau nara sumber. Untuk 

rnendapatkan infurmasi dalam proses wawancara tersebut, penulis menetapkan 

infonnan berdasarakan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses 

pengambilan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. yaitu: 

I) lnforman I, adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Usbuluddin lAIN Ambon 

(Sebelumnya menjabllt Pembantu Ketua I bidang akademik), berjenis 

kelamin laki-laki, pendidikan 82 studi keagamaan di salah satu perguruan 

tinggi Islam di Surabaya; 

2) Informan 2, adalah Kepala Biro Administras~ Umum, Akademik dan 

Kemahasiswaan (Sebelwnnya menjahat Kepala Bagian Administrasi), 

berjenis kelamin laki-1~ pendidikan 82 studi keagamaan di salah satu 

perguruan tinggi Islam di Makassar; 

3) Informan 3, adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 

(sebelumnya menjabllt sahagai Kasubag Perencana dan merangkap Pejabat 

Pembuat Komitmen), berjenis kelamin laki-laki, pendidikan 82 studi 

keagamaan di salah satu perguruan tinggi Islam di Maka,..r; 

4) Informan 4, adalah Kepala Perpustakaan lAIN Ambon periode 2007 

hingga sekamng, beljenis kelamin perempuan, pendidikan 81 ilmu 

perpustakaan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta; 

5) Infomum 5, adalah mantan Kepala Perpustakaan STAIN Ambon, beJjenis 

kelamin laki-~ pendidikan 82 studi keagamsan di salah satu perguruan 

tinggi Islam di Makassar; 

Selanjutnya akan dibabas dalam penelltinn ini yaitu tanggapan inftomari 

terbadsp pertanyaan-pertanyaan penulis yang berhubungan dengan topik 

penelltian ini. Sebelum melakukan wawancarn, penellti terlebih dahulu meminta 

kesediaan dan menyepakati waktu untuk melakukan wawancara. 

4.3. Kebljakan Pengembangan KoleiW 

Pada prinsipoya pengembangan koleksi suatu perpustakaan yang baik 

memerlukan proses yang panjang dan berkesinambungan dori lahun ke lahun 
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berikutnya, sepanjang perpustakaan yang bersangkutan melakukan kegiatan dan 

dana pengembangannya tersedia. lni membuat pustakawan dan semua pihak yang 

terkait bekerja keras untuk merealisasikannya. Koleksi yang cukup dan imbang 

bagi kebutuban pemustaka tidak bisa diciptakan dalam waktu sekejap, tapi horus 

didukung oleh kegiatan perencanaan yang teratur dan terus menerus. Sebagai 

coutoh Perpustakaan Pasadena Amerika Serikat (2005) bahwa kebijakan 

pengembangan koleksi adalah mendukung ntisi untnk melesWikan dan 

mendorong ekspresi masyarakat untuk menggunakan informaai secara bebas. 

Perpustakaan mendukung hak indi'iidu untuk memperoleh informasi, wala,jpun isi 

informaai itu mwgkin kontrovCISial, tidak lazim, atau tidak dapat diterima oleh 

orang lain. Bohlin-bahan yang tersedia di perpustakaan memberikan keragaman 

pand!mg, memungkinkan masyarakat 1mtnk membuat piliban informasi yang 

diperlukan. 

Filosofinya, perpustakaan merupakan ruang yang paling demokra!is, 

menjadi hai yang panting dipikirkan dalam pengembangan koleksi. Perpustakaan 

menyediakan sarona yang memtmgkinkan untuk penggana mendapatkan 

infuml.asi dari berbagai sumber tanpe ada pembalasan berdasarkan unsur etnis, 

agama dan aJinan pemikimn lainnya. 

Peogembangan koleksi tidak banya mencakup kegiatan pengadaan bahan 

pustaka, tetapi juga menyanglrut masalah pen~musan kehijakan dalam memilib 

dan menetnken bahan pustaka mana yang akan diadakan serta metode-metode npe 

yang akan ditempkan.. Pernmusan kebijakan pengembangan koleksi horus 

meh'batlom unsur·unsur yang berkaitan langs~mg dengan pengembangan 

perpustakaan seperti pustakawan, pimpinan perguruan tinggi, waki1 dosen dan 

mahasiswa dari semua program stndi yang tergahung dalam team work allru 

penitia kecil. Penalili menanyakan masalah ini kepada semua informan dengan 

tanggapan·tanggnpen sabagai betilrut: 

"Bicara lenllru8 lim atau kepeniliaan itu sebenamya saya kurang setuju, 
l<:arena reugalaman dari apepun kepenitiaan di sini adalah tidak pernah 
efektif. Yang bekerja dalam penitia itu peiing ketua dan sekretsrls. 
Giliran sudah hahis masa kepenitiaan baru kelibatan mukanya untuk 
mengambil honor dari kepenitiaan. Tidak bogus sabenamya. Tapi 
memang untuk menggodok kebijakan pengembangan kolaksi perlu ada 
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tim atau panitia keeil ywtg merupakwt represemasi dari dosen pada setiap 
jlll"US31l dan on~ng-<>n~ng perpustakaao juga hams dilibatkan. Juga 
perwakilan mahasiswa roisalnya de wan mahasiswa." (lnforman 1) 

"Kita, seingal saya dulu pemah membicarakan masalah tim w. lya perlu 
ada. K.arena lewnt panitia inj teragenda ape·apa yang hams dilakukan 
dalam mngka penyusunan kebijakwt pengembangan koleksi. Culrup 
berupa team work; Kldau kepanitiaan itu terlalu besar, mubaji.r jadinya. 
Kita menghendaki basil dari kepanitiaan yang betul-betul bisa 
dileksanakan pada 1ingk.at praktis, ya tidak ll8ah terlalu ideal. Culrup 
acua!NICWI!l standar yang memuugkinkan kita bisa melal<sanokannya. Di 
dalam tim itu h.arus terakomodi.r sem\Ul unsur dalam lembaga w, yang 
paling utama adalah perwakilan dosen dan pibak perpustakaan. » 

(Inlbnnan 2) 

"lya. bentuk ~· tim itu. Selama bisa dipertanggungjawnbkan kenapa 
tidak. Untuk kapenitiaan seperti itu ada angganmnya lrok. Tun yang 
dibentuk itu h.arus bekeJja seefisien mungkin agar basilnya bogus. Tapi 
ki.ra·ki.ra siape yaag layak ya. Ndak, beginj, tim itu h.arus dibentuk dari 
perwakilan dcsen-dosen mala kuliah pada masing-masing juruson katena 
mereka paling tabu buka ape yang dibutubkan untuk proses 
perlruliahatmya, tetapi mereka juga jarang masuk perpustukaan kan. Ya 
konsepnya kebijakwt yang dibasilkan itu h.arus betul-betul terukor, 
maksud saya bisa dijalankan, sebiagga kegiatan ini betul·betul 
mengbasilkan koalitas pengembangan koleksi kita, Saya dukuog itu.» 
(Informao 3) 

"Kami anggap per!u, katena untuk merumuslam kebijakwt itu perlu 
masukuo dari semus unsur, mulai dari pihak perpustukaan, wnkil dcsen 
dari masing-masingjUI'IlSilll danjuga wnldl dari mahasiswa. Kepanitiaan 
pengadaan atau pengembangan koleksi hingga saat ini juga belum ada, 
kita sudab usulkan dan saya sebagai kepala perpustaka.wl sudab sempat 
bebenlpa kali maagusulkan kepada pejabat yang terka.it di rektorat tetapi 
hingga saat ini tidak ada kelanjmaunya. Saya maunya dibentuk suatu 
panitia peagembangan koleksi yang unsur-unsumya terdiri dari wnldl 
dari tiap fukultas dan dari perpustukaan sendi.ri." 
(Infonnan 4) 

"Saya setuju sekali kalau ada tim khusus yaag akWl merumuslam 
kebijakwt pengembaagan koleksi tertulls sebelum disebkan oleh rek!or. 
Semacam panilia kecil yang terhi.rnpun dari perwakilan dosen dari 
masing-masing jumsan, wnldl dari perpustukaan, lembaga penelitian dan 
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pengbdian kepada masyarnkat, dan bila perlu kita juga mengakomodir 

dari perwakilan mabasiswa. Mabasiswa bisa diandalkan untuk 
menghimpun infurmasi-informasi yang terkait koleksi-koleksi yang 
mutakhir karena sarana internet sudab sangat akrab dengan mereka. yab 

memang sasab kita di sini. Kalan berhamp ada orang-<>rang yang sangal 
pabam tentang bagain:uma cora yang benar tentang peogembangan 

koleksi. Saya saja selaku kepala pe!]lustakaan waktu i!u, 1idak tabu ape
ape lentang pe!])ustakaan, tennasuk kaitannya dengan pengembangan 
koleksi. Malah kita lidak tau buku ape yang dilerbitkan tahun tenikbir 
saai itu. Saya banyak menaruh barapen kepada kepala pe!])ustakaan 
sekarang untuk rn""P"':iuangkan adanya kebijakan· bagi pengembangan 
koleksi pe!])ustakaan kita ke depan." (Informan 5) 

Semua infurman yang peneliti wawancarai menganggap pen1ing untuk 

membantuk team work yang bekelja membabas rancangan kebijakan 

pengembangan koleksi, dan sangal mengbarapkan behwa kebijakan itu akan 

menjadi patokan dalam proses pengem.bangan koleksi. Samua infunnan di alas 

berbarap adanya kebijakan pengembangan koleksi di pe!])ustakaan lAlN Ambmt, 

karena mereka menyadari babwa keberbasilan program pengadaan baban pustuka 

di suatu pe!])ustakaan yang berlangsung dari tahun ke tahun lidak teljadi begitu 

saja dan memerlakan bimbingan yang jelas dari suatu kebijakan peogembangan 

koleksi pe!])ustakaan """""' tertulis sebagai pedoman staf yang berlagas 

melaksanakannya. 

Kebijakan pengembangan ko!eksi merupakan alai perencanaan dan 

S8l\liill untuk mengkomunikasikan tujuan dan kebijakan pengembangan koleksi. 

Agar kebijakan pengembangan koleksi dapat di!aksanakan secara terarab, 

kebijakan pengembangan koleksi barus disosun secara tertulis. Evans (2005) 

pengembangan koleksi adalah sual1.l proses yang memungkinkan untuk 

identifikasi kekuatan dan kalemahan dari ko!eksi pe!])ustakaan dalam hal 

kebutuban pemustaka dan sumber daya. 

Untuk memparuleh gamberan mengenai bagainuma kebijakan 

peogembangan ltoleksi tertulis di perpostakaan lAlN Ambon, peneliti mengajakan 

bebetapa pertanyaen kepada para informan sehubungan dengan keterlibatan 

mereks dalam proses pengambangan koleksi. 
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4.3.1. Penlingnya Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Sebelum melihat lebih jauh pentlngnya kebijakan pengembangan koleksi 

tertulis, perlu dipahami bahwa di perpustakaan lAIN Ambon belum ada kebijakan 

pengembangan k<>leksi tertulis. Dalam proses pengembangan beban pustaka di 

perpustakaan diperlukan adanya rumusan kebijakan pengembangan knleksi. 

Rumusan tentang kebijakan pengembangan k<>leksi sangat penling artlnya bagi 

proses atau kegiatan pengembangan knleksi di perpustakaan, karena ia berfungsi 

sebagui pedoman, SIIIIIIlll knmunibsi dan bahbn sarana perencamum. Kebijakan 

pengembangsn ko!eksi merupakan alat!SIIIIIIlll untuk mengarahkan segala kegiatan 

yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, pemilihan dan pengadaan beban 

pustaka. 

Pentlngnya kebijakan pengembangan koleksi tertulis dapat dilihat dari 

pernyataan bebetapa infonmm penelitian berik:ut ini : 

"Melihat kondisi mleksi perpUSiakaan kita, soya memsa perlu ada 
langkah-langkah yang signifikan Kebijakan pengembangan knleksi saya 
anggap pentlng supaya kejadian-kejadian seperti kemarin-kemarln tidal< 
rerulang lagi. Maksudnya koleksi kita cenderung diadabn tanpa acuan 
yangjelas. lya, kebijakan tertulls perlu ada" (lnforman I) 

"Penling. walaupun selama ini tanpa ada kebijakan lertulis, 

pengembangsn koleksi t<taP jalan juga kok. Maksud saya kalau dirasa 
kebijakan itu membawa pengaruh bagus terbadap pola peugembangan 
koleksi, ya kenapa tidal<. Bukankah kita semua mengbendald bahwa 
koleksi perpustakaan kita bams mampn memenuhi kebutuban peuggnna 
Saya juga tidal< tabu apebb di perpustakaan-perpustakaan di univertias
univenritas di Jawa punya kebijakan pengembangan koleksi tertulis. Tepi 
yang jelas aturan itu perlu ada, entab itu ·berupa kebijakan atan apapun 
nalll8Dya." (lnforman 2) 

"T<taP pentlng. Selama ini tidal< ada kebijakan tertulis pengembangsn 
koleksi semuanya tetap bo!jalan sesuai dengan rencana. Tetepi ksdau 
dengan adanya kebijakan pengembangan mleksi tertulis iru akan 
berdampak bagus pada pengadaan koleksi kita, ya kenapa tidal<. Itu 
semua bn untuk kebelbn perpUSiakaan kita juga. Saya kemarln merasa 
tidal< puas dengan cara-<>am teman-teman yang sudah diberi kepereayaan 
uniuk mengatur peugadaan baku kita, akibatnya seperti yang anda lihat, 
sampe seksrang pengadaan tabun 2007 masill tersisa banyak sekali baku 
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yang belum dipenuhl oleh rekanan. lni lam tidak bagus. Tahun 2006 tidak 
ada masalah, semuanya beljalan Jancar sesuai dengan harapan." 
(Infurman 3) 

"Kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis sebetulnya sangat 
diperlu.lam di perpustakaan lAIN Ambon dalam kegiatan pengembangan 
koleksi karen!~ dengan adanya kebijakan secara tertulis tersebut 
merupakan aturan atan pedoman yang horus ditaati dalam kegiatan 
pengembangan knleksi. Kebijakan banya berupa perlntah langsung dari 
rektor tentang apa saja yang mesti dibeli. Juga diadakan pertemuan 

dengon semua dekon juga semua junu!8ll di ruang senat yang dihadiri 
pernbantu rektor 1, yang memutu.skan pengadaan knleksi dibegi mta 

untuk semua jlll'USOD" (Informan 4) 

"Dati pengalaman demikian saya menganggap panting sekali untuk 
diadakan kebijakan pengembangan koleksi tertulis di perpustakaan lAIN 
Ambon. Dulu sebelum diadakan pernbelion ada pertemuan dengan pihak 
junu!8ll membahas koleksi yang akan dibeli. Kadang juga saya diponggil 
Ketua ST A1N supaya perpustak.aan menyusun daftar kebutuban 
berdasadom silabi mata knliah don juga berdasadom kebutuhon dosen. 
Dengan kebijakan itu akan menetukan apa yang mesti dilaku.lam oleh 
institusi dalam memperkaya kolakslnya demi memenobi tuntutan 
pengguna." (Informon 5) 

Dari pernyalaon·pemyalaon di atas dapat dilihat bahwa kebijakan 

pengembangan koleksi tertulis sangat diburubkan, ~ adanya kebijakan tertulis, 

kesalahpahaman akan teljadi sehingga pengembangan koleksi ke arab koleksi 

yang mutakbir don relevan tidak akan teroopai. Hallni sejalan dongan pemyataan 

Evans (2005) bahwa pengembangan koleksi sebagai pernyataan tertulis dari 

perenoanaon kegialan don informasi yang digunakan untuk memberikan pedoman 

bagi staf perpustakaan dalam berfikir don pengambilan kepUlusan dalam 

pengadaan koleksi donjumlah koleksi liap subyek. 

Ada beberapa faktor yang horus diperlimbanglom dalam pengembangan 

ko!eksi perpustakaan terutama perpustakean dl perguruan tinggi, antara lain 

ukuran koleksi don perimbangan koleksi itu sendiri. Ukuran koleksi meliputi : 

kondisi don kualitas knlesi; kuantitas pernakai; jumloh bidang studi; metode 

pengajaran; don jumloh strata pendidlkan di perguruan tinggi yang meliputi 

Unlve11llu lndonet~la 

Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



48 

Program Diploma, S I, S2, dan S3 akan memerlukan koleksi perpustakaan yang 

lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi yang banya melayani satu 

strata saja. 

"Kita tldak tau ya, berapa sebenamya jumlah atau standar 
perirobangannya, misalnya Wltuk I mahasiswa. perpustakaan barus 
menyiapkan bempa buku per mahasiswa. Kalau tidak salub itu adu 
aturannya, beta lupa berapa. Ada beberapa kali pertemuan dengan PK-1 
juga dari masing-masiug jurusan membahas perirobangan buku yang 
akan dibeli berdasarkan banyaknya program studi." (informan S) 

·. 

Dalam pasal 12 Keputusan Menteri Pendidikan Nasiomd Republik 

Indonesia Nornor 234/IJ/2000 tentaog Padoman Pandirian Perguruan Tmggi 

disebulkan bahwa pada saat perguruan tinggi dihuka barus dilenglcrlpi dengan 

sanma perpustakaan yang disasmdkan dangan program studi yang ditawarkan, 

antara lain: I judul per mata kuliah dasar keahlimt (MKDK), 2 judul per mata 

kuliah keahlian (MKK), jumlub buku selrurang-kurangnya 10% dari jumlah 

mahasiswa dengan memperbatikan komposisi jenis judul, berlangganan jurmd 

ilmiah sekurang-kurangnya 1 jumal untuk setinp akademi!politeknik, sekolah 

tinggi/falrultas, sedangkan untuk program S2 adalah 500 judul buku, dan 

berlangganan duajurmd ilmiah pada bidang studi yang relevan. 

Disampiug ukuran koleksi, perirobangan koleksi )uga barus 

dipertimbangkan. Perirobangan melipmi subjek atau bidaug ilmu yang dicakup 

bahan pustaka di dalam koleksi perpustakaan. Untuk menentukan 

perirobangnnnya bisa berdasarkan perbandingan antar jumlah individu kelompok 

pemakai yang dilayani dan pemek•ian koleksi perpustakaan itu sendiri. Jumlub 

koleksi sua1u bidang subjek akan berbanding lurus dengan jumlub individu 

kelompok pemakai yang dilayani di bldang subjek ter.!ebut. 

Meka keborbasilan program pengndaan bahan pustaks di sualU 

perpustakaan yang berlangaung dari tahun ke tahun lidak tetjadi begitu "''ia. 1ni 

memerlukan bimbingan yang jelas dari suatu kebijakan pengembangan koleksi 

perpustakaan seeara tertulis sebagoi pedoman staf yang bertugas 

meleksanakannya. loforman berikut menjelaskan: 
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"Saya sebagai kepala perpustakaan kemarin tidak menggunakan 
kebijakan pengembangan kolekai tertulis untuk menjadi acuan dalam 
pengembangan koleksi. Semuanya menjadi inisiatif perpustakaan Wltuk 

menentukan apa yang mesti dibeu atau diadakan oleb pibak proyek. 
Tetapi ujung-ujungnya tidak bisa dikontrol, kanma tidak ada acuan keija 
yang menjadi pa!olrnn bagi perpustakaan juga bagi pibak pimpro. 
Akibal!lya adalah koleksi yang diadakan tidak sesw1i dengan pemtintaan 
atau kebutuhan pengguna." (Infurman 5) 

Pada praktelmya pengembangan koleksi perpustakaan lAIN Ambon 
·. 

banya merupakan rangkaian kegiatan pengadaan baban pustaka, baik melalui 

pembellan, pertUkanm maupun melalui hadiah Semuanya dise<ahkan kepada pam 

pustakawanan alaS dasar basil araban, peadapat dan kebijakan pimpinan 

perpustakaan dan lembaga induknya secara global tanpa pedoman. tertulis yang 

<hlpat dipertanggungjawabkan. Maka bisa saja kebijakan tetsebut tidak begitu 

jelas dan sulit dlpabami sehingga dapat diinterpretasikan secam berlainan oleb 

petugas yang melaksanakannya. 

4.3.2 . Fonpl .Kebijabn Pengembangan Kolelc!i 

Keuntuogan dari pembuatan kebijakan kolekai yang tertulis adalah: .I) 

memungkinkan pemiliblselektor beketja dengao lrons.isten berdasarkan tujnan 

yangjelas, sehingga dapat membangun koleksi yang lebih kuat dan memantaatkan 

dana yang leisedla seeflsien mungkin; 2) memberikan infoonasi bagi staf 

perpustakaan, pemeksi, administralor, maupun penyandang dane mengenai 

lingkup dan keberadaan koleksi serta rencana pengembangan sumber selanjutnya; 

3) menyediakan informasi yang dapat membantu dalam proses alokasi dana. 

Jawaban infurman terkait masalah fungsi kebijakan pengembangan 

koleksi sangai beragam, tetapi pada intinya menganggap kebijakan pengembangan 

lmlekai berfungsi sebagai acuan untuk pustukawao dan institusi dalem proses 

pengembangan kolekai. Jawaban-jawaban tetsebut adalah sebagai berikut: 

"Fungainya supaya kolekai kita, dalam proses pengsdaannya memiliki 
acuan yang jelas, acuan itu juga hams didasarlrnn pada kebutuhan realis 
dari pengguna, untuk mala lmUah soya saja begitu sulit Illllhasiswa 
menemukan buku rujulrnnnya di perpustakaan kita." (Infurman l) 
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"Tenru fungsinya agar koleksi perpustakaan kita dikelola dengan baik 
berdasarkan arutan atau kebijalw! yang dibuat itu. Dengan kebijakan itu 
ada sero"'""" koridor kbusus yang hBrus dllewati atau dipaluhi olen 
penyelenggam pengadaan koleksi perpustakaan itu. Kebijalw! itu jnga 
hBrus mengikat semua komponen yang terlibat dalarn proses 
pengembangan koleksi itu, termasuk rekanan yang alw! membeli koleksi 
buku yang kita butubkan. Kita inginkan kebutuhan mahasiswa tetbadap 
literatut mata kuliabnya dapat terjawab dengan adanya kebijalw! yang 
dibuat sebingga koleksi yang diingiukan teman-temnn perpustakaan 
dapat dipenilh.i dengan.baik." (lnforman 2) 

"Soya mengimpikan zero cQmp/aint. Memang kelibatan idealis, tetapi 
kita sebenarnya marnpu berbuat banyak mengingat swnber daya yang 
tersedia selalu ada. Ini semua deagnn makand supaya koleksi kita sesuai 
deagnn yang diharapkan oleb mahasiswa. Kasihan mahasiswa kahiu 
diberi rugas oleb dosennya selalu k:esulitan meneari koleksi perpustaknn 
kita yang mendukuag penyelesaian tugasnya. Kebijalw! iru hBrus 
dipaluhi dan dijadikan lllluan untuk proses pengad••n koleksi. Dla jnga 
menjadi sarana untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dibutubkan 
uieb perpustakaan kita. Kebijakan ini menjadi jembatan bagi kesenjangan 
infu""""i antara apa yang dibutubkan mabasiswa dengan kondisi realis di 
dalarn perpustakaan. Kebijakan ini sayo l1lSII sangat j)'"..nting supaya 
koleksi kita tidak ketinggalan otau selalu up to date. " (Infonnan 3). 

"Fungsi dari kebijakan pengembangan koleksi itu sebenarnya supaya ada 
pedoman yang baku dan jelas sebingga siapapun yang menjadi pimpinan 
dia barus mengikuti apa yang audab tertuang di dalam kebijakan 
tersebut. "(lnforman 4). 

"Tentu saja fungsi untuk memenilh.i kebutuhan informasi penggana 
perpustakaan. Kebijakan itu jaga menjadi barometer otau alai ukur untuk 
mengetahui kelruatan dan kelemahan koleksi perpustakaan itu sendiri. 
Katona dalarn proses pembeatan kebijalw! itu perlu menelaah kondisi 
realis yang ada di perpustakaan, yang deagnn sendirinya diupayakan 
melalui kebijakan itu akan ada perubahan dan aroh pemblaaao koleksi 
yang berkesimunbungan dan sesnai dangan tunlutan kebatuhan sivitas 
akademika Melalui kebijalw! pengembangan koleksi tertulis juga 
diharapkan ada penduan bagi siapapun yang berllubungan hmgsung 
deagnn pengembangan koleksi entab itu perpustakaan atau juga dari 
pibak pereneanaan, juga bagi rekanan yang bertiudak sebagai brok.lr." 
(lnforman 5) 
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Semua perpustakaan memiliki sumber daya yang berbeda anlar'a satu 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu agar segala sumber daya yang tersedia 

(terntama sekali pendanaan) dapat efektif dan elision. maka perlu dibuat sebuab 

kebijakan pengembangan koleksi yang bisa berfungsi sebagsi pedoman, 

perellCIIliJWl dan sarana komunikasi. Sebagai pedoman berarti kebijakan ini 

memberikan pedoman bagi semua pibak yang hltlibal daJam kegiatan 

pengembengan koleksi sehingga ketaatan dalam proses seleksi dan deseleksi . 
teJiamin. koleksi yang responsif dan seimbang terbentuk serta dana dapat 

dimanfuatksn sebijaksana mungkin, sebagsi perencanaan berarti kebijakan ini bisa 

menjelaskru! koleksi yang telah ada dan rencana pengembengan ke depan juga 

dibarapkan dapat memberikan deskripsi yang sistemefis tenteng ~ 

pengelolaan dan pengenahangan koleksi yang diteraPkan peqrustakaan perguruan 

tinggi dan nanlinya dapat dijadikan tolok ukor untuk meniloi sejuab mana tujuan 

dan """"""' perpustakaan telah tercapsi. Sebagoi sarona komunikasi berarti dapat 

memberikan infurmasi yang benar kepada pihak-pibak yang terkoit sehingga 

dibarapkan mereka dapat berparlisipa.si dalam kegiatan pengembengan koleksi ini. 

Kebijakan pengembengan koleksi, seperti yang dim.aksud Septiyantonn 

(2007, 78-l!O) berfungsi sebagsi pedoman, sarana komunikasi, dan perencanaan, 

karena mengandung unsur-unsur sebagoi berikut: 

a) Menjelaskru! oakopan l«>leksi yang telah ada dan renoana pengombangan 

selanjutnya, oga: diketahui oleh staf perpu.stakaan, pemustaka, 

administrator, dan dewan pembina perpustakaan; 

b) Memberl deskripoi yang sistematis tentang strategi pengsiolaan dan 

pengombengan koleksi yang diteraPkan di perpustakaan; 

c) Menjadi pedoman bagi para pustel<awan sehingga ketaatan dalam proses 

se!eksi dan dese!eksi teJjamin. koleksi yang responsif dan seimbang 

terbentuk, dan dana dimanfuatksn sebijaksana mUDgkin; 

d) Menjadi standar atau tolok ukor untuk menilai sejuab mana sasaran 

pengembengan koleksi telah tercapsi; 
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e) Berfungsi sebagai sumber informasi dan panduan begi staf yang baru 

mulai berpartisipasi dalam pengembangan koleksi; 

f) Memperllilncar koordinasi antaranggota atau staf pengembangan koleksi; 

g) Memperlancar kerjasama antarperpustakaan dalam pengembangan koleksi; 

h) Membantu menjaga kontinuitas, khusu.snya apabila koleksi besar, serta 

menjadi kerangka kerja yang memperllilncar tronsisi dari pustakawan lama 

ke penggantinya; 

i) Membantu puslakawan mengbedapi pengaduan berkenaan dangan bahan 

yang telab diseleksi atau ditolak; 

j) Mengumngi pengarub selektur tertentu dan bias atau selera pribadi; 

k) Membantu mempertanggnngjawabkan alokasi angganm ; 

1) Menjadi sanma komunikasi, bail< dengan lliiiS}'8Iakat yang hams dilayani 

maupun pibak 1uar lain yang memerlukan infuiDlliSi mengentti tujuan dan 

rencana pengembangan koleksi. 

Gorman dan Howes (1991) memaparkan babwa kebijakan 

pengembangan koleksi memiliki 3 fungsi yaitu fungsi perencanaan, fungsi 

komunikas ekstemal. dan fungsi komunikasi internal. Ada kupantingan 

mengkomunikasikan perencanaan pengembangan koleksi dengan komunitasnya 

yaitu pemustaka, staf, dan administrator. Bentuk komunikssi ini aksn terus 

berlanjut dengan berkembangaya kebutuhan pemustaka dan anggaran yang 

disediakan alaU akan disediakan. 

Dengan 8Silllllli dan fungsi yang dikemukakan di alas, kebijakan 

pengembangan koleksi tertulis mutlak hams didesain sesuai dengan visi dan misi 

perpustakaan, sebinggs dil!lllapkan koleksi yang dimiliki benar-benar berkualitas 

dan dupat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pemustaka. 

Untuk memenuhi kebutuban infurmasi kepeda pemustaka diperlukan suatu 

pengembangan koleksi perpustakaan dengan tujuan agar kebutuban pemustaka 

terpenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan oleb Magrill dan Corbin dalam 

(Qa!yubi, 2007) babwa pengembangan koleksi beban pustaka merupskan 
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serangkaian proses kegintan yang bertujU!lll mempertemukan pemnkai dengan 

reknman infunnasi dalam lingkungan perpustakaan atau unit perpustakaan. 

4.3.3. Peromus Kebljakau Pengembangan Koleksl 

Siapa yang Iebih pantas untuk merumuskan kebijakan peogembangao 

knleksi? Tentu saja seluruh sivitas akademika lAIN Ambon, yang diwakili oleh 

knmponen pimpinan perguruan 1inggi, perwakilan dari dosen yang diambil dari 

seluruh program studi, pustakawan dan pam ahli di lingkungao perpus!akaan dan 

unit-unit lai:mya yang dianggap bed<epentingao dengao pengembangan koleksi 

seperti lemhaga penelitian dan peogabdian kepada masyamkat, lembaga-lemhaga 

kemahasiswaan. Bila lidak bisa dilakakan oleh unsut-unsur di atas, mnka 

pustakawan itu sendiri secara otomalis hams memponyai inisialif untuk mencatat 

dan merumuskan kebijakan peogembaagao ko!eksi yang kemudian disabkan oleh 

pimpinan perpustakaan atau lemhaga indukoya. Dalam hubungaonya dengan 

penunus kebijakan pengembaagao J,oleksi, pam infonnan memberikan 

tanggapannya sehagal berilrut: 

"Saya rasa, berilab kewenangao sepeouhnya kepada per:pustakaan. Tapi 
untukmasalab ini piba!<,-pihakjurusanjugahams memantau sejauh mana 
penempan kebijakan ini dalam proses pengembangan koleksi. Cuma saya 
sedildt pesimis untuk melibatkan dosen-<losen di sirrl, mereb. sepertinya 
kekunmgan infunnasi kaitannya dengan dunlo perbuJruan di Indonesia. 
Ada juga yang saya 1ihat punya kepedulian bagus tentaag hal ini. 
Harusnya omng-<mmg yang demik:ian yang hams dilibatkan dalam proses 
ini." (Infonnaal) 

"Yang paling ber:peran nd•lab pihak perpus!akaan dan pihak-pihak yang 
tericait dengan mekanisme peogadaaa koleksi. Pihak perenoana hams 
terlibat di dalamnya, juga pihak pejabat pembuat komitmen pada level 
institut. Kebijakan ini juga hams mengatur pihak rekannn. Tapi yang 
paling utama pihak perpustakaan hams lebih proaktif karena 
perpustakaan yang merasakan langsung akibat dari kebijakan yang 
dimaksud. Plhak perpustakaan hams melaporkan kepada pimpinan hal
hal yang menyi.mpang dari kebijakan yang telah diambil, sehingga ke 
depan proses peogembaagan kolaksi betul-betul terkontml dengan ball<, 
bukan cuma laporan kegiatannya yang bogus, tetapi basil ~aan juga 
barus sesual dengan laporan." {lnfunnan 2) 
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"Sebagai garis depannya adalab pihak perpustakaan. Tapi juga tim yang 
dibentuk itu harus ikut memantau pelaksanaan kebijakan itu sampai di 
mana. Dosen-dosen juga hams memberikan masukan agar koleksi itu 
sesuai dengan yang diharapkan. lni juga meminimalisir campur Iangan 

orang-orang yang punya kepentingan pribadi untuk menggolkan konco
konoonya supaya menang dalam pmses lellder. Panitia lelang juga harus 
taat atas kabijakan ini, ksrena titik mwamzya ada pada panitia lelang 
seperti pengalaman kematin beraldbat pada koleksi yang dibeli tidak: 
sesuai dengan yang diharapkan. Itu kan fatal. Kita tidak ioginlrnn bal·bal 
seperti itu terolong kembali. • (Informan 3) 

"Dalam kegiabm seleksi dan pengadaan selama ini tidak ada pengawasan 
abm monituring dari pihak lembaga. judi euman kebijakan dari kita di 
perpustakean saja mungkin numa yaog buku yaog perlu segera diadaken, 
mana huku koleksi yaog diprioritaakan, itu cuma kebijakan dari 
perpllStaban ~a dengan melibat kebutuhon pemakai alan mahasiswa 
setiap harinya. Keudala dan kontlik dalam peagembongan dalam pmses 
pengadaao abm pelelaogan pihak petpllStaban biasanya tidak diilru1kan 
dalam kepanitiaan lelang tersebut. Dan kami bonya dimiota uotuk 
meog~ukan buku-buku apa saja yang mesti di"beli. PerpllSt8kaan yaog 
mesti betperan aktif dalam kaitaonya daagan pengadaan koleksi, 
sebingga hasilnya bisa dipertaogguagjawabkan. Kareua yang paling tabu 
kebutuhon perpllStaban 1e11tu saja orang perpllStaban seudiri." 
(Informan 4) 

"Harwmya pibak petpllSt8kaan menjrdi ujung tombak bagi 
peagembongan koleksi. Secam sederhanaoya kami di perpustakean selalu 
menghimpun judul-judul buku yaog kami dapatkan dari katalog yang 
dikirim penerbit, juga dari hasi! evaluasi tetbadap pengganaan koleksi 
oleh mabasiswa, kemudian daftar yaog ternan-ternan perpustakean 
kompulkan kemudian diserabkan kepada tllliSing-masing fulrultas atau 
juruson melalui dekan dan ketua juruaan untuk mereka koreksi, apakab 
daftar huku yaog kami ajukan layak abm sudab final untuk kemudian 
kami serahkan kepada pihak perencanaan agar dijadikan dokomen aeuan 
saat pelelangan. 
Tidak hanya pihak perpustukaon, keberadaan tim, misalnya, sangat 
penting untuk memantau sejaub mana kebijakan itu dijalanlrnn. Kareua 
pada kenyatasnnya penyelenggaraan pengembongan koleksi seakan 
mutiak merliudi kewenangan pihak pereneanaon dengan olasan pmses 
tender dan sebagainya. Pibak perpustakean bampir tidak: puoya peran 
sigaifikan dalam pmses ini. Judi jaugan beran kelan koleksi yang dimiota 
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tidak sesuai dengan yang datang. lbarat pesan soto dikasih sate. 
Pernbahan terhadap judul koleksi yang diadakan pun tidak 
dikonfumasikan dengan perpustakaan." (lnforman 5) 

Para perumus menjad.i ujung tombak bagi kelangsungan pengembangan 

koleksi yang sesuai dengan barapan. Dari kebijakan yang dirumuskan oleh 

men:ka akan meojad.i kiblat bagi perpustakaan dan institusi induk dalam 

membawa perpustakaan meouju yang lebih baik, maksudnya koleksi yang baik 

hanya bemsal darl pemilihan bahan perpustakaan yang baik pula. Untuk itu, 

diperlakan kebijakan yang memandu pengembangan koleksi. 

Deogan kebijakan pengembangan koleksi yang secara resmi diAAhkan 

oleh pimpinan perguruan tinggi, perpustakaan memiliki pegangan untnk 

mengemhangkan koleksinye. Selain itu perpustakaanjuga akan memiliki kekuatan 

resmi untnk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di 

luar lembaganya. Pengembangan koleksi hmuslah selalu didasari asas tettentu 

yang hmus dipegang tegub. Perpustakaan hmus menjaga agar koleksi.nya 

berimbang sehi.ngga mampu memenubi kebutuban dosen, mabasi.wa dan peneliti. 

Demikian pula kebutuban kurik:ulum perlu diperbatikan. Sebab itu, asas 

pengembangan koleksi perlu diperluaikan dalam memilih bahan perpustakaan, 

antam lain, kerelevanan, berorientusi kepadu kebutuban pengguna, kelengkapan, 

komutakhinm dan keJjasama. 

Rumusan kebljakan pengembangan koleksi perpustakaan disusun 

berdasarkan lUiliUllall visi dan misi serta tujuao dan sasaran perpustaksan. Untnk 

mengatesi hal·hal yang mendeaak dan prioritas mllka dibarapkan perpustakaan 

melalui lUiliUllall kebijakan pengembangan koleksi akan dapat menyelaraskan 

dangan potensi, peluaog dan kendala yang dihadapi Kebijakan pengembangan 

kolek.si merupakan kebatuban nyata untnk mengatasi persoalan pengembangan 

koleksi yang dihadapi selama ini. 

Menyudari fungsi perpustakaan perguruao tinggi sebagai pusat 

peleatarian ilmu pengetahuao, pusat belajar, pusat pengajaran, pusat penelitian, 
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dan pusat menyebaran informasi, rnengharuskan perpustakaan memiliki kebijakan 

yang terarah dalam tangka menyediakan fasilitas yang memungkinkan pemus!aka 

mengakses informasi secara utub dan lengkap dari perpustakaan. Tanggapan 

infonnan mengenai rumusan kebijakan pengembangan koleksi tidaklah muluk

muluk, target mereka adalah bahwa rumusan itu mampu mengakomodir segala 

permasalahan yang berl<aitan dengan proses pengembangan koleksi. Tanggapan

tanggapan tersebut adalah sebagal berilrut: 

"Selamn iul memang tiduk ada kebijakan pangembangan koleksi, apalagi 
yang tertulis. Mungkin dJ dalamnya mengakomodir permasalahan
permasalahan seputar pengadaa•n kuleksi, seperti apakah tahun iul kira 
mengadukan koleksi henipa hanyuk:, dalam bahasa apa Sllia. Apakah 
porninya dlbagi tala berdasalkan jumsan alau berdasalkan jumlah 
mobasiswa, alan apa yang dikedepanka:n, misalnya koleksi umum seperti 
biologi dan matematika, apakah mereka mendapat bagalan tetbesar 
dalam anggatan pengadaan karena mereka punya mahasiswa paling 
ban yak, atau ada kebijakan Jain lab.» (lDfurman l) 

"Bagaimana bentulmya ya. Menurut saya kebijukan pengembangan 
koleksi itu adalah suatu acuan untuk bogian pengadaan koleksi. Di 
dalamnya mengatur hal-hal yang berhahungan dengan acuan bempa 
judul yang banJs dladukan, apakah semuanya berbahasa Indonesia, arau 
Arab atau loggris, tergantung dari keoenderungan pem&kai dan 
kebutuban realis masyarakat pengguna. Ke depan kita merencanukan 
adanya perpus!akaan dJ maslog-maslog fulrultas. Jadl, kebijukannya pun 
banJs mengakmnodir kebutuban dari masing-maslog fulrultas itu. Tetapi 
sekanmg konsenlmsi kita adalah perpustakaan induk. Saya msa kebijukan 
itu tiduk perlu berlaku selamanya, banJs ada perlorltas pertahunnya yang 
disesuai.kan dengan kebutuban. Misalnya tahun iul, koleksi apa yang 
paling dJ utamukan, jumialmya bempa banyuk, dan dalam bahasa apa 
saja. Hal-hal tersebut banJs tMuang dalam kebijukan pengembangan 
koleksL" {lofurman 2) 

"Benluknya bagi saya tiduk pealing. Yang panting adalah iainya 
mengatur semua uktivitas berl<aitan dengan pengembangan koleksi. 
Diatur lab, gim1111a caranya supaya mekanisme pengadaan koleksi itu bisa 
dljalllllkan dan mengikat bagi semua yang terlibat dJ dalamnya, seperti . 
pibak perpustukaao, arau anggota tim itu banJs mengontrol agar koleksi 
itu bisa sesuai dengan kebutuban. Iainyajuga mungkin mengatur apa saja 
yang hams diadakan, apakah koleksi itu berbahasa loggris berapa persen, 
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koleksi berbahasa Indonesia berapa persen, yang berbahasa Arab juga 
berapa persen. Atau mungkin pengadaannya harus pake rekanan alau 
tidak. Tapi itu sih harus pake reksnan karena jumlahnya besar. Juga 
mungkin nantinya akan mengakomodir kebutuhnn llll!Sing-Illl!Sing 
jnrusan berapa banyak. Kira-kira begitu lab. selama ini kita membeli 
huku bendasa!kan perminlaan, ya permintaan dari perpustaks.an. Kita di 
perencanaan banya rnemfasilitasi l>llgaimana camnya agar buku ltu sesuai 
dengan kebutuhan. Mernang ada juga seperli ban yak buku yang dimlnta, 
tetapi rnenurut pihak rekanan tidak ada lagi di toko buku. Untuk bal 
seperli ini, mereka kadang langsung arnbil keputusan sendiri dengan 
ganti dengan buku-buku lain." (lnfonnan 3) 

"Kebijakan pengembangan koleksi nantinya harus maropu menjelasksn 
cakupan koleksi yang telah ada den rencana peogernbangan selanjutoyo, 
agar diketabui oleh staf perpustakaan, pemakai, den sivilaa aksdemik• 
"""""' koseluruhan, juga memberi deskripsi yaog sistematis tentang 
strategi pengelolaao den pengembangan koleksi yang ditempkao di 
perpustakaan.. Kcl>ijakan tersebut sasaraonya adalah untuk mernenohi 
kebutuhnn pengguna akan infurmasi. Kebijakan itu barus tenaksr den 
bisa dilmplemen!aaikao den barus sejalan dengao perencanaan den 
ketersediaan aoggarao. Di perpustakaao ada istilahoya wajib simpao 
koleksi untok mabasiswa stud! akblr yaog ditentuksn melalui Surat 

Keputosan Ketua STAIN den llll!Sih berlaku sarnpai seksraog. Aturannya 
adalah untuk prognun Sl wajib menyumbang koleksi sebanyak 2 judul 
yang disesunikao dengao disiplin ilrnu konsentrasi mahasiswa yaog 
bersangkutan., untuk prognun S2 sebanyak 4 judul huku yaog sesuai 
dengau konsentrasi studi mahasiswa yang bersangkutan. Sedengkan 
untok prognun D2 banY,. menynrnbang 1 judul buku." (lnforman 4) 

"Bentuk kebijakan itu send!.tl merupakan panduan alas keinginao 
perpustakaao, untuk menjawab kebutuhnn pengguna Formatnya bisa 
diawali dengao pemaparan tentang kondisi perpustukaao den pengguna" 
(lnfonnan 5) 

Rumusan yang dituaogksn dahnn kebijakan pengembangan koleksi 

tertulis (Septiyantono, 2007, 79-80) dimulai dengao penjelasan singkat tentang 

visi den mlsi perpustukaao dan sasaran-sasaran yang hendak dioapai, deskripsi 

singkat menganai masyarakat yang akan dilayani, kondisi koleksi yang telah ada, 

kemudian dilaojutkan dengao ketentuan-ketentun sebagai berikut: 
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a. Penjelasan mengenai siapa yang bertanggang jawab alas pengelolaan 

perpustakaan dan siapa yang diberikan wewenang untuk seleksi. 

b. Metode pemilihan, pengaturan angglll'l!ll, komposisi masyarakat yang 

dilayani dan prioritas-prioritas tentang koleksi yang diseleksi. 

c. Masalah-masalah kbusus didaftarkan se<:ara rinc~ misalnya jenis bahan 

yang tidak dikoleksi, berapa copy dari satu judul (duplikasi), penjilldan, 

dan penggantian buku atau bahan perpustakaan yang hilang. 

d. Penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkaa yang 

dibagi 111M bidang subjek dan keterangan mengenai prloritas. 

e. Bahan berbahasa asiag. 

f. Jenis bahan perpustakaan berdasarkan format. Definisi tiap jenis dan 

katagorinya, keterangan mana yang dibeli mana yang tidak dibeli, dan 

pentingaya baban tmsebut bagi koleksi atau pemakaL 

·g. Hadiah dan eara penanganannya 

h. Pinjam anlalperpUStakaan serta jarlngan dan bentuk ketjasama lain yang 

betpeogaruh terhadap pengembangan koleksi. 

i. Kriteria dan tala eara penyiangan. 

j. Sikap perpustakaan terbadap sensor dan masalah lain yang berkaitan 

dengan kebebasan inlainktual. (intellectual freedom). 

Penjelasan yang tersebut di atas masih terbatas peda uraian-uraian umum 

yang seharusnya ada peda rumusan kebijakan pengembangan koleksi. 

Pengungkapannya dalam bentuk narasi yang lebih detail tergantung peda janis 

perpustakaan, strnklur organisasi, dan kebijakan yang dite1apkan perpuslakaan. 

Proses pembuatan kebijakan harus direneanakan dangan baik dengan 

mempertimbangkaa waktu, biaya, masalah mendasar seperti koudisi internal dan 

eks1emal. Kebijakan juga menyiratkan baberapa bentuk perubahan, baik di tingkat 

stmtegis atau operasiolllll. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pengembangan 

koleksi adalah proses seleksi baban pustuka itu sendirl. Seeara umum seleksi 

diartikan sebagai tindakan, eara, atau proses memillh. Deban hubanganaya 
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dengan pengembangan koleksi perpustakaan, seleksi merupakan kegiatan untuk 

mengidentifikasi rekaman infonnasi yang akan ditambabkan pada koleksi yang 

sudah ada pada pe!]lustakaan. Proses yang dilakuksn pada tahap ini adalah 

keputusan untuk mencantumksn atau tidak rekaman infol111l!Si yang direncanakan 

untuk diadakan perpustakaan. Dengan demikian, proses seleksi merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan sebelum kegiatan pengadaan bahan pustaka. Dalam 

lrubungannya dengan proses seleksi, salah satu informan mengemukakan 

pandaogannya sebagai berikut: 

"Di aini teroemlin apa yang diinginl<an oleh pengguna. apakeh koleksi itu 
berupa gahangan dari. berhagai bahasa seperti lllggris, Indonesia dan 
Amb, i'¥' apakeh banya dalam hentuk bulru saja, atau berupa jumal 
ilmiah, peta, jumal elektronik dan sebagainya. Harus bisa dilakll8D•kM, 
maksudnya kebijakan itu tidak herupa idealisme yang sulit terwujud, 
te1api sesuatn yang memungkinl<an untuk dijalankM sesuai dengan 
kondisi dao kebutuhan. Kabamya ke depan mau buka progmm S2, ten1u 
dalam kebijakan pengembangan koleksi termuat acuan standar tentang 
pe9daan koleksi-koleksi yang herhubungan daogan konsentrasi 
pendidikan yang akan dibuka. » (Jnfurman 5) 

4.3.5. Prlllslp Seleksi 

Persoalan yang sangat penting dalam proses seleksi adalah meoetapkM 

dasar pemi.klmn atau starting point untuk kegiatau tersebut. PO!]lustakaan akan 

menentukan pilihan apakeh mengutasaakan kualitas (nilai intrinllik baban pustaka) 

atau mengutasaakan penggunaan (bahan pustaka yang akan diganakan atas 

permintaan pamaksi). Di antara dua altematiftersebut, apakah perpustakaan barns 

memilih salah satu atau memilih kaduanya dengan eara menggabungken? 

Andaikata digabungkan keduanya, persoalan yang muncul selanjutnya adalah 

seperti apa ukuran perbandingan yang digunakan. Apakah akan menerapkM 

perbandingan yang proporsional ataukah ada salah satu yang diprioritaskan? 

"Tentu ldta kedepankan adalah mutu koleksi perpustakaan ki1a. 
Pennasalahan administrasi bnl<an saya anggap tidak panting. tetapi yang 
kita butuhkan adalah aplikasi dari apapun atunm itu. Percuma atumn atau 
kebijakan banya sekedar kebijakan yang tidak punya nilai apliketif.» 
(lnfurman I) 
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"Tentu yang dikedeponkan adalah tuntutan kualitas perpustakamL Yang 
Jcita jual kepada pengguna, atau maksud saya kita menyediakan apapun 
kebutuhan mahasiswa. Tapi ini semua butuh proses, lwena alokasi 
anggamn untuk tiap kegiatan didaaarkan pada perioritas yang utama. 
Tapi untuk perpuatakaao tiap tahun selalu tersedia anggamn buat 
pengembaogan keleksinya." (Infonnan 2) 

"Kita harus sepakat untuk mengenyampingkan bal·bal yang bersifat 

ftmnalitas. Adminsittasi itu formalitas. Kualitas pe!puatakaao barns 
menjadi tujuan betsama, apalagi kita memposisikan diri sebagai satu· 
satunya IAlN di wilayah timur Indonesia, tentunya harus memiliki 
program unggulan, maksud saya pe!puatakaao bisa menjadi unggulan 
kita tentu dengan kelmsediaan sumber daya yang relatif bagus. Apalagi 
sekamng anggamn untuk pengembaogan pelayanannya juga mendapat 
potsi yang tidak sedikit. Secara administmsi memang perlu, karena akan 
menjadi swan bagi prosea pengembaogan kolekai, atau mau dibawa ke 
mana pe!puatakaao kita juga bergantuug pada kebijakan pengembaogan 
kolekainya. Harualah mutu kita kedepankan." (Infonnan. 3) 

"Dalam perumusan kebijakoa hendalmya yang menjadi prioritas adelah 
kualitas perpustakaan, dau untuk saat ini kebijakan tentang 

pengembaogan kolekai di IAlN Ambon maaih belum nda sebingga yang 
menjadi patokan dalam kegiatan pengembangan kolekai biaaanya dari 
basil raker atau dari renstra." (Infonnan 4) 

"Kita barns mengedeponkan mutu perpuatakaao. Perumusan kebijakan 
itu tidak agar diketahui bahwa perpuatakaao lAIN Ambon secara 
administraai bagus, tetapi betul-betul untuk membaogun koleksi 

perpuatakaao agar menjadi lebih baik ke depan. Perpuatakaao kita 
memungkinkan untuk jadi andalan dalam ketersediaan kolekainya, 
karena tersedianya dana yang berkeainambungan untuk pengembaogan 
kolekai. Kualitaa perpuatakaao baoyak ditentukan oleh kelmsediaan 
infurmasi yang dibutahkan oleh penggana serta manajemen pengelolaan 
yang baik." (lnfunnan 5) 

Seeara wnum ada tiga prinsip seleksi yang setiap perpuatakaao dapat 

menentukan pilihan mana yang akan dianut (Septiyantono, 2007, 81) yakni 

sebagai berlkut: 

a. Pandangan !Illdisional 
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Prlnsip ini mengutamakan nilai inlrinsik untuk bahan pustaka yang akan dikoleksi 

perpustaklwn. Titik lolak yang mendasari prinsip ini ialah pemahaman bahwa 

perpustakaan merupakan tempat untuk melestarikan warisan budaya dan sarana 

untuk mencerdaakan masyarakat. Apabila dinilai tidak bermutu, bahan pustaka 

tersebut tidak akan dipilih untuk diadakan 

b. Pandangan liberal 

Prioritas pemilibao didasarkan atas popularitas. Artinya lcualitas tetap 

diperbatikan, telapi dengan lebih mengutamakan pemilihao karena disukai dan, 

banyak dibaea alau mengikuti selem pemustaka. 

c. Pandangan plurallstik 

Priusip yang dianut pandangan ini berusaha mencari keselarasan dan 

keseimbangan di antara kedua pandangan di alas yaitu liberal dan tmdisional. 

Sibp alau pandangan pustakawan terbadap fungsi dan tujuan 

perpustakaan akan berpengaruh dan betkaillln emt dengan penentuan prinsip mana 

yang akan dianut. Evans (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua pandangao 

pustakawan mengenal fungsi dan tujuan perpustakaan, sebagai berikut: 

a) Perpustakaan adalah sarana untuk meningkatkan -l<ecerdasan atau. 

memperluas wawasan masyarakat, termasuk apresiasi masyarakat terbadap 

banaan berlcualitas. 

b) Perpustakaan adalab lembaga yang dibiayai oleb rnasyarakat leW!It psjak 

sebingga rnasyarakat berbak mendapstkan aps yang mereka ioginkan. 

Pustakawan yang mengikuli pendangan yang pertama akan 

memfol<usl<an perhatlannya peda kualitas bahan pustaka sebagai kriteria selel<si. 

Sebaliknya pustakawan yang mengikuli pandangan yang kedua akan 

mempriorilasl<a permiotaan pemustaka. Di sampiog sikap dan pendangan 

pustakawan tersebut, liogl<uagan pustakwan tempst bukeJja juga turn\ berperan 

dalam masalab kuniltas atau permimaan. Di lingl<ungan terteatu, aspek selel<si 

sangat pentiag sebiogga lcualitas diutamakan. Demikian sebaliknya, di lingl<ungan 

terteatu bampir tidak ada selel<si karena staf perpustakaan banya mengadakan 

bahan pustaka yang diperlukan pemustaka. 

~---
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4.4. Kebijakan Pengembangan Koleksi PerpW!Iakaan lAIN Ambon 

Personalia atau kelompok yang dipandang memiliki kapabilitas untuk 

menyeleksi bahan pustaka, an tara lain adalah (I) pustakawan, (2) subjek spesialis, 

(3) toko buku, dan (4) komisi petpustakaan. Meskipun demikian, kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa otoritas yang menjalankan seleksi ditentukan oleh 

tipe petpustakaan yang bersangkutao. Misainya untuk perpustaknan perguruan 

tinggi, otoritas yang melakukan seleksi adalah pimpinan universitas, dekan, keWa 

jurusan, ketoa program studi, dan dosen. Pembentukan ·-komisi 

penaaihlltlpengawas petpustakaan secam kbusus juga dapat memilih atau 

meoyanwkan agar melanggan terbitan berkala tertautu sebugai Slllah satu 

tugasnya. Komisi ini biasaaya terdiri atas pustakawan, dosen, dekm, dan elemen· 

elemen lain yang dipandang mampu. Mabasiswa dimungkinkan memberi usalan, 

tetapi deugan mempertitubangkan keselarasan kebutuban perkuliahan. Salab satu 

infoxman menyampaikan pendangllllllya: 

"Kebub!han teriuulap koleksi buku yang sesuai dengan kebub!han 
pengguan, ya, itu yang menjadi keinginan kita semua dan im pekerjaan 
teman--.n di pexpustakaan melakuksn proses seleksi, tentu dengon 
infoxmasi teriuulap judul-judul buku yang paling sering digunakan dan 
bulru-buku yang dibutuhkan oleb mabasiswa. Memang bukan cuma 
demikian, dati pihak lain sepetti dosen-dosen juga barus memberikan 
masukan teriuuJap judul-judul buku yang mereka butuhkan." (lnforman 
1). 

Unsur subjektifitas ketika menjalankan proses seleksi adalab suatu bal 

yang sulit dihindari. Setiap pustakawan harus meromuskan falsafah pribadi 

sebagai uaahn meminlmalkan timbulnye subjektifitas. Evans (2005) menjelaskan 

babwa falsafah pribadi dapat diwujudkan dengan memabami bagaimana 

sesunggahnya menjadi selekier yang baik, yang dirumuskannya sebagai berikut: 

a. Menu!hami secam sungguh-sungguh bahwa kegiatan seleksi banya 

merupakan Slllah sam dati serangkaian kegiatan pengembangan koleksi. 

b. Meluangkan waktu untuk mempelajari seluk beluk dunia penerbitan buku 

dan produksi bahan andio viaual. 
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c. Mengetahui para editor buku dan produ.ser bahan audio visual. 

d. Mempelajari penerbit yang memproduksi bahan terbaik bagi perpuslllkaan 

dan meneliti katalog serta iklannya. 

e. Meluangkan waktu untuk membaca tinjauan bahan pustaka <iarl berbagai 

sumber. 

f. Mencermati bibliogrnfi nasioual dan bibliogrnfi perdagangan buku dengan 

sekaama sehingga dapat diketahui keakuratanoya dalam mendaftarkan 

bahan yang dibutubkao perpustakasn. 

g. Meogetahui masyarakat pengguna perpuslllkaan serta mampu 

memperkirakan apa yang dibutubkao. 

h. Membaca sebanyak-banyaknya petsealan yang berbubungan dangan dasar 

pemikinm dan proses-proses selaksi buku, permlisan tinjauan, dan 

pengadaan. 

i. Menilai secam independen judul-jodul serta membandingkan dangan 

tinjauan-tinjawm di majalah-majalah yang ditemukan. 

j. Mengiknti petkembangan dunia yang sedang terjadi, kbususnya dengan 

banynk membaca 

4.4.1. Kriteria Seleksl 

Apapun kriteria yang ditentukan oleb suatu perpustakaan, kriteria seleksi 

tersebut haNs dituangkan secara jelas dalam kebijnkan pengembangan kolekai. 

Hal ini tentu saja memudahkan dalam menjawah pertanyaan·pettanyaan yang 

mungkbt muneul. Misalnya, meogapa bahan pustnka tertentu barus dipilih 

sedangkan yang lain tidnk. Kriteria itu dapat menjadi pegangan dalam 

mempertimbangkan nilai intrinsik bahan pustnkanya. Tetkait proses seleksi ini, 

salah satu infurman mengatnkan: 

"lya, saya mengetahui tala eara seleksi bahan pustaka. Secara umum 
saleksi bahan pustaka barus dimulai dengan adanya kebijakan, ruisalnya 
kita mau beli buku spa, apnkah baka yang dibeli adalah buku berbahasa 
asing alan berbabasa Indonesia, nkan berbeda alat seleksinya. Untuk 
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buku yang berbahasa Indonesia atau tulisan tentang Indonesia, atau 
ditulis oleh orang Indonesia, tentu kita menggunakan bibliografi nasional 
Indonesia, di samplng katalog penerbit yang biasa dipromosikan oleb 
penerbit. Dalam proses pengadaannya pun kita juga boleh langsung ke 
toko buku atau menggunakan ngen. Tapi di sini semuanya dilllkukan oleh 
rek.anan pemenang tender, seperti broker bulru. Untuk buku-buku 
berbahasa nsing, kita bisa mengunakan alat pencari semaeam book in 
print atau bebernpa daftar indeks terbitan luar negeri. Tapi untuk di lAIN 
Ambon, karena buku-buku berbahasa nsing belum pemah diadakon, hal 
itueumajadi pengetahuan katul saja." (lnforman 4) 

Dalam ""'l!ka pengembangan koleksi, pustskawan harus menganalisa 

kebutuhan dan rencana pemiliban koleksi dan penorapan sistem yang mendokung 

misi dan prioritas institusi dalam rangka untuk mendapat.kan sistem yang akan 

membantu mendapatkan bahan perpustukaan lebih elisien untuk meningkatkan 

pelayanan kepada pengguna. Lebih lanjut informan 4 mengatakan: 

"Selain itu dalam proses seleksi kita juga porlu melihat buku itu dari segi 
kualitasnya, maksud soya seperii penganmg sebuah buku apakoh punya 
kapebilltas tentang subjek yang dia tulis dalam buku itu. Juga mesalah 
barga, apaksh efektlf kita membeli buku dengan jumiah eksemplar rata
rata dengan yang lain sementarn lwga buku itu selangit, misalnya buku
buku berbahasa asing itu lwganya mahal sekali. Juga mungkin apakah 
kita porlu membeli buku teks semua atau sebagiannya kita membeli 
jumal dan sebagalnya. Kita juga porlu melihat penggauanya, apakah 
untuk mahasiswa Sl, S2 atau S3, sebah strnra peudidikan juga akan 
menentukan apakah buku itu akan digunakan atau tidak." (lnforman 4) 

Uraian kriteria yang diganakan sebagai evaluasi baban pustaks yang akan 

dipilih untuk diadakan dapat dideskripsilmn seeara lebih rinci atau dengan cam 

yang sederbana. Masslab ini tergantung kesepakatan perpustukaan yang 

bersangkutan. Secara umum kriteral-kriteria yang diterapkan dalam seleksi, yaitu: 

a. Tujuan, eakupon, den kelompok pembaea 

Baban pustaks yang akan dipUih barus memportimbangksn secara sungguh

sunggah kesesnalan dengan t'li.-. eakupon, dan pengguna perpustukaan 

yang bersangkutaa. Tujuan umum dapat diketabui lewat judal, deftar is~ 
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indeks, atau blurb pada sampul buku. Cakup1111 dapat dilihat dari daftar isi, 

atau keterangan pada blurb dari penerbiL Kelompok pembaca yang menjadi 

sasaran bahan pustaka te...,but diketahui dari kata peng1111tar atau 

pendabulUIUl. 

b. Tingkatan koleksi 

Tingkstan koleksi menjadi salab satu fuktor utama untuk menentukllll koleksi 

tettentu. Betbagai usaha sudab dilakuksn untuk menghasilkllll definisi dasar 

tingkstan·tingkatan koleksi yang sangat membantu para pustakawan dan 

pengguna. Ada eiuun katagori tingkatan koleksi, sehagai contoh yaitu: 

1) Karyadalam bentukringkasan (campendlum) 

2) Karya tinglll1 dan populer, 

3) Karya populer yang serius, 

4) Karyaelementer, 

5) Karya standar (ksrya yang ditulis oleb pakar daiam bidangnya dan 

dipresentasikan berdasarkllll fakta-fakta), dan 

6) Karya YIII1S tingkst ilmialmya lebih tinggi (advanced), misalnya tesis 

atau disertasi (Spiller, 1980). 

Tingkatan mana y1111g diprioritask.an dapat berbada antara satu perpustakaiUl 

dan perpustakaiUllabL Dasar perbeda1111 ini dapat ditimhalklll1 oleh adanya 

tipe perpustakaiUl yang berbeda. 

c. Otoritas dan laedibilitas penganwg 

Otoritas pengatllllg hams ditentukllll secermat-cerma!Dyo. Jika pengarang 

bukllll pakar yang dikenal dalam bidangnya. kualifikasinya daiam penulisan 

buku hams diteliti dengan baik. Selektor YIII1S mengetahui babwa pengarang 

adaiab seorang pakar atau dakui otoritas dan laedibilitasnya di bidang yang 

beraaagkutan, buku """'but tentu dipilih setelah memenuhi kriteria tujuan, 

cakupen dan kelompok pembaco. 

d. Harga 
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Harga pub!ikasi dapat diketahui !ewat bib!iografi. Namun untuk mengetahui 

ni!ai inttinsik sebah boko baya dapat dinilai lewat boko ito sendiri. 

Pertimbangan barga merupakan per.;oa!an yang sulit kareoa tidak banya 

memerlukan pengetahoan mengenai kebutoban pengguna petpustakaan, tetapi 

juga pengetahoan tentang struktur barga terbitan yang menyebahkan harga 

tertentu pada waktu tertenltL Harga penjua!an boko sesungguhnya berawa! 

dari jumlah eksempar boko yang dicetak yang kemudian tersen!h seperti ape 

estimasi penerbit untuk mempertimbangkannye dengon permintaan. Se!ektor 

perlu mempertimbansJcan seeara ~ggung jawab ketika memutuskan 

pemiliban bahan puslaka di alas barga mta-rata. Apakeb sangat dibutohkan 

den ukan banyak dignoaken7 

e. Kemutakhiran 

Data terdang tangga! penerbitan baban pustaka tetap perlu diveriflkasi. 

Penerbitan bahan pustaka tertentu mungkin saja diterbitkan bebantpa tahun 

setelah penelitian sebingga nilai inttinsik den kemutak:hirannya berkurong. 

f. Penyajian :fi.sik boko 

Penarnpilan fisik boko baru dapat mempengaruhi keputosan selekei. Bahan 

pustaka sebarusnya bersih, rapi den dapat dibacs. 

g. Struktur den metode penyajian 

Pustakawan dengan latar belukang subjek tertentu biasanya dapat 

memperoleh gembaran tentang struktur boko mela!ui daftar isi. 

h. Indeke den bibliografi 

Keberadenn bibliogmfi dan indeke sebuah boko dapat diketahui secara jelas 

lewat eniri dalam bibliogmfi nasioua!. Meskipun demikian, kua!itas 

bibliografi den indeke ukan dapat ditentukan seeara tepa! apabila ianiJSung 

diperiksa den dilibat pada boko itu sendiri. c-an kaki den daftar rujukan 

dapat memperkuat klaim keaslian penelitian. 

Berdasarkan pengematan penulis bahwa proses selekei di petpustakaan 

IAlN Ambon tidak betjalan sesuai dengon acuan selekei baban pustaka. 

Pennasalaban mendasarnya adalah ketiadaan sumber daya. Petpustakaaa dikelola 
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oleh personil yang rata-rata ku:rang mengetahui tentang manajemen perpustakaan. 

Inisiatif-inisiatif yang timbul dari pengelola terhadap pola seleksi ito adalah mtuni 

betjalan secant otodidak. Seperti dikemukakan informan berikut: 

"Kami tidak pemah mendapatkan araban dari pihak pimpinan terkait 
pengadaan koleksi. Semuanya diserahkan kepada kami pihak 
perpustakaan. Dan biasanya menjelang masa pelelangan mereka bam 
menghubungi kami untuk mendapetkan dafu!.r imku yang akan dibeli, · 
Begitu S<\ia." (lnfurman 4) 

lnforman di atas merasa bahwa pengembangan koleksi perpustakaan 

dibebankan sepenulmya kepada kepa!a. perpustakaan, sementam dalam acuan 

pengambangan koleksi hams melibatkan pihak Jain seperti pimpinan perguruan 

tinggi, pimpinan fakultas, dosen dan pu.stakawan atau unsur-unsur lain yang 

dianggap berkepeulingan untuk bal itu. 

"Tidak ada keteotuan atau atwan dari pimpinan terkait kita hams beli 
buku apa. Pemah saya dipanggil PK I. Pak Acang, beliau minta 
peagadaan kitah kuning nanti ada acuan judo! dari beliau. Katanya dari 
Beirut. Dan beliau minta dafu!.r-dallat buku untuk dibeli." (lnfonnan 5) 

Dalam Peratw:an Menteri Agama Repoblik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2007 Tentang Organisesi Dan Tata Kelja Institut Agama Islam 

Negeri Ambon menjelaskan bahwa Pembantu Rektor bidang Akademik 

mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada Jlll1llyal:8kat serta keljasama, yang juga 

berfuogsi sebagai pembina perpu.stakaan mestinya ikut berpernn dalam 

pengembangan koleksi perpustakann 

4A.Z. Sumber-Sumber Seleksi 

Di dalam kebijakan pengembangan koleksi, hams dicantumkan sumber

swnber seleksi yang dijadikan acuan bagi pustakaan dengan berdasad<:an pada 

kebutahan dan permintaan pemakai. Jika kebutuhan dan permintaan pemakai 

sudah diketabui, pustakawan selanjutnya memeriksa sumber pemilihan baban 

pustaka. Perpustakaan yang melaksanakan peagembangon koleksi biasanya 
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mengetahui bahwa bibliogeafi dan sumber-sumber tinjauan iru sangat bermanfaat 

sebagai alat bantu seleksi. Meskipun demikian, alat bantu ini jarang digunakan. 

Perpustakaan akan mendapat mnsalab ketika alat bantu seleksi yang diterbitkan 

tidak digunakan, padabal pada saat yang sama perpustakaan lersebut barus 

mengadak011 bahan pustaka dalam jumiab yODg eukup besar. Salah satu informan 

mengalakan: 

"Saya tidak tabu tenlang mekonisme itu. Saya banya mengira-ngira saja 
dengan mencari informasi me!alui kstalog peneabit dan daftar buku 
rujukan dalam sihibi mata lru!.iab. Sayo cuma berinisiotif sendiri unlulc 
memitib koleksi yODg pantas monurut saya. n.anti kemudian saya 
bicaraksn dengan beberapa doseD, kemudian daftar kebuluban boku ilu 
soya sampaiksu ke kelua jurusan unluk dimintai persetuj118ll8U)'a." 
(lnforman 5). 

Kegunaan aJat balu seleksi sangat besat dalom kegiatsn seleksi, ksllma 

alat bantu ini memberikan ulasan singkat mengenai terbitan·tllrbitao yODg 

dihasilkan oleh peneabit. Banyak katalog peneabit yODg ukan membaJljiri 

perpustaktum, mempromosikan lerbitan-lerbitannya sehingga behllll keJja 

peipustakaan ukan meningkst Perpustakaan harus menyeleksi semua babllll yang 

rcle11l1D melalui katalog peneabit dan ildannya. lnfonruui lain dalam hal ini 

menyampaiksn tanggapannya lentsng alat banru seleksi: 

"Untuk boku yaag berbabaaa Indonesia atau tulisan tentang Indonesia, 
alan ditulis oleh orang Indonesia, ten1u kita menggunakan Bibliografi 
Nasional Indonesia, di samping katalog peneabit yang biasa 
dipromostkan oleh penerbit. Dalam proses peagadaannya pun kita juga 
boleh langsuog ke toko boku atau meaggnnaknn agea. Tapi di sini 
semuanya dilokukan olab teksnan pemenang tetaler, seperti broker boku. 
Untuk buku·buku berbabaaa esiag, kita bisa meogunukan alat pencari 
semaeam book In print atau bebetapa daftar lndeks lerbitan hmr negezL 
Tapi untuk di lAIN Ambon, katena buku-boku berbahasa asing belum 
peruab diadnlrnn, hal iru cumajadi peagetailuan komi soja." (lnforman 4) 

4.4.l.l. Alat Banlu Seleksi 
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Alat bantu seleksi berguna untuk membantu pustakawan dalam 

memutuskan apakah suatu bahan pustaka perlu diseleksi ataukab tidak. lnfonnasi 

yang tersedia dalam alat bantu seleksi tidak banya memuat data bibliografi, tetapi 

juga meneakup keternngan mengenai isi bahan pustaka dan ketemngan lain yang 

diperlukan untuk megambil keputusan. lnfom:lliSi yang dapat ditemukan dalam 

olat bantu ini dapat disajikan dalam bentuk onotasi singk.at saja, alall bisa berupa 

tlnjauan (review) dengau pa!ljang yang bervariasi. 

Pengamatan peneliti juga memperlibatkan babwa proses seleksi tidak .. 
mengaeu pada standard dan tidak menggunakan alat bantu seleksi yang mejadi 

IIOUlll1. Salah satu informan mantan kepala petpustakaan juga tidak mengetahui 

apa alat bantu seleksi. Pengadaan koleksi dijalaakan dengan banya be.patokan 

pada standar administJ:asi pelelangan barnng saja, sementara proses seleksi 

terbadap koleksi yang akan di •dakan tidak beljalan. lnfonnan tersebut 

mengatakan: 

"lya. Waktu masa saya menjadi kepala pa!pustakaan, pemah dikasih lllu 
bahwa 1lllnm ilu, 1lllnm be!apa eee, kalau tidak salah 2005 ada anggaran 
untuk pambelian buku. Mereke Cuma bilang, tolong siapkan daftax buko 
yang akan di bell. Tidak ada araban kbusus, barangk.all nand bulru harus beli 
yang begini atau bagaimans. Kami juga blngnng bagaimana camnya untuk 
memenuhi pennlntaan mereka. Darl pihak proyek biasanya mendataugi ki!a 
untuk memln!a dafar bulru itu semlnggu sebelum pelelangan. Sudah pasti 
bahwa proses seleksi itu tidak beljalan, selain kaxeDa tidak edaoya sumber 
daya, juga kaxeDa kaxeDa terbetasuya inftmnasi yang kami millki." 
(lnforman 5) 

Beberapa bimtuk alat bantu seleksi, anlara lain adalah majalah tinjauan 

buku (revlewingjournals), dan daftax judul untuk pa!pustakaan tertentu (core list). 

Kegunaan tinjauan (review) dalam proses seleksi sangat penting karena: 

I) Pustukawan tidak mungkln memeriksa sendirl semua judul yang barn. 

Penerbitljobherldistributor besar ksdang-kadang tidak bersedia 

mengirirnkan eksemplar untuk dilibat dan dievaluasi oleh pustakawan. 

2) Jumlah baban pustaka yang terbit nap tahun terlalu banyak untuk dibuca 

dan dievaluasi sendirl. 
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3) Perpustakaan jarang mempunyai subjek spesialis dalam seroua bidang 

subjek yang terwalcili dalam koleksinya. Lewat tinjauan yang bennutu.. 

perpustakaan memperoleh penilaian dati pakar subjek atau dapat 

membandingksn penilaian beberapa paksr. 

Meskipun tinjauan sangat bermanfaat dalam membantu proses seleksi. 

tidak semua tinjauan dapat dikatakan. baik. Haines dalam (E'IanS, 2005) 

meayebutkan ciri-eiri tinjauan yang baik dan bagainuma cam membuatuya, 

adalah: 

I) Memuat deskripai rillgkas dan ak:urat mengenai subjek-sul<jek yang 

dihahas dalam buku yang betsanglo»an. Deskrlpsi ini harus bersifat 

:fllktual dan dilengkapi dengen info!IIIllSi lenlang tujuan buku yang 

diungkapkan oleh pengarongnya. 

2) Memuat perbandingen dengan km:ya lain oleh pengarang yang sama, jika 

ada, atau pengarong lainnya yang dipaedang relevan. Perbandingan ini 

harus bersifat faktual. Bagi penulis lil~Jauan, di bagian ini, juga menjadi 

tempat yang coeok untuk menyampaikan pendapat pribadinya mengenai 

kualims dan kegunaao buku yang sedang diulas. 

3) Tinjauan harus bergaya hahasa yang jelas dan infonnatif. Bagi penulis 

titijauan, bakan pada tempatuya di bagian ini untuk menulis dangan gaya 

indah berlmnga-bunga atau melucu sebingga tdasan menjadi kunmg 

bermanfaaL 

4) Seorang penulis tinjauan seharusnya mengulas sejwnlah topik yang 

terbatas saja. Pangulas yang meneoba menulis tinjauan bampir semua 

subjek patut dicurlgai. PuatakaWBn sebagai pengguna tinjauan, 

membutubksn ulasan yang didasarkan atas pengetahuan mendalam tentang 

bidang subjek yang bersangkutan. 

5) Dalam tinjauan mungkin ada pemyatsan yang jelas seperti 

.. direkomeadasikan" atau .. tidak perlu membaea buku ini." Ada dan 

tidaknya pemyataan seperti ini tidak begitu penting. Yang terpenting iolah 

bahwn tinjauan ten;ebut harus bebas dati bias. Waspadalah terl!adap 

--····-

Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



71 

penulis tinjauan yang tidak pemah mengatakan ses\llltu yang buruk 

maupun yang bagas tentang buku yang diulas. 

4.4.l.2. Alat ldmlifikasi dan Verifikasl 

Salah satu infonnan ketika ditanya tentang alai id..mfika_.i dan verifikasi 

membetikanjawaban sebagai berikut: 

"Saya tidak tabu, yang saya tabu, bia.sanya awal-awal tahun perwakilan 
dari penerbit selalu datang ke petpustakaan untuk menawarkan buku· 
buku terbitan mereka, meroka meayerahkan katalog peoerbil Paling itu 
yang menjadi alai id..mfikasi kita. Yang lainnya tidak tau saya." 
(lnfomwnS) 

"Apa ya. Biasanya alai ideotifikasi itu bisa berupa katalog penerbit, 
bibliografi, sepe!1i BNI, juga indeks. Kjdau tidak ..alah alai ini untuk 
mengidentifi.kasi opakab koleksi te:tsebut masib diterbitkan atau tidak, 
tmnasu1< dicantum.kan harga. Biasanya terbitan bam kita dapatkan 
infonnasiaya lewat katalog penerbit. Tapi di slni kita terbatas sekali, 
katalog penerbit yang ada kebanyakao sudah lama, BNI juga sudah lama, 
indeks ngga ada." (lnfonnan 4) 

lnformasi yang terdapat dalam alat indentifikasi dan verifikasi banya 

mencantumkan data bibliografi bahan pustaka (kadang-kadang dengan harganya). 

Alat lni digunakao untuk mengetahui judul apa yang telab diterbitkan (atau akao 

terbit) dalam bidang subjek tertentu, pengarang atau penerbit tertentu, di negara 

tertentu, atau dalam kunm waktu tertentu. Ala! lni juga dipakai untuk 

memverifikasi opakab judul atau nama pengarang sudah !<:pat, berapa harga buku, 

fi!m, patu, terbitan berseri, apakab masih in print ataukah sudah out of print 

(masih beredar di pasamn atau tidak). 

Bebenipa alat identifikasi dan verifikasi adalah sebagal berilrut: 

1) Katalog penerbit, 
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2) Berbagai jenis bibliografi, seperti bibliografi nasional, Book in Print, 

Publisher's Trade List, Anual dan 

3) Indeks, seperti Book Review Digest, Book Review Index. Technical Baak 

Review Index. 

4) Intetnet. 

4.4.3. Peogadaan 

Secara sederluma, pengadaan bohan pllS!ak:a dapat diJalrukan lewat 

pembelian, tukar menukar, badiah, alau dengan cam m,_bitkan sendiri. Bahan 

pllS!ak:a )'Bllf! akan diadakan mencalrup (1) karya cetak 8lau karya grafis, seperti 

bulcu, majalah, sumt kabar, disertasi, dan laponm; (2) karya noncetak atau karya 

rekam, seperti plriDgan hitam, rekaman audio, kaset dan vidio; (3) bentuk milcro, 

seperti milcrolilm, milcrolis dan mieroopaque, serta (4) karya elektronik seperti 

disl<et, pita magnetik den cakram, serta kelonsong elelctronik yang diasosiasfum 

dengankomputer(Sulistyo-Basuki, 1991,'&) 

Perpustakaan memperoleb bohan pllS!ak:a dapat diJalrukan dengan cam

eara sebagai berikut: 

4.4.3.1. Peml>ellan 

Apabila bahan pllSiak:a sudah ditentukan pada tahap pemilihan, proses 

selatiju1nya adalah pemesanan. Pemesanan dapat dilalrul<an melalui toko bulcu, 

penerbit atau agen l>nlru. Pembelian bohan pustaka secara langsung ke toko buku 

banyak dilakulom oleb perpustakaan yangjumlah dananya relatifkeeil. Pembe!ian 

dengan cam ini juga untuk memenuhi kebutahan bahan pllS!ak:a yang sewaktu

waktu, dan biasanya untuk pembelian untuk jumJah judul dan eksemplar yang 

tidak banyak. Kekurangan yang umum teljadi pada pembelian bahan pllS!ak:a ke 

toko buku adalah: 

I) Tidak semua subjek 8lau judul )'Bllg dibutubl<an perpustakaan tersedia di 

toko buku. 
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2) Toko buko tidak selalu ada di setiap daamh, seltingga tidak mampu 

melayani kebutuhan perpustakaan 

3) Toko buko yang berada di kola kecil pada umumnya hanya menyediakan 

bahan pustaka yang berbabasa Indonesia. 

4) Tidak semua pesanan bahan pustaka dati satu perpustakaan dapat dipenuhi 

oleh toko buko. 

Pembelian bahan pustaka dapat juga dilakukan melalui penerbit, bail< 

dalam negeri maupun luar negeri. Penerbit di Indonesia biasanya melayani 

pemesanan dati perpustakaan. Sementara itu penerl>it dati luar negeri hanya 

melayani pembeuan dati toko buko atau vendor sehingga perpustakaan lndoaesia 

barus membeli melalui toko buko. 

Dalam pengamatan penulis berdasoJkan informasi dati pejabat pembuat 

komitmen di tingkat raktorat, babwa selama ini pengsdaan koleksi buko dilakukan 

melalui !Mder proyek. Rakanan yang sudab menjodi pemenang tender yang akan 

melakukan pembelian koleksi berdasarkan daftar koleksi yang di<ijukan dalam 

dokumen !Mder. Pada kasus seperti ini, tidak pada setiap proses tender pengadaan 

koleksi meb'batkan perpustakaan. Pembelian dalam akala kecil seperti membeli 

langsung ke toke buko oleh pihak perpustakaan juga belum pemab ada, mungkin 

katena tidak tersedianya anggaran. Salab satu infonnan mengatakan: 

"kita memang menyerabkan beberapa judo! untuk dibeli. Topi ya. .. soma 
81\ia. lborat pesan soto, l>lpi dikssib sate. Buko yang dibeli sekodar untuk 
mengbobiskan alok:asi anggamn, apalagi yang nanmnya pedoman tertuUs, 
seng ada itu. Barangkali itu juga yang menyebabkan buko-buko kila 
banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan mabasiswa. Doraeg atur 
senl1lll, dan kita juga tidak dilibetkan dalam proses pelelangan" 
(Infunnan 5) 

Pemesanan bahan pustaka secara Jangsung ke penerl>it dapat dilakukan 

apabila judul-judul yang dibutubkan betul-betul diterbitkan oleh penerbil tersebut. 

Untuk mengetahui hal ini perpustakaan dapat menggunakan katalog penerbit yang 

dikellwkan penerbit sehlngga bahan pustaka yang akan diadaks• dapat dipesan 

IMgsnng kepada penerbitnya. 
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Selain pembelian ke toko buku dan peneroit, perpustakan juga dapat 

membeli buku melalui ageu buku yang biasa disebut jobber atau vendor. Agen 

buku ini berperan sebagai mediator antara perpustakaan dan penerbit, terutama 

untuk pengadaan bahan pustaka te<bitan luar negeri, karena penorbit luar negeri 

tidak lazim menjual langsung terbitan-te<bitannya. Beberapa penerbit besar di 

Indonesia juga sudah memanf•atk•n jasa agen ini untuk pendistrlbualan terbitan

terbitan mereka. 

Agen buku memperuleb buku-buku darl penorbit dengan potongan barga 

dan menyimpannya daJam gudang yang besar dan selanjutnya disalurkan ke toko 

buku atau perpustakaan yang mornbutuhk:anoya. Dengan demil:ian agen buku 

merupekan mata rantai antara penerbit dan perpustakaan. Pada umumnya 

pustakawan lebih menyukai berbubungan dengan agen buku, dengao aiasan: 

I) Semua pesaaaa judul-judul yang benasai darl beibagai penerbit banya 

melaiui satu jalur, yaitu agen buko. 

2) Agen·buku tidak torbatas daJam menerima pesaaaa perpustakan saja, tetapi 

juga meTeka meniudakllUljuti dengan membentu memecabkan masalah 

yang mungkin timbul dalam tran.9aksi pemesamm. 

3) Pustakawan dalam mendapalkan atau mencari agen buku tidak banyak 

menemui kesulitan, karena informasi mengenai ageu buku biasanya 

terdaftar dalam smnber-sumber refetOlillli standar. 

Meskipun disebutkan bahwa agen buku dapat memenubi permintaan 

perpustakaan yang diterbitk:an berbagai penorbit, tidak ada satu pun agen buku 

yang mempunyai semua bahan pustaka yang diperlukan pe<pustakaan. Cam yang 

billa ditempuh perpustakaan untuk mengannmpasi persoaian ini adalah bahwa 

perpustakaan tidak banya berhubungao dengao satu agen buku, tetapi beberapa 

agenbuko. 

4.4.3.2. Tukar Menuk.ar 

Bahan pustaka tertentu tidak dapat dibeli di toko buku, tetapi banya 

diperuleb dari tukar menukar atau badiah. Bahan pustaka yang diperuleb lew& 
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kedua cw:a ini mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan koleksi suatu 

perpuslakaan, k.arena bahan pustaka akan diperoleh secam cuma-euma ..,lama 

bahan pustaka tersebut benar·benar sesuai dengan tujuan perpustakaan. Terkait 

masalah ini informan mengatuknn : 

"Selama saya berada di perpustakaan ini, belum pemsh ada proses tukar 
menukar lroleksi dengan perpustakaan Jain. Mungkin karena 
perpustakaan ldta tidak pemsh menyampaikan keinginan ini kepada 
perpustakaan Jain, atau juga karena kita tidak pemsh menerima tawaran 
untuk proses tukar menukar, seperti dengan perpustakaan daerah atau 
perpustakaan univetsitaa lain di Maluku." {Informan 4) 

Tukar menukar beban pustaka di perpustakaan hams secant jelas diatur 

dahun kebijakan pengambangan lroleksi, karena berkaitan dengan eksistensi dan 

tqjuan keberadaan perpustakaan itu sendlri. Menurut Yulia yang dikutip 

Septiyantono (2006, 93) m~elaskan bahwa pertukw:an beban pustaka 

a:ntarperpustak memponyai beberapa tujuan antara lain: 

1) Untuk memperoleh baban pustaka tertentu yang tidak dapat dibuli di tuko 

buku. penerbit, agen, atau yang tidak tersedia karena alasan lain, miaalnya 

terbitan pemerintah, sebagian majalah-majalah yang diteroitkan lembaga 

pendidikan, dan lain-lain yang dikirim hanya melalui pertukaran, 

2) Melalui pertukw:an akan momberi jalan bagi perpustakaan untuk 

memanfaalkan beban puatak.a yang duplikosi atau penerimaan hadiah yang 

tidak sesuai, dan 

3) Dengan pertukw:an akan memberi peluang untuk mengembangksn kerja 

sama yang baik antarperpustakaan. 

Salah sotu infonrum m~awah pertanyaan penellli tentang apeksb ada 

proses tukar menukar dalam hubungannya dangan pengembangan lroleksi: 

"Saat itu tidak ada. Kalan pun ada tukar menukar tentU ada krituria yang 
barus disepakati bernama, makand saya apakah buku yang ukar ditukar 
itu dibutuhkan oleh masing-masing perpustakaan yang melalrukan 
transakai itu atau tidak. Karena bisa saja tidak ada gunanya tanpa 
mengetabui kebutuhan masing-masing perpustakaan. Sebenamya ada 
banyak koleksi yang bisa ditukar dengan perpustakaan lain, seperti buku-
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bulru dalam jumlah duplikasi yang sangat banyak. Masalahnya juga 
karena kita tidak pemab menawrut.an kepada petpustllkaan lain dan 
sebaliknya.M (lnforman S) 

Menurut Sulistyo-Basuki (1991, 222-223) sebelum memutuskan untuk 

menerima tawaran pertukaren bahan pustaka darl petpustakaan atau Jembaga lain, 

per.soahm yang cukup penting dipertimbangkan adalah apakah bahan pustaka yang 

ditawmkan tetsebut benar-benar sesuai dangan subjek yang dikembangkan 

petpustakaan. Dengan demikian, terlebih dahulu petpustllkaan petlu mengadakan 

persetujuan tukat menukar. Perbandingan pertukaren publikasi biasanya ada.lah 

I :I umpa memandang bera4 tebal tipis, harga, bahasa ataupun aksara publikasi. 

Sebagian bahau pustaka yang terdapat di petpuslllkaan kadang-kadang 

diperoleh melalui hadiah. Bahau pustaka yang diperoleh lewat hadiah sangat 

penting 'untuk mengernbangkan lroleksi petpustllkaan. Perpustakaan yang 

menorima bahan pUS1a.'<.a berupa hadiah dapat mengbemat biaya pembelian. 

Pengalroao darllnfonnan terkait hadiah sobagai berikut: 

"Ada juga sib hadiah atau hibah darl k<:dutamllran di Jakarta, nilainya 
aekitat Rp. 150.000.0000,- darl PEMDA Malulru juga ada, saat itu 
diserahkan langsung oleh Guberuur Malulru Bapak Karel Albert 
Ralahalu, kadang juga darl peronmgan. Yang paling menonjol darl 
badiah adalah darl mabasiswB yang tclah menyelesaikan studinya, 
mereka disyeralkan menyumbang masing-masing 2 judul buka uotuk Sl 
dan 1 judul buka uotukD2." (lnfurmanS) 

"Ada juga hadial:t, darl Kedutaan Amerika di Jakarta, ada darl Yayasan 
Numni Duoia, tapi bukuoya sudab kita punya, yah duplikasi, tapi tidak 
apa-apa, gratis kok. Kalau bulru darl Kedutaan Amerikn semuo berbabasa 
lnggrls. Kita juga menorima Iaponm keaangan Bank Indonesia, juga 

Iaponm tentang petkernbangan daerab Maluku, sepetti buka Malulru 
dalam Angka, atau bulru Ambon dalam Angka." (lnfruman 4) 

Hadiah yang diajukan atas petmintaan aendiri biasanya sudah melalui 

proses seleksi seltingga bahan pustaka tetsebut dapat memenuhi kebutuban 
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perpustakaan. Judul-judul bahan pustaka Ielah ditentukan atau dipilih sebelumnya. 

Sementam itu, hadiah yang diterima tanpa diminta, besar kemungklnan tidak 

sesuai dengan tujuan perpustakaan. Apahila hadiah yang diterima tidak cocok 

dengan tujuan perpustakaan, hadiah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertukamn atau dibihahkan kepada perpustakaan lain. 

4.5. Belltuk Kebljakaa l'engembangaa Kl>leksl Perpustakaan lAIN Ambo11 

Dalam bidang pengemboagan lroleksi lidak selalu berpedomJlll pada 

silabus kmikuiUtu, atau permin.taan dan rekumendasi bahan pustaka dari pimpinan 

falrultas dan jurusan. Bentuk pengadaan koleksi perpustakaan yang dilakukan, 

lidak sepenubeya berorientasi pada kebutuhan pemustaka, ini menunjulam 

lemahnya pemncanaan sistem pemblnaan lroleksl yang dilalmkan oleh 

perpustakaan lAIN Ambon. Padahal Brown (1982) meoegaskan ada empat aspek 

yang perlu dipertimbangkan da1am penmcanaan perpustakaan antara lain :filklor 

l.ingkungan, kelompok sasaran atau pasar, sumber daya atau lrnmampuan yaog 

dimi!iki dan pmgmm kegiatau yang dijalankan. Sejatau dengan pendapat tersebut, 

Stcn.er (2004) mengatakan perpustakaan yang balk adalah perpustakaan yaog 

koleksinya relevan dengan kehutuhan masyatukat yang dilayani. Hal ini 

menunjukan bahwa kebijakan koleksi di perpustakaan lAIN Ambon dimasudkan 

untuk memenuhl kehutuhan informasi bagi para sivitas akademika. Secara lebih 

rinci infonnan menyampaikan tanggapannya sebagai berikut: 

"Kita belum punya kebijakan. Tapi kalau renstra atau basil raker ltita 
jadikan aeuan, atau dianggap sebagai bentuk kebijakan saya rasa sesuai 
dengan kebijakan, karena da1am renstra atauptlll basil raker itu banya 
mengandung poin-poin penting tentang perpustakaan yang harus terus 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada format yang rinci 
tentang kebijakan pengembangan lroleksl Soya rasa ini perlu 
direkomendasikan t111tuk segers dibuat oleh pimpinan." (lnfurman I) 

"Karena ltita belum punya kebijakan, jadi semuanya disemhkan kepada 
perpustakaan untuk mengatumya. Dari pihak institut banya menyiaplrnn 
anggaran sesuai dengan pagu yaog disetujui di Diijen Aagganm. Dengan 
anggaran yaog disediakan tersebut memungktukan kita mendapatkan 
koleksi yang sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa juga dianggep 
bahwa kebijakan itu harus tertulis saja, tapi kelemahannya adalah ltita 
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tidak punya acuan yang ba1ru dalam proses pengembangan koleksi. 
Pimpianan banya menyampaikan himbauannya agar koleksi yang 
diadakah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Nanti kita 
pikirkan kebijakan itu." (lnforman 2) 

"Jaagan dulu bicara kebijakan. Kita belum puuya kebijakan, apalagi yang 
namanya kebijakan tertulis. Yang peutiag adalah semuanya harus sesuai 
dengan kebutuhan seperti yang diajukan oleh pibak perpustakean. Kalian 
Iebih pabam itu apa yang kalian butuhlom. Kebijaken tidak meati tertulis 
ksm. Tentu kita mengbarapkan ada himbauan dari para pejabat atau 
pimpinan pergm:uan tinggi tentang hal-hal seperti itu. Maksudnya koleksi 
yang dibali harus benlasarkan kebutuhan dengan mengikuti tata eara ataa 
mekanisme pelelangan. Dalom renstta alaU pntuaan mpat tre.ja juga tidak 
ada acuan tenteng pengad••n koleksi, di situ cuma ada mengenai 
pentingnya perpuslllkaan bagi pelaksanaaa tri dharma pergm:uan tinggi." 
(lnforman 3) 

"Tidak ada kebijaken dari pimpinan. Lembaga banya menyiapkan dana 
untuk pengadaan koleksi yang kemudian ditenderkan. Yang berperan di 
sini adalah pibak perencanaan, kita cuma diminta untuk rnemasukkan 
judul buku yang dibutuhlom. Kebijaken peagembangan koleksi 
disernhkan seluruhnya kepeda pihak perpustakean. Kita sendiri yang 
meoeotukan bempa eksemplar dari masing-masing judul. Kalau jumlah 
eksemplamya sudah ditentukan, misaloya untuk tabun 2007 sebanyak 
2.500 eksemplar, tinggol kita dari perpustakaan membagi berdasarkan 
prioritaa bempa judul yang meati diadakan aampai jumlahnya 2.500 
eksrmplar." (lnforman 4) 

"Tidak ada kebijaken saat itu. Inisiatif dari teman-teman petpustakaan 
menjadi acuan uutuk pengembangan koleksi. Saat itu ksmi menghimpun 
judul buko dari seluruh dosen STAIN Amboo melalui daftar isian yang 
ksmi bagikan Saat itu perpuslllkaan membagi Iebih kanmg kepeda 
semtaa orang temlasuk seluruh dosan, luar biasa upaya itu, namuo 
hllsilnya juga tidak terduga karena yang betul-betul mengisi dan yang 
mengembalikan kepeda pibak perpustakaan hanya tiga orang, euma tiga 
orang. 

Itu su.sahnya kita di sini. Kita tidak peroah diajak kompromi tentang 
pengembaugan perpustakean. Me"'ka tau apa. Kaget-kaget, eh ada 
pengadaan. Dalam kepanitiaan entab itu panitia pelelaagan untuk 
pengadaan buku, alaU pelelaogan banmg-banmg kebatuban perpustakaan 
lainnya, kita tidak dilibalk.an. Padabal .kita yang paling tau apa yang kita 
butuhlom. Yah harus ada perubaban. Karena saya tau ada okoum-okaom 
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yang memanfaatkan pelJlUStakaan, maksud saya kaitannya dengan 
pelelangan untuk menentukan siape yang menjadi pemenang tender 
pengadaan, yah.. ada campur Iangan oknwn di delam kampus sendlri. 
Lihat basilnya. jauh dati harapan kita." (lnforman 5) 

Secara umum informan menghendaki adanya kebijakan pimpinan 

perguroan tinggi tentang pengembangan koleksi sebagai acuan bag! semua 

pihak yang didesain sesuai dengan visi den misi pergurun tlnggi, sebingga 

diharapkan knleksi yang dimiliki benar-benar bedrualitas dan dapat 

memberikan pelll}'BIIllll yang memuaskan bagi pemustaka. 

4.6. Rujukan Kebljakan p..,gembaugan Koleksl 

Sebuah pengembangan koleksi memiliki rojukan yang jelas seperti yang 

tertuang dalam kebijakan pengembangan koleksi. Kriteria seleksi yang menjadi 

rujakan antara bebemps perpustakaan satu sama yang lain bisa jadi berbede tetapi 

ado beberape kriteria umum yaitu: oturilas, kelayakan, ketepatan. karakter fisik, 

keoocokan koleksi, tunlutlin, isi, dan karakter kbusus. 

Adapun elemen-elemen yang bisa dijadikan rujukan kebijakan 

pengembangan koleksi yang efektif, adalah: (1). Gambaran wnum; pede bagian 

ini memberi.kan penjelasan secara wnum mangenai deskripsi lingkungan 

perpu'<lakaen, pemustaka, kebutuban pemll5laka, bidang subyek koleksi, 

pengadaan knleksi dan diskosi mendalam mengenai peran pelp1.ISiakaan delam 

pmgram pengembangan koleksi, 2). Deskripsi dati area subyek dan format 

koleksi; perpustakan memba.g! koleksi berdasarkan area suhyek sesuai dengan 

kebutuban pemustaka, mengidentifikasi tipe koleksi yang ade dan mengkbususkan 

pemustaka utama untuk !lap subyek, 3). Permasalahan lainnya; yaitu membahas 

beberapa permasalahan yang sering muncul dalam kegialan pelpUStakaan, 

meliputi Juuliah, penyiangan, evnluasi, seDSOr dan pengaduan. 

Pengembangan koleksi merupakan proses memastikan bahwa kebutuban 

infonnasi dsri para pemakai akan terpenuhi secara tepel waktu dan tepel guna 

dengan menumfaatkan sumber-sumber infu""""i yang dibimpun oleb 
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baiknya sesuai dengan kondisi perpustakaan dan masyarakat yang dilayaninya. 

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan 

pengembangan koleksi antara lain: 

(1) Relevansi. K<>leksi perpustakaan hendaknya relevan dengan misi dan 

tuju.an masing-masing universitas. 

(2) Berorientasi kepada kebutnhan pengguna. Koleksi perpustakaan hlll11S 

ditqjukan pada pernenuhan kebutuhan pengguna. 

(3) Kelengkapan. Ditinjau dari jenis kolek:si, pengembangan koleksi tidak 

hanya terbatas pada buku ajar saja. 

{4) Kemutakbiran. Koleksi perpustakaan hendaknya selalu 

mempertimhengkan kemutakbiran. lni berarti perpustakaan blll11S 

mengadakan koleksi yang sesuai dengaa perkemhengan iJmu pengetahu.an. 

(5) Kelja sama. Koleksi perpustakaan hendaknya merupakan basil kelja sama 

semua pihak yang berkepemingan dalam pengembangan koleksi. Dengan 

kelja sama diharapkan dapat mendukung proses pembelf\ianm di 

pergw:uan tinggi. 

Menurut Magrill dan Corbin (1989) fuktor internal yang mempengaruhi 

proses pengembangan koleksi dapai dijaba!kan menjadi lima hal, yaitu (I) 

masyarakat atau institusi, (2) tujuan perpustakaan. (::!) kelompok 

masyarakatlpemakai yang blll11S dilayani, (4) koleksi yang telah ada, dan (5) 

sumber daya yang tersedia yang meliputi sumber daya manusia, dana, bahan yang 

tersedia, serta alat bantu untuk identi:fikasi dan evaluasi yang tersedia. Para 

informan memahami masalah rujukan dalam proses pengembangan ko!eksi ini 

adalah sebagj berikot; 

"Rujukannya adalah katelog penetbit, bibliogrnfi nasional Indonesia, 
kebetelan saat itu ada satu keluaran tahun 2000. Kemi saat itu juga 
menghitupun judul-judul buku dari silahi mata kaliah yang diajarkan di 
STAIN Ambon. selain itu kami juga meneoba masuk ke situs 
perpustakaan Universitas Oajah Mada Yogyakarta untuk mendapatkan 
informasi kaitannya dengan koleksi pendidikan Biologi dan Matematika. 
Keinginan kita saat itu adalah adanya perlmbangan jumlah koleksi yang 
diadakan dengaa jumiah mahasiswa dan dosen STAIN Ambon. mentang 
ausnb karena tidak ada """"" yang jetas untuk dijadikan pedoman bagj 
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pengembangan koleksi. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin 
tetapi tetap saja tidal< sesuai dengan keinginan. 
Kami semua menginginan bahwa pengadaan koleksi harus benar-benar 
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kita sebagai pergnruan tinggi 
Islam, terlalu mengacu kepada literatur-literatu Islam tok, padalah 
kebutuhan terbadap buku-buku umum masih sangat jaub dari ideal. 
Kitab-kitab kening kita selalu kelihatan rapi, maksudnya tidal< ada yang 
menyentubnya, malah ada beberapa yang dimaken rayap. Padabal 
perguruan tinggi ini membeke program umum seperti Pendidikan 
Biologi, l'endidikan Matematika sudah sejak awal kemsuban tabun 2000, 
tapi anda bisa lihlll, mahasiswa kesulitan menemuken rujuken matakultab 
karena tidak ada bukunya." (lnfonnan S) 

~nalam pengembangan koleksi selama ini prosedur atau mekanisme 
yang dijahmkan antara lain kita meminta masuken dari lidrultas dan 
jumsan tantang belum-bahan pustalca yang dibutahkea daJam kegiatan 
proses pedwliahan di setiap lidrultas dan jurusan kemudian kita juga 
meminta mssukeu langsung dari mahasiswa, dan petpUStakean sendiri 
yang meneari judul-judul buku bam melalui katalog penerbit atau berita
berita buko bam di majalah, surat kahar dan internet. Selama ini kita tiap 
akan ada kegiatan pengadaan kita selalu meminta masuken dari lidrultas 
tapi tidak semua lidrultas mernberikan masukennya atau mengirimkan 
pennintaan bukeuya kepada kita di petpustakaan, karena mungkin untuk 
di Ambon itu mungkin dosen-dosennya minim sekali mungkin infui!IlliSi 
tentang buJm.buku baru, atau jumal-jumal terbitan yang terbatu itu 
kelihatannya tidal< ada infonnasi sama sekall, alan mungkin dari dosen
dosen sendirl yang tidak proak.tll mencari referensi-referensi bam untuk 
belum ~jarnya. n (lnfonnan 4) 

"Ya, daftar buku yang kallan susun. Itu yang menjadi rujuken pengadaan, 
dan itu juga yang dipakai untuk dokurnen pelelangan nanti. Sumbemya 
dari mana itu, kalian yang tabu. Tapi bisa saja teman4eman di 
perpustakean menggnnakan sarana internet untuk mangetabui buku-buku 
yang diterbitkan, alan mungkin meminta bantuan kepada perpustakean
perpustakean yang sudah bogus seperti di Sumbeya a!aU Jogja daftar 
kebutuban buku petpustakean mereka, saya rasa itu bagus mengingat kita 
tidal< punya pola, misalnya Jurusan Biologi dan Matematika kita 
mungkin ntinla bantuan ke Unpatti (unive!Sitas l'attimum) untuk 
mendapatkan judul-judul buku yang dibutahkea bagi kedua jurusan itu. 
Kita jangan kebilangan aka!, krealifitas kita akan menjadi nilai tambah 
begi peogembangan koleksi petpustakean kita ke depan. Saya yakin itu 
bisa." (lnforman 3) 
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"Rujukannya adalah kitab-kitab rujukan mata kuliah yang biasanya 
tercantum dalam silabi mata kuliah. Tetapi masalahnya juga adalah 
hampir semua buku-buku yang menjadi rujukan dalam silabi adalah 
buku-buku lama yang sulitsekali untuk didapatkan kembali, kadang itu 
yang membuat pibak reksnan menyampaikan keberatannya, apakah 
judul-judul tersebut bisa diganti dengan judul lain. Selain itu brosur 
promosi buku darl masing-masing pem:rbit bias dijadikan acuan,. karena 
hiasanya ape yang ada di hrosur itu tersedia di tnlro-toko huku. Juga yang 
perlu dipertimhangkan adalah usulan mahasiswa tentang huku ape yang 
paling meteka butuhkan. Dati dosen juga demikian. Sehingga koleksi 
yang diaadakan nanti betul-betul kena sasaran dan tidak mubajir." 
Qnforman2) 

"Kalian orang-orang perpustakaan yang paling tau. Pemah ada yang 
bawa hrosur tentang huku yang ham diterbitkan oleh beberape pem:rbit. 
datang ke saya, dan saya ambkau ke pe:pustakaan. Mungkin hrosur
hrosur seperti itu tau caudog bias menjadi ""uan, selain kehutuban huku 
berda.wken silabi yang terwra pada semua mata kulieh yang dil\iatkan di 
lAIN. Mata kuliah untuk. lAIN dan STAIN sebenamya sama saja. 
Sebenamya kalau teman-teman di perpustakaan proaktlf bias 
mendapetkan caudog darl penerbit lebih banyak lagi. Kita kan punya 
""""'" seperti telpon, pake aja, maeam di ruangan saya saat itu ada 
telepon yang bias digunakan untuk menghubungi penerbit misalnya 
untuk mendapetkan daftar buku yang mereka terbitkan." (lnfonnan I} 

4,7. Pelaksanaan IUbijakan PengembangaD Koleksi Perpustakaall lAIN 
Ambon 

Menyimak beberapa paodaogan yang dikemukakan oleb informan di 

atas, terlihab babwa pengembangan kolekei perpustakaan lAIN Anrboo berjalao 

tanpe kendali. Reos1m dan baail keputusaa tapllt kelja tabanao tidak bisa m"''iadi 

pegangao karena tidak mendapet porsi yang proporsiooal banya merupekao 

gambaran wnurn tentang pentingoya perpustakaan., tidak berape pengungkapan 

nruasi yang lebih detail supaya menjadi pedoman. Proses selekei sehagai bagian 

integral darl peogembangan koleksi tidak bisa dijalankan seeara baik karena tidak 

udanya aturan dan S1audar yang dijadikan pedomon. Oleh karena itu, mestinya 

pennosalalnm pengembangan koleksi menjadi JaUian khusus bagi unsur pimpinan 
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perguruan tinggi supaya melahirkan kebijakan yang lebih matang demi perbaikan 

koleksi pe!Jmstakaan lAIN Ambon. 

Ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan 

kebijakan peugembangan koleksi, antara lain faktor lingkengan, kelompok 

sasaran atau pasar, sumber daya atau kemampuan yang dimiliki dan program 

kegiatau yang dijalankan Di sisi lain kebijakan pengembangan koleksi barus 

mampu menempotkan posisi perpustakaan yang koleksinya re!evan dangan 

kebutuban masyarakat yang dilayani. Hal ini menunj.ukan babwa kebijakan 

pengembangan kolaksi perpusl3kaan dimasudkan untuk memenuhi kebutuban 

infonnasi bagi para sivitas akademika 

PO!SOnil dalam peugembangan koleksi perpusl3kaan baruslab orang yang 

menguasai subjek dan mengetahui bukn serta kebutuban pomba£8. Untuk dapat 

menjadi pemllih buku yang baik barus memenuhi porsyaratan sebagai berikut : 

!. Menguasai sarona bib!iografis yang tersedia, pabam akan durda peueibitan 

kbususnya mengenai penerbit, sposia!isasi para penerbit, kelemaban 

mereka, standar, basil terbitan yang ada selama ini; 

2. Mengetahui Jatar belakang para pemaksi petpUStakaan, misainya siapa saja 

yang menjadi anggota, kebiasaan membaca anggota, mioat dan peuelitian 

yang sedang dan telab dilakukan, berapa banyak mereka menggonakan 

perpuslakaan; 

3. Memabami kebutuban pemakai; 

4. Hendaknya personil pemiliban bukn bersiknp netral, tidak bersiknp 

mendua, menguasai informasi, dan memiliki alia! sebat dalam pemilihan 

baku; 

S. Pengetahuan mendalam meogenai koleksi perpustakaan; 

6. Mengetahui bukn melalui proses membaka-buku bukn ataupun melalui 

proses mernba£8. 

4.8. Kebijakan Plmplnan Perguroon TiDggi 

Unlvorsltao lndoneola 
Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



Dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan 

kepuasan ke<:)a. keamanan, kulitas kehidupan kelja dan terutama tingkat prestasi 

suatu organisasi. Pam pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu 

kelompok. organisasi, atau masyaralrnt untuk mencapai tujuan mereka. 

BagaimanapWl juga. kemampuan dan keterampilan pemimpin dalam 

mengarahkan adalab fuktor penting bagi suatu organisasi. 

Pimpinan perguruan tinggi merupakan faktor penentu dalam upaya 

pencapaian tujuan lembaga perguruan tinggi, dan kualitas pimpinan menentukan 

keherbasilan lembaga yang dipimpinn)>a. Menurut Lasa (2005) dalam kelompok 

masyarakat yang terdapat kelja kolekstif, diperlukan kepemimpinan dan 

pemimpin Wltuk mengefisienken dan mengefektifkan kegiatan-kegiatan. 

Pemimpin yang baik adalab pemimpin yang mau mengikuti bakat, keahliaa dan 

spesialisasi pengikutnya Wltuk berinisialif dan bekelja soma secara kooperatif. 

"Pimpinan silt selalu responsif terhadap apapun kebutuhan peipUStakaan, 
terbukli selama saya menjadi PK I saa1 itu banyak yang dilakukan oleh 
pimpinan seperti beliau menggalang dukungan dari PEMDA Malulru 
Wltuk mendapatkan bantuan bukn buat perpustakean keliling. Juga 
masalab fasiliiDs gedung perpUS1akean sekamng sudab bagus.• 
(lnforman 1) 

"Saya rasa sangat bagus. Tiap tahWl pimpinan selalu mengalokesiken 
anggamn untuk pengembangan knlaksi Begitu juga yang terjadi pada 
masa akblr STAIN tahun 2006 sampai sekamng setepab menjadi lAIN 
pun selalu ada anggaran untuk pengembangan koleksi. Angganm itu 
masih bergantung pada sumber DIP A sedangkan dari PNBP dialokasiken 
Wltuk kebutuhan lainoya diperpustakaan, seperti biaya pengolaban dan 
kebutuhan harlan lainnya." (lnfonnan 2) 

"iya.. setiap tahun pimpinan selalu menyetujui angganm untuk 
pengembangan koleksi. Kaian saya bitung-hitung, waktu jamannya 
STAIN itu kemarln ldta anggarkan rata-rata Rp. 200.000.000,- kbusus 
untuk pengadaan koleksi. Sekarang setelab berubab mejadi lAIN masih 
juga rata-mta jumlalmya segitu Rp. 200.000.000,· Mengenai 
peran.,.,.•nnya says selalu memperbatikannya. Dan kita merencanakan 
untuk tahun·tahun ke depan ldta mau membentuk perpustuksan masing· 
masing fakuitaa, dan perpustakean sekarang akan menjadi perpustakean 
pusat lAIN Ambon. Pimpinan sangat responsif terbadap kebutuban 
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koleksi perpUS!aklum. Memang masib relatif kecil sib, tapi cukup bagus 
u.ntuk pengembangan ke depen." (lnfunnan 3) 

"Untuk yang sekarang sib saya belum melibat ada kebijakan kbusus pak 
rektor tentang pengembangan koleksi kiln, sepertinya maslh mengikuti 
pola-pola kema:rin. Yah mu.ngklnjuga karena yang be1iau pildrkan bukan 
hanya perpustakaan. Memang berbeda dengan Pak AriefFurqan kemarin. 
beliau paling sering mengunjungl perpustslrnan, dan saya sendiri kedang 
dipanggil menl!hadap rektor untuk membicamlum pormasalaban 
perpustakean. Sejauh ini dari segi ketersediaan onggaran tidak ade 
masalah kbususnya yang berkaitan dengan pengembangan koleksi. Cuma 
yang menjadi masalah itu pade lefel pe!aksananya di bawah, kedang 
keinginan pimpinan tidak sesuo! atau malah berrentangan dengan yang 
dilaksanakan oleb bagian-boglan seperti bagian kepegawBian. Seperti 

tuntutan penggana untuk buka sampe sore, pak rektor sendiri 
rnemberikan persenyuan, tetapi di kepa!a bagian jUSlru tidak pabam 
karena kaitannya dengan uang lembur dan sebogainya." (InJbrman 4) 

"Kepincangan-kepincangan yang terungkap di atas sebenarnya bukan 
karena tidak adanya kebijakan pimpinan terbadap pengarnbangan 
kolaksi, ...,... tertulia rnemang tidak ade. Tetapi problem itu lahib 
karena ulab okoum delarn tubah STAIN Ambon sendiri untuk mem:ari 
keuntungan dangan rnengabailam tuntutan kebutuban ideo! perpustakaan. 
Pimpinan Ielah menunjukan perbatiaan terbadap perpustakaan melalui 
penyediaan anggaran pengembangan koleksi perpustakaan setiap tahun. 
Beliau (Pak Altanlimi) juga menjalia kelja sama dengan PEMDA 
Maluku untuk mendapatkan bantuan bagi perpUS!aklum ke!Ulng ST AlN 
Amboa. pimpinan perguruan tinggi telah menlli!iukan perannya melalui 
bal-bal seperti di atas. Kami juga memahami bebwa alokasi anggaran 
tidak bisa semuanya untuk memenubi kebutuban perpustakaan sajn, 
karena adejuga prioritas lainnya." (lnfonnan 5) 

Menanggapi kebijakan pimpinan perguruan tinggi delarn bahungannya 

deugon pengembangan perpustakaan lAIN Ambon, berikut petikan basil 

wawancara dengan beberapa lnfurman: 

"Dengan menyediakan saran don prasarana pendukong bagi 
operasiona1isasi perpustakaan. Kebijakan be1iau tentang wajib simpan 
kolaksi bagi n:utbasiswa studi akbir adalah salah satu kebijakan yang 
berkaitan inagsung deugan pengarnbangan koleksi perpustakean, 
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termasuk juga kewajiban untuk dosen mempublikasikan makalahnya 

diperpustakaan dan juga karya ilmiah mereka lainnya dalam bentuk 
jumal dan basil penelitian." (lnfonnan 5) 

"Alokasi anggaran untuk perpustakaan yang tiap tahun selalu tetsedia 
adalah salah satu wujud perhatian pimpinan terhadap pengembengan 
perpustakaan. Beliau malah merencanakan bahwa peda setiap fakultas itu 
horus ada perpustakaan msalng-masing, di samping perpustakaan pu.sat 

sehagai induknya." (Infonnan I) 

"Iya, dangan menyediakan anggaran dan pembeaahan lilsilitas·fasilitas 
pendukung lainnya, seperti gendung petpUSIIIkaan, sarona baca dan 
internet yang tersentralisasi di perpustakaan. Pimpinan memiliki 
komitmen untuk mengambengkan perpustakaan karena beliau menyadari 
bahwa perpustakaan itn adalah jantunguya pergurwm linggi. Sahingga 
apapun kebutahan perpustakaan selalu diperioritaskan oleh pimpinan 
untuk segera ditindaldanjuli. Begitu juga yang terjadi pada masa akhir 
STAIN 2006." (Informan 2) 

"Pimpinan kita sangat peduli terhadap kebutnhan perpustakaan. 
Ketersediaan anggaran adalah salah satu wujud keperiulian beliau 
terhadap perirembangang perpustakaan. Penamhaben fasilitas gedung dan 
pengadann sarana pengaman adalah bentuk langsung darl kebijakan 
beliau. Pintn pengaman (security gate) itu tidak melalui ungganan DIP~ 
tetapi atas bentnan PEMDA beliau langsung memerintahkan saya untuk 
menjajaki kemungkinan pemi!SIIDgan pintn tersebuL Daa saya yakin, 
siapa puo noktomya pasti akan punya perhatian kapeda petpUSIIIkaan, 
mungkin bedanya adalah por.;i perbatiannya. Tetapi secara umum tidak 
ada hal yang mengaoowakan !etkait kebijakan beliau tenlang 

perpustakaan "(lnfunnan 3) 

"Pak rektor Sllllgat pedui.i dengan perpustakaan. Paling tidak dalam basil 

rapat kerja kemarin dibehas secara kbusua mekanisme pengedaan koleksi 
perpustakaan. Tapi lagi-lagi tidak berbuah kebijakan seperti yung 
diinginkan. HllSil raker benya mempertegas pentingnya pengadann sarona 
pendukung perpustakaan, dan pengsdaan buku yang berkelanjutan. Tidak 

ada yang speaifik atau khusus mengenai kebijakan pengembengan 
koleksi. Mungkin ini horus menjadi pekerjaan runtah begi teman-teman 
diperpustakaan bagaimana meyakiukan pimpinan pergurwm tinggi akan 
pentingnya kebijakan tertulis pengembengan kolekai perpustakaan lAIN 

Ambon." (Infonnan 4) 
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Perbatian pimpinan perguruan tinggi terhadap pengembangan koleksi 

perpustakaan minimal dapat dilihat pads bebempa komponen sehagai berikut: 

a. Tersedianya alokasi anggamn untuk pengemhangan koleksi perpustakaan 

pada setiap tahun anggamn. 

b. Komitmen tentang perlunya penamhahan koleksi perpustaksan yang 

tertuang dalam Renstra. 

Di samping itu, pimpinan perguruan tinggi menaruh perhatian beset 

terhadap perkemhangan ~ melalui anggamn pengelolaan perpustaksan 

yang tiap tahun selalu bertambah jumlahnya. Pengadaan illsilitas-fasilitas lalnnya 

seperti internet, sistem keamanan kuleksi, dan hangunan boru yang cu[rup 

memadai, menjadi Ianda bahwa pimpinan perguruan tinggi tetap memandang 

penting perpustaksan sehagal mitra dalam proses pernbelajamn di lAIN Ambon. 

Untuk mengetahni hahagaimana paron pimpinan tersebut, seperti dikemnkakan 

oleh beberapa infurman berikut: 

Mennrut infurmasi yang peneliti dapatkan bahwa pengeruh kebijakan 

pimpinan terbadap pengemhangan kuleksi pads masa aldtir STAIN Ambon tahun 

2006 dan awal lAIN Ambon tahun 2007, yang saya amati, mengalami perubahan. 

Jumtah alokasi anggamn antara tahun 2006 dengan tahun 2007 ketika telah 

berubah status menjadi lAIN semaldn turun, padahal jumlah mahasiswa yang 

barus dilayani semaldn bertambah. Tahun 2006 STAIN Ambon mengalokasikan 

dana Rp. 210.000.000,- untuk pengadaan koleksi dengan target pernbelian buku 

sejumlab 3.000 eksemplar, dan tahun 2007 lAIN Ambon mengalokasikan dana 

Rp. 150.000.000,- untukpernbelian 2.500 eksaplar buku. 

Penurunan anggoran ini tidak bemrti pimpinan perguruan tinggi tidak 

memiliki perbatian terbadap perkemhangan perpnstakaan, karena pads tahun itu 

juga illsilitas pendukung lainnya untuk perpustaksan menyedot dana beset, seperti 

hangunan perpnstakaan yang boru tahun 2006 dan pengadaan faailitas pengaman 

bukn tahun 2007. 

4.9. Eval11aBi Kebljaka11 Pengembaagon Koleksi 
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Pwla bagian ini peneliti akan mengemukakan evaluasi berdasarkan 

kajian. masukan dari informan dan survei yang dllakukan oleh peneliti sebagai 

beril<ut: 

4.9.1. Kellijakab Pengembattgan Koleksi Perpuslakan lAIN Ambon 

.. 
Pwla prinsipnya pengembangan kolekai suatu petpustakaan yang baik 

memerlukan proses yang paqjaug dan berkesinambungan dari tahun ketahun 

beril<utnya, sepanjang petpustakaan yaug bersangkatm melakukan kegiatan dan 

dana pengembangannya tersedia, dan pengembangan koleksi adalah salah satu 

fakror paling penling bagi kualitas petpustakaan. 

Khusus dlllam hubUI!gannya dengan pengembangan kolekai, 

perpustakaan tidak banya mengandalkao sumber angganm dari DIPA, mestinya 

auggaran yang bersumber dari PNBP pen horus juga dlalokasikan untuk 

pengembangan koleksi. Sumber anggamn ini memungkinkao bagi terlaksananya 

pengembangan kolekai yang bersifut emergensi, dalam arti puogadana koleksi bisa 

saja dilakukan kspuo saja. Berbeda dengan dana yang bersumber dari DIPA yang 

horus dlbelanjakan sek:ali dan horus babis tetpekai. Ini berak:ibat pada: 

I) Perpustak:aan tidak bisa meodapatkan koleksi yang up to date. 

2) Perpustakaan tidak bisa memenuhi kebutuhan pengguna dengan eepaL 

3) Koleksi yang dibeli selalu ketinggalan. 

4) Perpustak:aan tidak bisa mandiri, walaupuo dalam hal kecil, ksrena 

sistem pengauggaran yang bersifut sentralistik. 

Berdasarkao basil kajian dan lnfonnasi dari pam lnforman di atas, 

dikatahui bahwa kebijakan pengembangan koleksi mesti horus diadakao untuk 

dijadiken """"" bagi pihak perpustakaan dalam mengembangkao kolekainya. 

Kepentingan terhadap kebijakan pengembangan kolekai dapat dilihat pada tidak 
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tertatanya mekanisme pengembangan koleksi yang dijalankan apa adanya 

meskipun menggunakan anggaran yang tidak kecil. 

Untuk proses sele.ksi bahan pustaka sepenuhnya menjadi kewenangan 

pihak peipUs!akaon, seltingga sulit sekali diltindari unsur subjektifitas. Pegawal 

perpustakaan tidak memiliki pengetahuan yang eukup untuk memahami sunggnb

sunggah bahwa bahwa kegiutan seleksi adalah inti dari kebijakan pengembangan 

keleksi. Di samping itu kerena keterhatasan sarona tidak mempunyai kesempatan 

untuk m"'!'pelajari se!uk beluk dunia penerbitan buku dan produksi bahan pustaka 

lainnya. Sebarusnya pada proses seleksi juga mengberuskan pegawai 

perpustakaan alau pua!akawan yang bertindak sebegai selektor untuk menilai 

"""""' independen judul-judul tertentu dan membandingkan dengan tinjauan

tinjaUJII! di majalah-majalab yang ditemukan, selai.n. meneermati bibliogmfi 

nasional dan bibliogmfi petdagangan buku dengan seksama seltingga dikelabui 

keakumtan dalam mendaftarkan bahan yang dibutuhkan perpustakaan. Untuk 

proses pengadann mestinya dilakekan atau melibalkan bagian pengadaan, yang 

te!jadi adalah pengadaan bahan pua!aka menjadi bak bagian pereneana dan 

keuangan. 

Kl:ahnpulannya, npa pun !criteria yang ditetapkan oleb suatu 

perpustakaan, !criteria seleksi tersebut barus dituangksn seeara jelas dalam 

kebijakan pengembangan koleksi. Sekaligus untuk menjadi pegangan dalam 

mempertimbangkan nilai intrinsik bahan pustaka. 

4.9.2. Rujuksn Kebljakan Peagembangan Koleksl Perpuslakaaa lAIN 
~boo 

Kelompok sasamn alau pasar perpustakaan lAIN Ambon adalab sivitas 

akademika yang terdirl dari mahasiswa, dosen atau tenaga pen!\'liar dan pegawai. 

Betdasarkan basil obserl'asi peneliti dapat dianggap bahwa dalam pola 

pengembangan keleksi perpustakaan, terlihat bahwa mabasiswa sebagai 

pengguna utama perpustakaan belum diperhitungkan pendaPa!aya untuk 

melandasi pengembengan koleksi perpusta.ltaan. Masih terlibat bahwa 

perpustakaan lebih memfokuakan diri pada pemenuban pennlntaan dari pihak 

pengajar sebagai salah satu pengguna perpustakaan. Hal ini tentu sangot 
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menyimpang dari tujuan dan fungsi perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya 

sebagai sumber belajar bagi mabasiswa. Jika pendapat mabasiswa tidak 

diperhltungkan dalam pengembangan koleksi perpustakaao, bagaimana 

perpustakaan dapat mengadakan koleksi dan menyediakan layanan yang 

memuasl<an mabasiswa dan pada akhlmya perpustakaan tidak dapat menjadi 

sumber belajar bagi mabaslwa. 

Umwnnya informao mengatakan babwa bidang pengembangan koleksi, 

!l<!Pustakaan lAIN Ambon tidak selalu berpedoman pada silabus l:urlkulum, atau 

permintaan dan rekomendasi baban pustaka dari pimpinan fakultas dan jurusan. 

Bentuk pengembangan koleksi perpustakaan yang diiBkukan seperti ini, tidak 

sepenul!nya berorientasi pada kebutuhan pengguna, ini menunjnksn tidak edanya 

kebijakan pengembangan koleksi yang dilakokan oleh perpustakaan lAIN Ambon. 

Peneliti melihat babwa di perpustakaan lAIN Ambon belum dengan 

sunggub-sungguh mempartimbangkan kesesuaian baban pustaka yang dipilib 

dengan tujuan, cakupan, dan pengguna perpustakaan. Pengaruh unsur subjektifitas 

dan kecenderungan pada mada m•zhab atau aliran tertentn juga mempengarabi 

perpustakaan mengadasn koleksi. 

Pengganaan a1at identiiikasi dan veriJikasi seperti katalog penerbit, 

berbagai jenis biblio!!JBfi, indeks dan sebogainya sebagai sarana untuk mengetabui 

judul apa yang Ielah diterbitkan atau akan diterbitkan dalam bidang subjek 

tertentu, penganang atau penerbit tertentu, di negara tertentu atau dalam kurun 

waktu tertentu, tidak parunh dilakukan. kat<ma alat idantifikasi dan veriJikasi itu 

tidak ada. Jadi sulit untuk menyalabksn orang-orang perpustakaan jika koleksi 

yang dimillld atau yang diseksi tidak memenuhi kebutuhan pengguna. 

Dalam upaya meoyediakan infurmasi perpustakaao senantiasa bertumpu 

pada pengadaan baban pustaka, baik melalui pembelian, tukar menukar, maupun 

hadiab. Bagi perpustakaan lAIN Ambon pengadaan baban pustaka bertumpu pada 

proses pembelian. Keadaan ini mendomng pustakswan untuk menetapkan 

priorita.s baban pustaks dan mem:ari alternatif lain dalam mendapatkan baban 

pustaks tanpa mernbeli. 
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4.9.3. Pelakllanaan Kebijakan Pengembangan Koleklli Perpustakaan lAIN 
Ambon 

Dari basil wawancara dengan semua infonnan serta obseiVasi yang 

dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa kebijakan pengembangan koleklli adalah 

hal yang bern bagi perpustakaan JAIN Ambon. Keberadaan perpustakaan dalam 

doknmen rencatlll strategi sehegai acuan dalam pengembangan kelembagaan tidak 

sella merta menjadikan perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi. 

Seeara umum dipahanti oleh semua unsur yang ado di JAIN Ambon menilai 

behwa perpustakaan JAIN Ambon menjadi salah satu peadukung pelakllanaan !rl 

dharma perguruan tinggi di JAIN Ambon knrena dalam aturnnnya mengalakan 

demiki1111, letapi kenyataannya perpustakaan masih dilibat sebclab mats, dan 

permasalahan manajemen perpus1akaan tidak betjalan semestinya. 

Tidak ado kebijakan tertulls yang m"'liadi acuan khusus dalam 

pengembangan knleklli di lAIN Ambon. Dalam Pedoman Pelayanan Perpustakaan 

lAIN Ambon seeara jelas mene11I1111m1Qm wajibnya mahasiswa untuk menyimpan 

basillwya ilmiabnya bernpaskripsi dan dua buah buku untuk program Sl, dan 1 

buah buku untuk program D2. Pihak perpustakaan juga menyadari bahwa salah 

satu fungsi perpus1akaan meropekan rempat menyimpan basil kacya manusia. Hal 

ini bisa menjadikan alasan utama bahwa setiap publikasi eli lingkungan ketja 

perpustakaan berkewajiban mendepesitkan publikasinya eli perpustakaan. Melalui 

pusat deposit, perpus1akaan memungkinkan untuk mendapa.t tambahan bahan 

pustaka yang bersifat grey literature atau pustaka kelahu. Setiap unit ketja 

memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya basil makalah semina!, doknmen mpat 

ketja, dan basil-basil kegiatan unit ketja lalanya. Koleksi ini bisa didayaganakan 

bagi l<epenlingan masyll111kat pengguna. 

4.9.4. Kebijakan Pimpinan PeJ:gUruan Tinggi 

Secam umum para informan sepekat behwa pimpinan perguruan tinggi 

meruilild pengaruh temadap pengembangan perpustakaan. Penilaian-punilaian 

mereka banyak direntukan oleb ketersediaan layanan, sanma dan pmsarana yang 

dibutubkan oleh perpustakaan. Tetapi menurut peogamallm peneliti, bahwa 
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pimpinan STAIN dan lAIN Ambon masih kurang menunjukkan keseriusan 

mereka terbadap perkembangan perpustakaan. Para informan juga di atas 

mengemukakan kekecewaan mereka pada pimpinana proyek, kepada rekanan, 

atau kepada pihak-pibak lain yang berada di dalam lingkup adminsitrasi 

STAINIIAlN Ambon. dalam beberapa kali pengamalan yang peneliti Jaknkan, 

miaainya dapat dlperbatikan pada beberapa masalah: 

I) Tidak dllibatk.annya pihak perpustakaan dalam proses tender pengadaan 

koleksl perpustakaan, dan juga terder barang-barang kebutuhan 

perpustakaan, minimal dalam bentuk keterlibatan sebagai panilia tender. 

2) Pengadaan koleksi yang tidak tuntas dan barang-barang kebeb!hao 

perpustakaan oleb pihak rekaoan yang tidak memenubi standar 

kesepakatan saat lelang. 

3) Biaya pangolaban koleksi yang lidak jelas. 

4) Sistem administrasi kepegawaian yang tidak adil dan m.,.Yadikan 
.. 

perpustakaan ibarat tenlpal "beaogan" bagi pegawai yang bermasalah. 

5) Jumiah pegawai perpustakaan yangjauh dari culrup. 

Semua permasalaban yang dikemukakan di atas adalah dlsebabkao oleb 

lemahnya komrol pimpinan perguruan 1inggi terbadap unit-unit pelaksana yang 

telab dlteatukan oleb pimpinan perguruan 1inggi. Miaainya, pejabat pemboat 

komitmen berkewajiban untuk memberikao sanksi kapada rekaoan yang tidak 

benangung jawab dalam menyelesaiakan pekeijaannya. Dan ironisnya, setiap 

koleksi yang dlbeli tidak perauh dlserahkan kepada perpustakaan dengan standar 

penyeraban barang dan jasa milik - berupa sural berita """"' senm terima 

barang. Kebijakan pimpinan cenderung dlaiW dengan katetsetiiaan anggamn, 

tetapi tidak dinilai berdasarkan bentuk nyata keberpihakan pimpinan terbadap 

pengembangan koleksi perpustakaan. 

Harus dlsadari bahwa keberhasllan pengelolaan perpustakaan tidak hanya 

ditentukan oleh kualitas perpustakaan yang memadai, akan tetapi dipengaruhl 

seberapa jauh kualitas koleksi yang disajikan, ditinjau dari jenis, variasi dan 

re!evaru;i kolekainya sesuai dengan kabob!han dan tuntutan peogguna. 
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Pengembangan koleksi perpustakaan membutuhkan perencanaan yang eermat, 

sistematis dan berkesinambungan. Pengembangan koleksi tidak banya ditentuksn 

oleh kepala perpustakaan dan stafuya, melainkan sivitas aksdemika terutama 

pimpinan perguruan tinggi juga turut menentukannya. 
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BARS 

PENUTUP 

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dan saran didasarkan pada 

basil analisis penelitian yang Ielah dikemukakan pada bab 4 di atas. 

5.1. Kesimpulan 

Penelitlan evaluasi kebijakan pengembangan koleksi: srudi kastJS di 

Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Ambon tahun 2006-2007 

mengkaji tentang kebijakan pengembangan koleksi sebagai bagian dati 

pengembangan koleksi. Berdasarkan wawancara dengan Informan dan 

pengarnatan dalarn penelitian di dapat dirumtJSkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan pengembangan koleksi Pexpustakaan lAIN Ambon tahun 2006-

2007 

Kebijakan pengembangan koleksi dapat dilibat sebagai berikut: 

a. Ada empat aspek yang parlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan 

kebijakan pengembangan koleksi, antara lain faktot lingkungan, kelompek 

sasaran atau pasar, sumber daya atau kemampuan yang dimiliki dan 

progtarn kegiatan yan,; dijalankan. Di sisi lain kebijakan pengembangan 

koleksi hams mampu menempatkan posisi pexpustakaan yang koleksinya 

relevan dengan kebutuban masyarakat yang dilayani. 

b. Kebijakan pengembangan koleksi harus diadakan untuk dijadikan acuan 

bagi pihak pexpllStakaan dalam mengembangkan koleksinya. Kepentingan 

terhadap kebijakan pengembangan koleksi dapat dilihat pada tidak 

tertatanya mekanisme pengembangan koleksi yang dijalankan apa adanya 

meskipun menggunakan anggaran yang tidak kecil. 

c. Untuk proses seleksi baban pastaka sepenuhnya menjadi kewenangan 

pihak pexpustakaan, sehingga sulit sekali dihindari unsur subjektifitas. 

Pegawai pexpustakaan tidak memiliki peogetahuan yang culrup untuk 
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memahami sungguh-sungguh bahwa bahwa kegiatan seteksi adalah inti 

dari kebijakan pengembangan koleksi. Di sam ping itu karena keterbatasan 

sarana tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari seluk beluk dunia 

penerbitan buku dan produksi bahan pustak:a lainnya. Seharusnya pada 

proses seleksi juga mengharusksn pegawai perpustak:aan at.au pustak:awan 

yang bertindak sebagai selektor untuk menilai secara independen judul

judul tertentu dan membandingkan dengan tinjauan-tinjauan di majalah

majalah yang ditemukan, selain mencermati bibliogrsfi nasional dan 

bibliogrsfi perdagangan buku dengan seksama sahingga diketabui 

keakurat.an dalam mendaftarkan baban yang dibutubkan pe.rpustakaan. 

Untuk proses pengadaan mestinya dilakuksn atau melibatkan bagian 

pengadaan, yang leljadi adalah pengadean bahan post.aks menjadi bak 

bagian pereneana dan keuangan. 

d. Kebijaksn pengembangan koleksi adalah bal yang bam bagi perpustak:aan 

JAIN Ambon. Kebaradaan perpustak:aan dalam dokumen rencaoa strategi 

sebagai aeuan dalam pengembangan kelembagaan tidal< serta merta 

menjadiksn perpustak:aan sebagai janrungnya perguruan tinggi 

2. Implementasi kebijaksn pengembangan kolcksi perpustak:aan JAIN Ambon 

tabun 2006-2007: 

a Perpost.aksan JAIN Ambon belum dengan sunggnh-sunggnh 

mempertimbangkan kesesuaian baban post.aks yang dipilih dengan 

tujuan, eaknpan, dan pengguna perpnstak:aan. Pengarub unsur 

subjektifitas dan kecenderungan pimpinan perguruan tinggi juga 

mempengaruhl pengadaan koleksi. 

b. Pengembangan koleksi perpustak:aan JAIN Ambon betjalan seadanya 

Perencanaan strategis, basil keputusan rapat kcrja tabunan, basil 

keputusan mpat jajaran pimpiuan perguruan tinggi dengan kepala 

perpustakaan, dan kebijakan lainnya, tidal< berjalan sesuai barapan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, beberapa saran yang dikemukakan 

dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi lnstirut Agama Islam Negeri (JAIN) 

Ambon untuk perbaikan lebih lanjut. 

L Proses seleksi sebagai bagian integral dari pengemhangan koleksi tidek 

bisa dijalankan secara balk karena tidek adanya atunm dan standar yang 

dijadikan pedoman. Oleh karena itu, mcstinya permasalahan 

pengemhangan koleksi menjadi kajian khusus bagi unsur pimpinan 

perguruan tinggi supaya melahirkan kebijakan yang lebih matang demi 

perbaikan koleksi perpustakaan JAIN Ambon. 

2 Dnlam rangka penge.mbangan koleksi, diharapkan pihak perpustakaan 

barus menganalisa kebutuban dan reneana pemilihan koleksl dan 

penerapan sistem yang mendukung misi dan prioritas institusi dalam 

rangka untuk mendapatkan sistem yang akan membanlu mendapatkan 

bahan perpustakaan lebih efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada 

pengguna. . 

3. Proses pembuatan kebijakan diharapkan agar direncanakan dengan balk 

dengan mempertimbangkan waklu, biaya, masalah mendasar seperti 

kondisi internal dan eksternaL Kebijakan juga menyiratkan beberapa 

benluk pernbahau, balk di tingkst strategis atau operasional. 

4. Dalam hubungannya dengan pengemhangan koleksi, perpustakaan tidek 

hanya mengandaikan sumber anggaran dari DIP A, mestinya anggaran 

yang bersumber dari PNBP pun barus juga dialokas~ unluk 

pengembangan koleksi. Sumber anggaran ini memungkiukan bagi 

terleksananya pengembangan koleksi yang bersifat emergensi. 

5. Sehubnngan masih terdapatnya berbagai keterbatasan pada penelitian ini, 

antara lain penelitian ini benya dilakukan di lAIN Ambon dengan 

mengambil infurman benya pada level pengambil kebijakan pada tebun 

2006 dan tebun 2007 dengan menggunakan arstiisa data deskriptif, 
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diperlukan peneiitian leblh lanjut yang lebih luas dan ruendalam~ antara 

lain dengan memperbanyak infonnan penelitian serta sumber data yang 

lebih beragam. 
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Lampiran I 

PEDOMAN W A WANCARA 

EV ALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI 

T AIIUN 2006·2007: STUDI KASUS D1 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON 

A. INFORMAN I 

Dekan Fakultas UshuluddiJJ dan Dakwah (Manton PK·l) 

1. Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. Menurut Bapak apakah panting ada kebijakan pengembangan koleksi 

tcrtulis di lAIN Ambon? 

b. Kalau penting, apeksh tujuan kebijakan pengembangan koleksi tertulis 

itu sesungguhnya? 

c. Dalam Perumusan kebijakan, yang menjadi prioritas apekah untuk 

kepentingan administrasi, atau kualitas perpustakaan? 

d. Dahun perumusan kcbljakan, apakah perlu tim khUSllS yang dibentuk 

semaeam kepanitian yang ditugaskan atau bagaimana? 

2. Impelementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. Bagahnana bentuk kebijakan pengembangan koleksi? 

b. Slape yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 

3. Sistem Pengembangan Kolekai 

a. Apeksh pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan 

yang Ielah dibuat? 

b. Apakah yang menjadi rujukan pengembangan koleksi? 

4. Kebijakan Plmplnan pergnruan Tinggi 

a. Bagaimana kebijakan pimpinan pergnruan tinggi terhadap 

pengembangan koleksi? 

b. Bagahnana bentuk kebijakan pimpinan terhadap pengembangan 

perpustakaan? 
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B. INFORMAN II 

Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan 

1. Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. MenU!1lt Bapak apakah penting ada kebijakan pengembangan 

koleksi tertulis di lAIN Ambon? 

b. Kalau penting, apakah tujuan kebijakan pengembangan koleksi 

tertulis itu sesunggnbnya? 

c. Dalam Perumusan kebijakan, yang menjadi prioritas apakab untuk 

kspentingan adntinisttasi, atau kualltas perpustakaan? 

d. Dalam perumusan kebijakan, apekab perlu tim khusus yang dibentuk 

semacam kepanitian yang ditugaskan atau bagaimana? 

2. Impelementasl Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. Bagnbnana bentuk kebijakan pengembangan koleksi? 

b. Siapa yang paling be!Jleran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 

3. Sistem Pengombangan Koleksi 

a. Apakah pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan 

yang telab dibuat? 

b. Apakab yang menjadi rujuksn pengembangan koleksi? 

4. Kebijakan Pimplnan perguruan Tinggi 

a. Bageimana kebijakan pimpinan perguruan tinggi terhadap 

pengembangan kolaksi? 

b. Bageimana bentuk kebijakan pimpinan terbedap pengembangan 

pe!Jlustakaan? 

C. INFORMAN ill 

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 

1. Kebljakan Pengembangan Koleksi 

a. Menurut Bapak apakab penting ada kebijuksn pengembangan 

koleksi tertulis di lAIN Ambon? 
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b. Kalau pentingj apakah tujuan kebijakan pengembangan koleksi 

tertulis itu sesungguhnya? 

c. Dalam Perumusan kebijakan, yang merljadi prioritas apakah untuk 

kepentingan administrasi, atau kualitas perpustakaan? 

d. Dalam perumusan kebijakan, apakah perlu tim kbusus yang dibentuk 

semacam kepanitian yang ditugaskan atau bagaimana? 

2. Impelementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. Bagaimana bentuk kebijakan pengembangan koleksi? 
·. 

b. Siapa yang paling bexperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 

3. Sistem Pengembangan Koleksi 

a. Apakah pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan 

yang Ielah dibuat? 

b. Apakah yang menjadi rujuksn pengembangan koleksi? 

4. Kebijakan Pimpinan perguruan Tinggi 

a. Bagaimana kebijakan pimpinan perguruan tinggi terhadap 

pengembangan koleksi? 

b. Bagaimana bantuk kebijakan pimpinan terbadap pengembangan 

perpustakaan? 

D. INFORMANIV 

Kopala Perplllltakaan 

1. Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. Menurut Bapak apakah penting ada kebijakan pengembangan 

knleksi tertulis di lAIN Ambon? 

b. Kalau panting, apakah tujuan kebijakan pengembangan koleksi 

tertulis itu sesunggubnya? 

c. Dalam Perumusan kebijakan, yang menjadi prioritas apakah untuk 

kepentingan administrasi, atau kualitas perpustakaan? 

d. Dalam perumusan kebijakan, apakab perlu tim kbusus yang dibentuk 

s:emacam kepanitian yang ditugaskan atau bagaimana? 

2. Impelemenlasi Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. Bagaimana bentuk kebijakan pengembangan koleksi? 
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b. Siapa yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 

3. Sistem Pengembangan Kolek'ii 

a. Apakab pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan 

yang telab dibuat? 

b. Apakab yang menjadi rujukan pengembangan koleksi? 

c. Ketika ibu menduduki jabatan kepala perpustakaan saat itu.. apakab 

bapak mengetabui mekanisme seleksi baban puslaka? 

d. Dalam pengembangan koleksi apakab ada proses tukar menukat 

koleksi dengan perpustakaan lain? 

e. Dalarn proses seleksi, apakab ibu mengetabui alat identifikasi dan 

verlfikasi baben pus!aka? 

4. Kebijakan Pimpioan pergu111an Tinggi 

a. Bageimana kebijakan pimpimm perguruan tinggl terbadap 

pengembangan koleksi? 

b. Bagaimana bentuk kebijakan pimpinan terhadap pengembangan 

perpustakaan? 

E. INFORMAN V 

Mantan Kopala Perpustakaan (Periode 2006) 

1. Kebijakan Pengembangen Koleksi 

a. Menurut Bapak apakab pentlng ada kebijakan pengernbangan 

koleksi tertulis di lAIN Ambon? 

b. Kalau penting, apakab tujuan kebijakan pengembangan koleksi 

tertuliS itu sesunggubnya? 

c. Dalarn Perumusan kebijakan, yang menjadi prioritas apakab untuk 

kepentingan administrasi, atau kualitas perpustaksan? 

d. Dalam perumusan kebijakan, apakab perlu tim kbusus yang dibentuk 

semaeam kepanitian yang ditugaskan atau bageimana? 

2. lmpelementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi 

a. Bagaimana bentuk kebijakan pengembangan koleksi? 

b. Siapa yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 

3. Silltem Pengembangan Koleksi 
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a. Apakah pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan kebijakan 

yang telah dibuat? 

b. Apakah yang menjadi lll)ukan pengembangan koleksi? 

e. K.etika ibu menduduki jabatan kepala peiJlustakaan saat itu, apakah 

bapak mengetahui mekanisme seleksi bahan pustaka? 

d. Dalam pengembangan koleksi apakah ada proses tukar menukar 

koleksi dengan pCIJlustukaan lain? 

e. Dalam proses seleksi, apakab bapak mengetahui alat identillkasi dan 
·, 

verifikasi bahm pustaka? 

4. Kebijakan Plmpinan perguruan Tinggi 

a. Bagaimana kebijakan pimpinan perguruan tinggi terbadep 

pengembangan koleksi? 

b. Bagalmana bentuk kebijakan pimpinan terbadep pengembangaa 

pei]lUStakaan? 
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Lamp/ran II 
TRANSKRIP WA W ANCARA 

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI TAHUN 2006-
2007: STUDI KASUS DI PERPUST AKAAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON 

Informan 1 : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (mantan 
PK·l) 

Tangg11l W awaneara: 9 April 2009 
Lokui : Ruangan Dekan Falmltas Ushuluddin dan Dakwah 

A. K!;bijakall Pengembang11n Koleksi 

Peneliti 

lnforman 

Penellti 

lnforman 

Peneliti 

lnfonnan 

Peneliti 

lnforman 

Menurut Bapak apakah penting ada kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis di JAIN Ambon? 

Melibat kondisi koleksi perpustaksan kita, saya merasa perlu ada 
langkah-langkah yang signifikan. Kebijakan pengembangan 
koleksi saya angg11p penting snpaya kejadian-~adian seperti 
kemarin.-kemarin tidak terulang lagi. Maksndnya koleksi kita 
eenderung diadak:an tanpa aeuan yang jelas. Iya, kebijakan tertnlis 
perluada. 

Kalan panting. apakah fungsi kebijakan pengembangan koleksi 
tertulis itu sesungguboya? 

Fungslnya supaya koleksi kita, dalam proses pengadaannya 
memilild aeuan yang jelas, aeuan itu juga hams didasarkan pada 
kebotuhan realis dari pengguna, untuk mata kellah saya saja 
begitu sulit mahasiswa menemukan buku rujukannya di 
perpustaksan kita 

Dalam Perumusan kebijakan, yang menjadi prioritas apakah untuk 
kepentingan administrasi, atau kuelltas perpustakaan? 
Tentu kita kadepaukan adalah mutu koleksi perpustakaan kita. 
Permasalahan administrasi bukan saya anggsp tidak penting, 
tetapi yang kita butubkan adalah aplikasi dari apapun aturan itu. 
Percuma aturan atau kebijakan banya sckadar kebijakan yang 
tidak punya nilai aplikatif. 

Dalam perumusan kebijakan, apakah perlu tim kbusus yang 
dibentuk semacam. kepanitian yang ditugaskan atau bagaimana? 
Bica.ra tentang tim atau kepanitiaan itu sebenamya saya kumng 
setuju, !<arena pengalaman dari apapun kepanitiaan di sini adalah 
tidak pemah efektif. Yang bekerja dalam panitia itu paling ketua 
dan sekretaris. Giliran sudab babis mesa kepanitiaan baru 
kelihatan mukanya untuk mengambil honor dari kepanitiaan. 
Tidak bagus sebenarnya. Tapi memang untuk menggodok 
kebijakan pengembangan koleksi perlu ada tim atau panitia kecil 
yang merupakan representasi dari dosen pada setiap jurusan dan 
orang-orang perpustakaan juga harus dilibatkan. Juga perwakilan 

Evaluasi Kebijakan..., Ahmad Syaikhu, FIB UI, 2009



mahasiswa misalnya dewan mahasiswa. 

B. Impelementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Peneliti 

Informan 

Pene1iti 

Informan 

Bagaimana benluk kebijakan pengembangan koleksi? 

Selama ini memang tidak ada kebijakan pengembangan keleksi, 
apalagi yang tertulis. Mungkin di dalamnya mengakomodir 
permasalahan-permasalaban seputar pengadaaan koleksi, seperti 
apakah tahun ini ldta mengadakan koleksi berapa banyak, dalam 
babasa apa saja. Apaltah porsinya dibagi rata berdasarl<an jurusan 
atan berdasarkan jumlah mabasiswa, atau apa yang dikadepankan, 
misainya keleksi umum seperti biologi dan matematika, apakah 
rnereka mendapat bagaian terbesar dalam anggaran peogadaan 
karena mereka pnnya mallasiswa paling banyak, atau ada 
kebijakan lain lah. 
Kebutuhan terhadap koleksi bukn yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, ya, itu yang menjadi keinginan k.ita semua dan itu 
pekeijaan ternan-ternan dl petPustakaan melakukan proses seleksi, 
tentu dengan lnformasi terbadap judul-judul bukn yang paling 
sering dlgunakan dan bukn-bukn yang dibutubkan oleh 
mallasiswa. Memang bukan cuma demikian, dari pihak lain sepetti 
dosen-dosen juga hams memberikan masukan terhadap judul
judul bukn yang mereka butubkan." 
Siapa yang paling betPetan dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut? 

Saya rasa, berilah kewenangan sepenuhnya kepada p<tPustakaan. 
Tapi unluk mru!alah ini pibak-pibakjurosanjuga hams menumtau 
sejauh mana penerapan kebijakan ini dalam proses pengembangan 
koleksi. Cuma saya sedildt pesimis unluk melibatkan dosen-dosen 
di sini, mereka sepertinya kekurongan lnfonruni kaitannya dengan 
dunia perbuknan di Indonesia. Ada ada juga yang saya libat puny a 
kepadulian bagus teulang hal ini. Harusnya orang-o:nmg yang 
damik.ian yang hams dilibatkan dalam proses ini. 

C. Sistem Pengembangan Koleksl 

Peneliti 

Infonnan 

Apakah pelaksanaan pengemhangan kolaksi berdasarkan 
kebijakan yang Ielah dibuat'l 
Kita belum punya kebijakan. Tapi kalau renstra atan basil taker 
ldta jadtkan acuan, atau dianggap sebagai benluk kebijakan saya 
rasa sesuai dengan kebijakan, karena dalam renstra ataupun basil 
raker itu banya mengandung poin-poin peoting tentang 
perpustakaan yang horus terus dikembangkan sesuai deogan 
kebutuban. Tidak ada format yang rinci tentang kebijakan 
peogembangan kolekei. Saya rasa ini perlu direkomendastkan 
unluk segera dibuat oleh pirepinan. 
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Peneliti 

Infocrnan 

Apakah yang menjadi rujukan pengembangan koleksi? 

Kalian orang-orang perpustakaan yang paling tau. Pemah ada 
yang bawa brosur tentang buku yang barn diterbitkan oleh 
beberapa penerbi~ datang ke saya, dan saya arahkan ke 
perpustakaan. Mungkin brosur-brosur seperti itu tau catalog bias 
menjadi aouan, selain kebutuhan buku berdasarkan silabi ynng 
rertera pada semua mala kuliah yang diajarkan di lAIN. Mata 
kuliah untuk lAIN dan ST AlN sebenarnya sam a saja. Sebenamya 
kalau ternan-ternan di perpustakaan proaktif bias rnendapatkan 
catalog dari penerbit lehih bnnyak lagi. Kita kan punya sarana 
sepertl telpon, pake aja, rnacarn di ruangan saya saat itu ada 
telepon yang bias digunakan untuk rnenghnbungi penerbit 
misalnya untuk mendapetkan daftar buku yang meraka terbitkan. 

D. Kebijak.on Pimpimm petguruliD Ti.Dggi 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnfonnan 

lnforman2 

Bagaimana kebijak.on pimpinan pergurnan tinggi terhadap 
pengembnngan knleksi? 

Pimpinnn sib selalu responsif terbadap apapnn kebutuhan 
perpustakaan, terbnkti selama saya menjadi PK. 1 saat itu bnnyak 
yang dilakukan oleh pimpinan seperti belian menggahmg 
dukangan dari PEMDA Maluku untuk mendapatkan bnntuan buku 
buat perpustakaan keliling. Juga masalah fasilitas gedung 
perpustakaan sek.orang sudah bagus. 

Bagaimana bentuk kebijakan pimpinan teibadap pengembnngan 
perpustakaan? 

Alokasi anggaran untuk perpustakaan yang tiap tuhuo selalu 
tersedia adalah salah satu wujud perhatian pimpinan terhadap 
pengembangan perpustakaan. Beliau m'llah merencanakan bahwa 
pada setiap fakultas itu harus ada perpustakaan masing~masing, di 
samping perpustakaan pusat sebagai induknya. 

: Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan 
Kemabasiswaan 

Tanggal Wawancara 
Lokasi 

: Z Apri12009 
: Ruangao Kepala Biro 

A. Kebijak.on l'engembongan Koleksi 

Peneliti 

Informan 

Menurut Bapak apekab penting ada kebijak.on pengembangan 
koleksi tertulis di lAIN Ambnn? 

Penting, walaupun selarna ini tanpa ada kebijak.on tertulis, 
pengernbaagan koleksi tetap jalan juga kok, Maksad saya kalau 
dirasa kebijak.on itu membawa pengaruh bagus terbedap pela 
pengmbangan koleksi, ya kenapa tidak. Bukankah kita semua 
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Peneliti 

lnforman 

Pene!iti 

Penellti 

lnforman 

menghendaki bahwa koleksi perpustakaan kita harus mampu 
memenuhi kebutuhan pengguna. Saya juga tida tahu apakah di 
perpustakaan-perpustakaan di univertias-universitas di Jawa 
punya kebijakan pengembangan koleksi tertu!is. Tapi yang jelas 
aturan itu perlu ada, entah itu berupa kebijakan atau apapun 
namanya. 

Kalau penting, apaknb fungsi kebijakan pengembangan koleksi 
tertulis itu sesungguhnya? 

Tentu fimgsinya agar koleksi perpustkaan kita dikelola dengan 
baik berda.sarkan aturan atau kebijakan yang dibuat itu. Dengan 
kebljakan itu ada semacam koridor kbusus yang harus dilewati 
atau dlpatuhi oleh penyelenggara pengadaan koleksi perpustakaan 
itu Kebijakan itu juga harus mengikat semua komponen yang 
terlibat dalam proses pengembangan kolaksi itu, termasuk rekanan 
yang akan membeli koleksi buko yang kita butubkan. K.ita 
inginksn kebutuban mahasiswa terbadaP llteratur mata kullalmya 
dnpat regawab dengan adanya kebijakan yang dlbuat seltingga 
koleksi yang dlinginkan teman-teman petpustaksan dnpat 
dipenuhi dengan baik. 

Dalam Perumusan kebijakan, yang menjadl prioritas npaknb untak 
kepentingan administrasi, atau kualitas perpustakaan? 
Temu yang dikedepankan adalab tuntutan kualltas petpustaksan. 
Yang kita jual kepeda pengguna, atau maksud saya ldta 
menyediakan apapun kebutuban mahasiswa. Tapi ini semua bulh 
proses, kerena alokesi anggaran untak tiap kegiatan didasarkan 
padn perioritas yang utama. Tapi untak perpustakean tiap tabun 
selalu tersedla anggaran buat pengembangan koleksinya. 
Dalam perumusan kebijakan, npaknb perlu tim khusus yang 
dibentuk semacarn kepanitian yang ditugaskan atau bagalmana? 
Kita seingat saya dulu pemah meLlbicarakan masalah tim ini. lya 
perlu ada. Karena lewat panitia ini teragenda apa-apa yang harus 
dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan 
koleksi. Cukup berupa team work. Kalau kepanitiaan itu ter!alu 
besar, mubajir jadlnya. Kita menghendaki basil dari kepanitiaan 
yang betul-betul bisa dilaksanakan pada tingkat praktis, ya tidak 
usah terlalu ideal. Cukup acuan-acuan standar yang 
memungldnksn kita bisa melaksanakannya. Di dalarn tim itu harus 
terakomodir semua unsur dalam lembaga ini, yang paling utama 
adalab perwakilan dosen den pihak perpustakaan. 

B. lmpelementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Peneliti 

Infonnan 

Bagaimana bentuk kebijakan pengembangan koleksi? 

Bagahnana bentukoa ya. Menurut saya kebijakan pengembangan 
koleksi ltu adalab suatu acuan untak bagian pengndnan ko!eksl. Di 
dalarnnya mengatur bal-hal yang berhubengan dengan acuan 
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Peneliti 

Informan 

berapa judul yang harus diadakan, apakah semuanya berbehasa 
Indonesia, atau Arab atau Inggris, tergantung da.ri kecenderungan 
pemakai dan kebutuhan realis masyarakat pengguna, Ke depan 
kita merencanakan adanya perpustakaan di masing-masing 
fakultas. Jadi, kebijakannya pun harus mengakomodir kebntuhan 
dari masing-masing fakultas itu. Tetapi sekanmg konsentrasi kita 
adalah perpustakaan induk, Saya rasa kebijakan itu tidak perlu 
berlaku selamanya, harus ada perioritas pertahunnya yang 
disesuaikan dengan kebutuhao. Misalnya tabun ini, koleksi apa 
yang paling di utamakao, jumlahnya berapa banyak, dan dalam 
ballllsa apa saja. Hal-hal tersebut harus tertuaog dalam kebijakan 
pengernbangan koleksi. 

Siapa yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut? 

Yang peling berperan adalah pihak perpustakaan dan pihak-pihak 
yang terkait dengan mekanisme pengadaan koleksi. Pihak 
perencana harus terlibet di dalamnya, juga pibak Jl<liabat pembuat 
komitmen peda level indtitut. Kebijakan ini juga harus mengatur 
pihak rekanan. Tapi yang paling utama pihak perpustaksan harus 
lebih proakdf ksrena perpustakaan yang merasakan langsung 
aldbat dari kebijakan yang dimalrsud. Pihak perpustakaan harus 
melaporkan kepada kepeda pimpinan hal-hal yang menybupang 
dari kebijakan yang telah diambil, sehingga ke depan proses 
pengembangan koleksi betul-betul terkontrol dengan balk, bukan 
cuma laporan kegiatannya yang begus, tetapi hasil pekeqaan juga 
harus sesuai dengan laporan. 

C. Sistem Pengembangan Koleksi 

Peneliti 

lnforman 

Pene!iti 

lnfonnan 

Apakah pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan 
kebijakan yang Ielah dibuat? 
Karena kita belum punya kebijakan, jadi semuanya diserabkan 
kepadaperpustaksan untuk meugatumya. Dari pibak insitut hanya 
menyiapkan anggaran sesuai dengan pagu yangdisetujui di Ditjen 
Anggaran. Dengan anggaran yang disediakan tersebut 
memungkiukan kita mendaparkan koleksi yang sesuai dengan 
keinginan kita. Tidak bisa juga dianggap bahwa kebijakan itu 
harus tertulis saja, tapi kelemabannya adalah kita tidak punya 
aeuan yang baku dalam proses pengembangan koleksi. Pimp.ianan 
banya menyamparkan hbubauannya agar koleksi yang diadakah 
sesuai deugan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Nanti kita 
pikirkan kebijakan itu, 
Apakah yang menjadi mjukan pengembangan koleksi? 

Rujukannya adalah kitab-kitah rujukan mata kuliah yang biasanya 
wroantum dalam silabi mata knliah. Tetapi masalahnya juga 
adalah hampir semua bukn-buku yang menjadi rnjukan dalam 
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silabi adalab buku-buku lama yang sulitsekali untuk didapatkan 
kembali, kadang itu yang membuet pihak rekanan menyampaikan 
keberatannya, apakab judul-judul tersebut bisa diganti dengan 
judul lain. Selain itu brosur promosi buku dari masing-masing 
penerbit bisa dijadikan acuan, karena biasanya apa yang ada di 
brosur itu tersedia di toko-toko buku. Juga yang perlu 
dipertimbangkan adalah usulan mabasiswa tentang buku apa yang 
paling mereka butubkan. Dari dosen juga demikian. Sehingga 
koleksl yang diaadakan rumti betul-betul kana sasaran dan tidak 
mubajir. 

D. Kebijakan Pimpinan perguruan Tinggi 

Peneliti 

Infonnan 

Peneliti 

lnfurmllll 

Bagaimana kebijakan pimpinllll perguruan tinggi terbadap 
pengembangan koleksi? 

Saya rasa sangat bagus. Tiap tahun pimpinan selalu 
mengalokasikan anggaran untuk pengembangan koleksi. Begitu 
juga yang teljadi pada masa akbir STAIN tahun 2006 sampai 
sekarang setapab mer\iadi lAIN pun se!alu ada anggaran untuk 
pengembangan koleksi. Anggaran itu masili bergantung pada 
sumber DIP A sedangkan dari PNBP diaolkasikan untuk 
kebutuban lainnya diperpustakaan, seperti biaya pengolaban dan 
kebutuban harlan lainnya. 

Bagaimana bentuk kebijakan pimpinan lerhadap pengambangan 
perpustakaan? 

Iya, dengan menyediakan anggaran dan pembenaban fasilitas
fusilitas pendukung lainnya, seperti gendung perpustakaan, sarana 
bana dan internet yang tersen!raiisasi di perpustakaan. Pimpinllll 
memiliki komitmen untuk mengembangkan perpustaksan karena 
beliau menyadari babwa perpustakaan itu adalab jantungnya 
perguruan tinggi. Sebingga apapun kebutuban perpustakaan selalu 
diperioritaskan oleh pimpinan untuk segera ditindaklanjuti. Begitu 
juga yang teljadl pada masa akbir STAIN 2006. 

lnforman 3 : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 
Tanggol Wowancara: 3 Apri!2009 
Lokruri : Ruangan Kopala Bagian Perenc.anaan dan Keuangan 

A. Kebijaklm Pengembangan Koleksl 

Peneliti 

Informan 

Menurut Bapak apakab penting ada kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis di lAIN Ambon? 

Tetap panting. Selama ini tidak ada kebijakan tertulis 
pengembangan koleklli semuanya tetap beljalan sesuai dengan 
rencana. Tetapi kalau dengan adanya kebijakan pengembangan 
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Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Inform an 

Peneliti 

koleksi tertulis itu akan berdampak bagus pada pengadaan koleksi 
kita, ya kenapa tidak . itu semua kan untuk kebaikan perpustakaan 
klta juga. Saya kemarin merasa tidak puas dengan cara~cara 

teman-teman yang sudah diberi kepercayaan untuk mengatur 
pengadaan buku kita, akibatnya seperti yang anda liha~ sampe 
sekarang pengadaan tahun 2007 masih tersisa banyak sekali buku 
yang belum dipenuhi oleh rekanan. Ini kan tidak bagus. Tahun 
2006 tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar sesuai dengan 
hru:apan. 

Kalau penting, apekah fungsi kebijakan pengembangan kolekal 
tertulis itu sesungguhnya? 

Saya mengimpikan zero complaint. Memang keliba!an idealis, 
letapi kita sebenamya mampu berbuat banyak mengtugat sumber 
daya yang tersedia selalu ada Ini semua dengan maksud supaya 
kolekal kita sesuai dengan yang berapakan oleh mahasiswa. 
Kasihan mahasiswa kalau diberi tugas oleh dosennya selalu 
kesulitan mencari kolekal peipustakan kita yang mendukung 
penyelesaian tugasoya. Kebijakan itu barus dipetubi dan dijadikan 
acuan untuk prosespengadaan koleksi. Dia juga menjadi samna 
untuk mengetabui apa sesungguhnya yang dibutubkan oleh 
perpustakaan kita. Kebijakan ini menjadi jembatan bagi 
kesenjangan Informasi antara apa yang dibutubkan mahasiswa 
dengan kondisi realis eli dalam perpustakaan. Kebijakan ini sa:ya 
rasa sangat peoting supaya koleksi kita tidak ketinggalan atau 
selalu up to date. 

Dalam Perumusan kebijakan, yang menjadi prioritas apekah untuk 
kepentingan administrasi, atau kualitas perpustakaan? 
Klta harus sepakat untuk mengenyampingkan hal-hal yang 
bersifat formalitas. Adminsitrasi itu formalitas. Kualitas 
perpustakaao barus menjadi tujuan bersama, apalagi kita 
memposisi.kan did sebagai satu-satunya lAIN di wilayah timur 
Indonesia, tentunya barns memiliki program unggulan, maksud 
saya peipustakaan bisa menjadi unggulan kita tentu dengan 
ketersediaan sumber daya yaug relatif bagus. Apalagi sekarang 
auggaran untuk pengembangan pelayaoaonya juga mendapat porsi 
yang tidak sedikit Secara administrasi memaog perlu, karena akan 
menjadi acuan bagi proses peogembangan koleksi, atau mau 
dibawa ke mana perpustakaan kita juga bergantung pada 
kebijakan pengembangan koleksinya. Haruslah mutu kita 
kedepankan. 
Dalam perumusan kebijakan, apekah perlu tim khusus yang 
dibantuk semacam kepanitian yang ditugsskan atau bagaimana? 
lya, bentuk aja tim itu. Selama bisa dipertanggangjawabkan 
kenapa tidak. Untuk kepanitiaan seperti itu ada anggru:annya kok. 
Tun yang dibentuk itu barus bekerja seefisien mungkin agar 
hasilnya bagus. Tapi kira-kim siapa yang layak ya. Ndnk, begin!, 
tim itu barus dibentuk dori perwakilan dosen-dosen mata lruliah 
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pada masing-masing jurusan karena mereka paling tahu buku apa 
yang dibutuhkan untuk proses perkuliahannya, tetapi mereka juga 
jarang masuk perpustakaan kan. Ya konsepnya kebijakan yang 
diliasilkan itu horus betul-betul terukur, maksud saya bisa 
dijalankan, sehingga kegiatan ini betul-betul menghasilkan 
kualitas pengembangan koleksi kita. Saya dukung itu. 

B. lmpelementasi Kebijakan Pongembangan Koleksi 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnforman 

Bagaimana beotuk kebijakan peogembangan koleksi? 

Benlukoya bagi soya tidak peoting. Yang penting adalah isinya 
mengatur semua aktivitas berkaitan dengan pengembangan 
koleksi. Diatur lab, gimana caranya supaya mekanisme peogadaan 
kolekai itu bisa dijalankan dan mengkat bagi semua yang terlibat 
di dalamnya, seperti pibak perpustakaan, atau anggota tim itu 
horus mengontrol agar kolekai ita bisa sesuai dengon kebutuban. 
Isinya juga mungkin mengatur apa saja yang barns <liadakan, 
apakab koleksi itu berbahasa Inggris berapa persen, koleksi 
berbabasa Indonesia berapa persen, yang berbabana Arab juga 
berapa pen;en. Atau mungkin peogadaannya barns pake rekanan 
atau tidak. Tapi ita sih horus pake rekanan karena jumlahnya 
besot. 1uga mungkin nantinya akan mengakomodir kebutulum 
masing-masing jurusan berapa banyak. Kira-kira begitu lab. 
selama ini kim membeli buko berdasarkan permintaan, ya 
perminlaan deri perpustakaan. · Kita . di perencanaan hanya 
memfasilita.si bagaimana caranya agar buku itu sesuai dengan 
kebutulum. Memang ada juga seperti banyak buko yang diminta, 
letapi menurut pibak rekauan tidak ada lai di toko buko. Untuk 
hal seperti ini~ mereka kadang langsung ambil keputusan sendiri 
clengan ganti dengan buku~buk.u lain 
Siapa yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut'l 

Sebegai garis depannya adalab pihak perpustakaan. Tapi juga tim 
yang dibentuk itu harus ikut memantau pelaksanaan kebijakan itu 
sampai di mana. Dosen~dosen juga hams memberik:an masukan 
agar kolek:si itu sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga 
meminimalisir campur tangan orang~orang yang punya 
kepentingan pribadi untuk menggolkan konco-konconya supaya 
menang dalam proses tender. Panitia lelang juga harus taat atas 
kebijakan ini, karena titik rawannya ada pada panitia lelang seperti 
pengalaman kemarin berakibat pada koleksi yang dibeli tidak 
sesuai dengan yang diberapkan. ltu kau fataL Kita tidak ingiukon 
hal-hal seperti itu terulang kembali. 
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C. Sistem Pengembangan Koleksi 

Peneliti 

lnforman 

Pene!ili 

lnforman 

Apakah pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan 
kebijakan yang Ielah dibuat? 
Jangan dulu bicara kebijakan. Kita belum punya kebijakan, 
apalagi yang namanya kebijakan tertulis. Yang penting adalah 
semuanya harus sesuai dengan kebutuhan seperti yang di!ljukan 
oleh pihak petpustakaan. Kalian lebih paham itu apa yang ka!ian 
butuhkan. Kebijakan tidak mesli tertulis kan Tentu kita 
mengharapkan ada bimbauan dan para pejabat atau pimpiaan 
perguruan tinggi tentang hal-hal seperti itu. Maksudnya koleksi 
yang dibeli barus betdasarkan kebutuhan dengan meng,ikuti tata 
cam atau mekanisme pelelangan. Dalam renstra atau putusan 
mpat ketja juga tidak ada acuan tentang pengadaan koleksi, di situ 
Cuma ada mengeuai penlingnya perpustakaan bagi pelaksanaan 
trl dharma perguruan tinggi. 
Apakah yang menjadi rujukan pengembangan kolaksi? 

Ya, daftar buko yang kalian susun. ltu yang menjadi rujukan 
pengadaan, dan itu juga yang dipakai untuk dokomen pelelangan 
nanti. Sumbemya dan mana itu, ka!ian yang tahu. Tapi hlsa saja 
teman-teman di perpustakaan menggunakan sarana internet untuk 
mengetahui buko-buko yang diterbitkan, atau mungkin meminta 
bantuan kepada perpustakaan-perpustakaan yang sudah bagus 
seperti eli Surabaya atau Jogja daftar kubutuhan buko 
perpustakaan mereka, saya rasa itu bagus mengingat kita tidak 
punya pola, ntisalnya Jurusan Biologi dan Matematika kita 
mungkin ntinta bantuan ke Unpatti (universitas Pattimura) untuk 
mendapatkan judul-judul buko yang dibutuhkan bagi kedua 
jurusan itu. Kita jangana kehilangan aka!, kreatifitas kita akan 
menjadi nilai tambah bagi pengembangan koleksi perpustakaan 
ldta ke depan. Saya yakin itu bisa. 

D. Kebijaklln Pbnpillan perguruan Tillggi 

Peneliti 

lnforman 

Bagaimana kebijakan pimpinan perguruan tinggi terbadap 
pengembangan ko!eksi? 

"iya.. setiep tabun pimpinan selalu menyetujui angganm ootuk 
pengembangan kolaksi. Kalau saya hituag-bilung, waktu 
jamannya STAIN itu kemarin kita anggarkan rata-rata Rp. 
200.000.000,- khusus untuk pangadaan koleksL Saksnmg setelab 
berubah mejadi lAIN masih juga rata-rata jumlahnya segitu Rp. 
200.000.000,- Mengenai perencanaannya saya selalu 
memperhatikannya. Dan ldta merencanakan untuk tahun·tabun ke 
depan kita mau membentuk perpustakaan masing-masing faluktas, 
dan petpustakaan sekarang akan menjadi perpustakaan pusat lAIN 
Ambon. Pimpinan sangat serponsif terbadap kebutuhan ko!eksi 
perpustakaan. Memang masih relatif kecil sih, tapi eukop bagns 
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Peneliti 

In forman 

untuk pengembangan ke depan. 

Bagaimana bentuk kebijakan pimpinan terhadap pengembangan 
perpustakaan? 

Pimpinan kita sangat peduli terhadap kebutuhan perpustakaan. 
Keterserliaan angga:ran adalah salah satu wujud kepedulian beliau 
terhadap perkembangang perpustakaan. Penamhaban fasilitas 
gedung dan pengadaan sarona pengaman adalah bentuk !angsung 
dmi kebijakan beliau. Pintu pengaman (security gate) itu tidak 
melalui anggsran DIP A, telapi atas bantuan PEMDA beliau 
langsung memerintahkan saya untuk menj'\ialci kemungkinan 
pemasangan pintu tersebut. Dan saya yakin, siapa pun relctomya 
paati akan punya perhatian kepada perpustakaan, mungkin 
bedaoya adalah porsi perhatiaunya. Tetapi secara umum tidak ada 
hal yang mengecewakan terkait kebijakan belian tenlang 
perpustakaan. 

lnforman 4 : Kepala Perpustakaan 
Tanggal Wawaneara• 6 Apr112009 
L<lkasi : Ruangan Kepala Perpustakaan 

A. Kebijakan Pengembangan KolekBi 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnforman 

Menurut Ibu apakah pentiog ada kebijakan pengembangan koleksi 
tertulis di lAIN Ambon? 

Kebijakan pengembangan knleksi secara tertulis sebetulnya sangat 
diperlukan di perpustakaan lAIN Ambon dalam kegiatan 
pengembangan koleksi karena dengan adanya kebijakan secara 
tertulis tersebut merupakan atunm atau pedoman yang harus 
ditaati dalam kegialan pengembangan kolel<si, Kebijakan banya 
harupa petiotab langsung dmi rektor tentang apa saja yang mesti 
dibeli. Juga diadakan pertemuan dengan semua dekan juga semua 
jll1USl!D di ruang senat yang dibadiri pembantu rektor l, yang 
memutuskan pengadaan koleksi dibagi rata untuk semua jurusan. 

Kalau pentiog, apakah fungsi kebijakan pengembangan koleksi 
tertulis itu sesunggahnya? 

fungsi dmi kebijakan pengembangan koleksi itu sebenarnya 
supaya ada pedoman yang baku dan jelas sebingga siapapun yang 
menjadi pimpinan dia harus mengikati apa yang sudah tertuang di 
dalam kebijakan tersebut. 

Dakan Perumusan kebijakan, yang menjadi prioritas apakah untuk 
kepentingan adntioistrasi, atau kualitas parpustakaan? 
Dalam parumusan kebijakna hendaknya yang menjadi prioritas 
adalah kualitas perpustakaan, dan untuk saat ini kebijakan tentang 
pengembangan koleksi di lAIN Ambon masib belum ada sebingga 
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Peneliti 

lnforman 

yang menjadi patokan dalam kegiatan pengembangan koleksi 
biasanya dati hasil raker atau dari renstra. 
Dalam perumusan kebijaknn, apakah perlu tim khusus yang 
<libentuk semacam kepanitian yang ditugaskan atau bagaimana? 
Kami anggap perlu, karena untuk merumuskan kebijakan itu perlu 
maaakan dar! semua unsur, mulai dar! pibak perpustakaan, wakil 
dosen dar! masing·masingjumsan dan juga wakil dar! mubasiswa. 
Kepanitiaan pengadaan atau pengembangan koleksi hingga saat 
ini juga belum ada, ldta sudah usulkan dan saya sebagai kepela 
perpustakaan sudah sempat beberpaa kali mengusulkan kepada 
pejabat yang terkait dl rektorat tetapi hingga saat ini tidak ada 
kelanjutannya. Saya maunya <libentuk suatu panltia 
pengembangan koleksi yg WlSur-unsurnya terdiri dari waldl dari 
tiap fakultas dan dari perpustakaan sendiri. 

B. lmpelementasi Kebijakon Pengembangan Koleksi 

Penelili • Bagaimana bentuk kebijakan pengembangan kol'lksi? 

lnforman Kebijakan peogembangan kolek.si nanlinya hams mampu 
Menjelaskan cakopan koleksi yang telah ada dan rencana 
pengembangan selanjutrl)'a, agar dlketahui oleh star perpustakaan, 
pemalrni, dan sivitas akedemike. seoara keseluruhan, juga memberi 
deskripsi yang sistematis tentang strategi pengelolaan dan 
pengembangan koleksi yang diterapkan <li perpustakaan. 
Kebijakan tersebut sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna akan informasi. Kebijakan itu hams terukor dan bisa 
diimplementasikan dan hams sejalan dengan pereneanaan dan 
ketersedlaan anggaran. Di perpustakaan ada istilahnya wajib 
simpsn koleksi untuk mubasiswa stu<li akhlr yang ditentukan 
melalui Surat Kepntusan Ketua ST AlN dan masih berlakn sampai 
sekarang. Aturannya adalah untuk program Sl wajlb 
menyumbang koleksi sebanyak 2 jndul yang disesnaikan dangan 
disiplin ilmu konsentrasi mubasiswa yang bersanglrutan, untuk 
program 82 sebanyalk 4 jndul buku yang sesuai dengan 
konsentmsi atudl mahaslswa yang bersangkutlln. Sedangkan untuk 
program D2 hanya menyumbang l jndul buku. 

PeneUti Siapa yang paling berperan dalarn pelaksanaan kebijakan 
terse but? 

Informan Dalarn kegiatan seleksi dan pengedaan selama ini tidak ada 
pengawasan atau monitoring dari pibak lembaga, jadl cuman 
kebijakan dari ldta di perpustekaan saja mungldn mana yang buku 
yang perlu segera dladaknn, mana buku koleksi yang 
diprioritaskan, itu cuma kebijakan dari perpustakaan aja dengan 
melibat kebutuhan pemakal atau mubasiswa setiap harinya. 
Kendala dan konflik dalam pengembangan dalam proses 
pengadaan atau pelelangan pibak perpustakaan biasanya tidak 
diikntken dalam kepanitlaan lelang tersebut. Dan kami hanya 
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diminta untuk mengajukan buku-buku apa saja yang mesti dibeli. 
Perpustakaan yang mesti berperan aktif dalam kaitannya dengan 
pengadaan koleksi, sehingga hasilnya bisa 
dipertanggungjawabkan. Karena yang paling tabu kebutuhan 
perpustak.aan tentu saja orang perpustak.aan sendiri. 

C. Sistem Pengembangan Koleksi 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Infonnan 

Apakab pelaksanaan pengembangan koleksi berdasarkan 
kebijakan yang telab dibuat? 
Tidak ada kebijakan dari pimpinan. Lembaga hanya menyiapkan 
dana untuk pengadaan koleksi yang kemudian ditenderkan. Yang 
berperan di sini adalah pihak perencanaan, kita cuma djmjnta 
untuk memasukkan judul buku yang dibutuhkan. Kebijakan 
pengembangan koleksi diserabkan selutuhnya kepada pihak 
peipustakaan. Kita sendiri yang menentukan berapa eksemplar 
dari masing-masing judul. Kalau jumlab eksemplarnya sudab 
ditentukan, misalnya untuk lahun 2007 sebanyak 2.500 
eksemplar, tinggal kita dari perpustakaan membagi berdasarkan 
prioritas berapa judul yang mesti diadakan sarnpai jumlalmya 
2.500 eksemplar. 
Apakab yang menjadi rujukan pengembangan koleksi? 

Dalam pengembangan koleksi selama ini prosedur atau 
mekanisme yang dijalankan antara lain kita meminta masukan 
dari fakultas dan jurusan tentang baban-baban pustaka yang 
dibutuhkan dalam kegiatan proses perkuliahan di setiap fak:ultas 
dan jurusan kemudian kita juga meminta masukan langsung dari 
mahasiswa, dan perpustakaan sendiri yang mencari judul-judul 
buku baru melalui katalog penerbit atau berita-berita buku barn di 
majalah, surat kabar dan internet. Selama ini kita tiap akan ada 
kegiatan pengadaan kita selalu meminta masukan dari fakultas 
tapi tidak. semua fak.ultas memberikan masukannya atau 
mengirimksm perutintaan bukunya kepada kita di perpustakaan, 
karena mungkin untuk di Ambon itu mungkin dosen-dosennya 
minim sekali mungkin informasi tentang buku-buku bam, atau 
jurnal-jurnal terbitan yang terbatu itu kelihatannya tidak ada 
informasi sama sekali, atau mungkin dari dosen-dosen sendiri 
yang tidak proaktif mencari referensi-referensi baru untuk bahan 
ajamya. 
Apakah Ibu mengetahui mekanisme seleksi bahan pustaka? 

lya, saya mengetahui tata cara seleksi bahan pustak.a. Secara 
ummn seleksi baban pustaka harus dimulai dengan adanya 
kebijakan, misalnya kita mau beli buku apa, apakab buku yang 
dibeli adalab buku berbabasa asing atau berbabasa Indonesia, akan 
berbeda ala! seleksinya. Untuk buku yang berbabasa Indonesia 
atau tulisan tentang Indonesia, atau ditulis oleh orang Indonesia, 
tentu k.ita menggunakan bibliografi nasional Indonesia, di samping 
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Peneliti 

Informan 

Peneliti 

katalog penerbit yang biasa dipromosikan oleh penerbit. Dalam 
proses pengadaannya pun kita juga boleh langsung ke toko buku 
atau menggunakan agen. Tapi di sini semuanya dilakukan oleh 
rekanan pemenang tender, seperti broker buku. Untuk buku-buku 
berbahasa asing, kita bisa mengunakan alat pencari semacam book 
in print atau beberapa daftar indeks terbitan Luar negeri. Tapi 
untuk di lAIN Ambnn, karena buku-buku berbabasa asing belum 
pernah diadakan) hal itu suma jadi _pengetahuan kami saja. 
Selain itu dalam proses seleksi kita juga perlu melihat buku itu 
dari segi kualitasnya, mnksud saya seperti pengarang sebuah buku 
apakah punya kapabilitas tentang subjek yang dia tulis dalam 
buku itu. Juga masalah harga, apekab efektif kita membeli buku 
dengan jutulah eksemplar rata-rata dengan yang lain sementara 
harga buku itu selangit, misalnya buku-buku berbebasa asing itu 
harganya mahal sekali. Juga mungkin apaksb kita perlu membeli 
buku teks semua atau sebagiannya kita membeli jurnal dan 
sebagainya. Kita juga perlu melihat penggananya, apekab untuk 
mahasiswa Sl, 82 atau 83, sebab strara pendidikan juga aksm 
menentukan apakah buku itu aksm diganakan atau tidak. 
Terkait proses seleksi k ami tidak pemah mendapatkan araban 
dari pibak pimpinan terhait pengadaan koleksi. Sernuanya 
diserahkan kepada kami pibak perpustaksan. Dan biasanya 
menjelang masa pelelangan mereka baru menghubungi kami 
untuk mendapatkan daftar buku yang aksm dibeli. Begitu saja. 
Dalam pengembangan koleksi apekab ada proses tukar menukar 
koleksi dengan perpustaksan lain? 
Selarna saya berada di perpustaksan ini, belum pemah ada proses 
tukar menukar koleksi dengan perpustaksan lain. Mungkin karena 
perpustakaan kita tidak pemab menyampaikan keingiaan ini 
kepada perpustaksan lain, a!au juga ksrena kita tidak pemah 
menerima tawaran untuk: proses tukar menukar, seperti dengan 
perpustakean daerah atau perpustaksan universitas lain di Maluku. 
Ada juga badiah, dari Kedutaan Amarika di Jakarta, ada dari 
Yayasan Nurani Dunia, tapi bukunya sndah kita punya, yah 
duplikasi, tapl tidak apa-apa, gratis kok. Kalau buku dari 
Kedutaan Amerika semua berbabasa lnggris. Kita juga menerima 
laporan keuangan Bauk Indonesia, juga laporan tentang 
perkembangan daerah Maluku, seperti buku Maluku dalam 
Angka, atau buku Ambnn dalam Angks. 
Da1am proses seleksi, apakah ibu mengetahui alat identifikasi dan 
verifikasi bahan pustaka? 
Apa ya. Biasanya alat identifikasi itu bisa berupa katalog penerbit1 

daftar bibliografi, seperti BNI, juga indeks. Kalau tidak salah alat 
ini untuk mengidentifikasi apakah koleksi tersebut masih 
diterbitkan atau tidak, termasuk dicantumksn harga. Biasanya 
terbitau baru kita dapatkan Informasinya lewat katalog penerhit. 
Tapi di sini kita terbatas sekali, katalog penerbit yang ada 
kebanyaksm sudah lama, BN!juga sudah lama, indeks ngga ada. 
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D. Kebijak.an Pimpinan perguna;tn Tinggi 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnforman 

Bagaimana kebijakan pimpinan perguruan tinggi terhadap 
pengembangan koleksi? 

Untuk yang sekarang sih saya belum melihat ada kebijakan 
khusus pak rektor tentang pengembangan koleksi kita, sepertinya 
masih mengikuti pola-pola kemarin. Yah mungkin juga karena 
yang beliau pikirkan bukan banya perpustakaan. Memang berbeda 
dengan Pak Arief Furqan kelllllrin, beliau paling saring 
mengunjungi perpustakaan, dan saya sendiri kadang dipanggil 
mengh•dap rektor untuk lilembicarakan permasalahan 
petpustakaan. Sejauh ini dari segi ketersediaan anggaran tidal< ada 
masalah khususnya yang berkaitan dengan pengembangan 
knleksi. Cuma yang menjadi masalah itu pada lefel pelaksananya 
di bawah, kadang keinginan pinapinan tidal< sesuai atau malah 
bertentangan dengan yang dilaksanakan oleh bagian-bagian 
seperti bagian kepegawaian. Seperti tuntutan pengguna untuk 
inaka sampe sore, pak rektor sendiri memberikan persetujuan, 
tetapi di kepala bagian justru tidal< paharn karena kaitannya 
dengan uang lembur dan sebagainya. 

Bagahnana bentuk ksbijakan pinapinan terhadap pengemhaagan 
perpustakaan? 

Pak rektor sangat peduli dengan perpustakaan. Paling tidal< dalarn 
hasil rapat kslja kernarin dihahas secara khusus mekanisme 
pengadaan knleksi perpustaksan. Tapi Iagi-lagi tidal< berbnah 
kebijakan seperti yang diinginkan Hasil raker banya menrpertegas 
pentingnya pengadaan sarana peadukung petpustakaan, dan 
pengadaan buku yang berkelanjutan. Tidal< ada yang spesifik atau 
khusus mengenai kebijakan pengembangan koleksi. Mungkin ini 
harus menjadi peksljaan rumab hagi ternan-ternan diperpustakaan 
bagaimana meyaldnlrnn pimpinan perguruan tinggi akan 
pentingnya kebijakan tertulis pengembangan knleksi perpustakaan 
IAlNAmbnn. 

Informan 5 : Manton Kepala Perpustakaan Tahnn 2006 
Tanggal Wawancara: 2 Apri12009 
Lokasi : Gedung Perpustakaan 

A. Kebljalmn Pengembaogan Kolehai 

PeneHti 

lnforman 

Menurut bapak apakah penting ada kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis di IAlN Ambon? 

Saya sebagai kepala perpustakaan kemarin tidal< menggunakan 
kebijakan pengembangan knleksi tertulis untuk menjadi acuan 
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Peneliti 

Informan 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

lnforman 

dalam pengembangan koleksi. Semuanya menjadi inisiatif 
perpustakaan untuk menentukan apa yang mesti dibeli atau 
diadakah oleh pihak proyek. Tetapi ujung-ujungnya tidak bisa 
dikontrol, karena tidak ada acuan kerja yang menjadi patokan bagi 
perpustakaan juga bagi pihak pimpro. Akibatnya adalab koleksi 
yang diadakan tidak sesuai dengan permintaan atau hebutuhan 
pengguoa. 

Dari pengalaman demikian saya menganggap penting sekali untuk 
diadakan kebijakan pengembangan koleksi tertulis di 
perpustakaan lAIN Ambon. Dulu sebelum diadakan pembelian 
ada pertemuan dengan pihak jurusan membabas koleksi yang akan 
dibeli. Kadang juga saY. dipanggil Ketua STAIN supaya 
perpustakaan menyusun daftar kebutnban berdasarkan silabi mata 
kuliab dan juga berdasarkan kebutuban dosen. Dengan kebijakan 
itu akan menetukan apa yang mesti dilakukan oleh institusi dalam 
memperkaya koleksinya demi memenuhi tuntutan pengguna. 

Kalau penting, apakab fungsi kebijakan pengembangan koleksi 
tertulis itu sesungguhnya? 

Tentu saja :fungsi untuk memenuhi kebutuhan infonnasi pengguna 
perpustakaan. Kebijakan itujuga menjadi barometer atau ala! ukur 
untuk mengetabui kekuatan dan kelemaban koleksi perpustakaan 
itu sendiri. Karena dalam proses pembuatan kebijakan itu perlu 
menelaah kondisi realis yang ada di perpustakaan, yang dengan 
sendirinya diupayakan melalui kebijakan itu akan ada perubaban 
dan arab pembinaan koleksi yang berkesinambungan dan sesuai 
dengan tuntutan kebutnban sivitas akademika. Melalui kebijakan 
pengembangan koleksi tertulis juga dibarapkan ada panduan bagi 
siapapun yang berhubungan langsung dengan pengembangan 
koleksi entah itu perpustakaan atau juga dari pihak perencanaan, 
juga bagi rekanan yang bertindak sebagai broker. 

Dalarn Perumusan kebijaksn, yang menjadi prioritas apakab untuk 
kepentingan administrasi, atau kualitas perpustakaan? 
Kita harus mengedepankan mutu perpustakaan. Perumusan 
kebijakan itu tidak agar diketabui babwa perpustakaan lAIN 
Ambon secara administrasi bagus, tetapi betul-betul untuk 
membanguo koleksi perpustakaan agar menjadi lebih baik ke 
depan. Perpustakaan kita memungkinkan untuk jadi andalan 
dalarn ketersediaan koleksinya, ksrena tersadianya dana yang 
berkesinambungan untuk pengembangan koleksi. Kualitas 
perpustakaan banyak ditentukan oleh ketersediaan informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna serta manajemen pengelolaan yang 
baik. 
Dalarn perumusan kebijaksn, apakab perlu tim kbusus yaog 
dibentuk semacam kepanitian yaug ditugaskan atau bagaimana? 
Saya setuju sekali kalau ada tim khusus yang akan merumuskan 
kebijakan pengembaogan koleksi tertulis sebelum disabkan oleh 
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rektor. Semacam panitia kecil yang terhimpun dari petwakilan 
dosen dari masing~masing jurusan. wakil dari perpustakaan, 
lembaga penelitian dan pengbdian kepada masyarakat, dan hila 
perlu kita juga mengakomodir dari perwakilan mahasiswa, 
Mahasiswa bisa diandalkan untuk menghimpun informasi
informasi yang terkait koleksi-koleksi yang mutakhir klttena 
sarnna internet sudah sangat akrab dengan mereka. yah memang 
susah kita di sini. Kalau berharap ada oiallg-orang yang sangat 
paham tentang bagaimana cara yang benar tentang 
pengembangan koleksi. Saya "'lla selalru kepala perpustakaan 
waktu itu, tidak tabu apa-apa tentang perpustaksan, termasuk 
kaitsnnya dengan pengembangan koleksi. Malah kita tidak tau 
buku ape yang diterbiikan tahun tetakhir saat itu. Saya banyak 
menaruh harapan kepada kepala perpustakaan seklttang untuk 
menpetjuangkan adanya kebljakan bagi pengembangan koleksi 
perpustakaan kita ke depan. 

B. lmpelementasl Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Peneliti 

Infurman 

Peneliti 

Informan 

Bagaimana bentuk kebijakan pengembangan koleksi? 

Bentuk kebijakan itu sendiri merupakan panduan atas keinginan 
perpustakaan, untuk menjawab kebutuhan pengguna. Formatnya 
bisa diawali dengan pamapOiall tentang kondisi perpustakaan dan 
pengguna. Di sini tercermin apa yang diinginksn oleb pengguna, 
apaltah koleksi itu barupa gahungao dari berbagai babasa seperti 
loggris, Indonesia dan Arab, juga ·apaksh baoya dalam bentuk 
buku saja, atau berupa jumal ilmiah, peta, jumal elektronik dan 
sebagainya. Baros bisa dilaksanakan, maksudoya kebijakan itu 
tidak berupa ldealimne yang sulit terwujud, tetapi sesuatu yang 
memungkinkan untuk dijalanksn sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhao. Kabamya ke depan mau buks program S2, tentu dalam 
kebijakan pengembangan koleksi termuat acuan standar tentang 
pengadaan koleksi-koleksi yang berhubungao dengan konsentrasi 
pendidikan yang akan dibuka. 
Siapa yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut? 

Harnsnya pihak perpustakaan meujadi ujung tambak bag! 
pengembangan koleksi. Seeara sederbananya klttni di 
perpustakaan selalu menghimpun judul-judul buku yang kami 
dapalkao dari katalog yang diklrim penerbit, juga dari basil 
evaluasi terbadap penggunaao koleksi oleh mahasiswa, kemudlao 
daftar yang ternan-ternan perpustakaan kumpulkan kemudian 
disetahkao kepada masing-masing falwltas atau jurusan melalui 
dekan dan ketua jurusan Wltak mereka koreksi, apaltah daftar 
buku yang klttni ajukou layak atau sudah final untuk kemudian 
kami serahkan kepada pihak perencanaan agar dijadikan dokumen 
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acuan saat pelelangan. 

Tidak hanya pihak perpustakaan, keberadaan tim, misalnya, 
sangat penting untuk memantau sejauh mana kebijakan itu 
dijalankan. Karena pada kenyataannya penyelcnggaraan 
pengembangan koleksi seakan mutlak menjadi kewenangan pihak 
perencanaan dengan alasan proses tender dan sebagainya. Pihak 
perpustakaan bampir tidak punya peran signifikan dalarn proses 
ini. Jadi jangan heran kalau knleksi yang diminta tidak sesuai 
dengan yang datang. Ibamt pesan soto Wkasih sate. Perubahan 
tetbadap judul koleksi yang diadakan pun tidak dikonfinnasikan 
dengan perpustakaan. 

C. Sistem Pengembangan Koleksi 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

lnfomum 

Apokab pelakaanaan pengembangan koleksi berdasarkan 
kebijakan yang telah dibuat? 
Tidak ada kebijakan saat itu. Inisiatif dari ternan-ternan 
pel:jlustakaan menjadi acuan untuk pengembangan koleksi. Saa! 
itu komi menghimpun judul buko dari aeluruh dosen STAIN 
Ambon melalui daftar isian yang karni bagikan Saat itu 
perpustakaan membagi lebih knrang kepada serntus orang 
lermasuk seluruh dosen, luar biasa upaya itu. namun hasilnyajuga 
tidak terduga karena yangbetul-betul mengisi dan yang 
mengemhalikan kepada pihak perpustakaan hanya tiga orang, 
cuma tiga orang. 
Jtu susahnya kita di sini. Kita tidak pernah diajak kompromi 
tentaag pengembangan perpustakaan. Mereka tau apa. Kaget
kage4 eh ada pengadaan. Dalam kepanitiaan entah itu panitia 
pelelangan untuk pengadaan bukn, atau pelelangan barang-barang 
kebutuhan perpustakaan lahmya, kita tidak dilibatkan. Padahal 
kita yang paling tau apa yang kita butuhkan. Yah hams ada 
pembahan. Karena saya tau ada oknum-oknum yang 
memanfaatkan perpustakaan, maksud saya kaitanaya dengan 
pelelangan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang 
tender pengadaan, yah.. ada carnpur tangan oknurn di dalam 
karnpus sendiri. Lihat hasilnya, jauh dari barapan ldta. 
Kaitanaya dengan perimbangan koleksi dengan mahasiswa, Kita 
tidak tan ya, berapa sebenarnya jumlah atau standar 
pedmbangannya, misalnya untuk 1 mahasiswa, perpustakaan 
barus menyiapkan berapa bukn per mahasiswa. Kalau tidak salah 
itu ada aturannya, beta lupa berapa. Ada beberapa kali perternuan 
dengan PK-1 juga dari masing-masing jurusan membahas 
perimbangan bukn yang akau dibeli berdasarkan banyaluaya 
program studi. 
Apokab yang menjadi rujukan pengembangan knleksi? 

Rujukannya adalah katalog penerbit, bibtiografi nasioual 
ludonesia, kebetulan saat itu ada satu keluaran tahun 2000. Kami 
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Peneliti 

Informan 

saat itu juga menghimpun judul-judul buku dari silabi mata kuliah 
yang diajarkan di STAIN Ambon. selain itu kami juga mencoba 
masuk ke situs perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
untuk mendapatkan informasi kaitannya dengan koleksi 
pendidikan Biologi dan Matematika. Keinginan kita saat itu 
adalah adanya perimbangan jumlah koleksi yang diadakan dengan 
jumlah mahasiswa dan dosen ST AlN Ambon. memang susah 
karena tidak ada acuan yang jelas nntuk dijadikan pedoman bagi 
pengembangan koleksi. Kami sudah berupaya semaksimal 
mungkin tetapi tetap saja tidak sesuai dengan keinginan. 
K.ami semua menginginan bahwa pengadaan koleksi harus benar
benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Kita sebagai 
perguruan tinggi Islam, terlalu mengacu kepada literatur-literatu 
Islam tok, padalah kebutuban terhadap buku-buku umum masih 
sangat jauh dari ideal. Kitab-kitab kuning kita selalu kelihatan 
rapi, maksudnya tidak ada yang menyentuhnya, malah ada 
beberapa yang dimakan rayap. Padahal perguruan tinggi ini 
membuka program umum seperti Pendidikan Biologi, Pendidikan 
Matematika sudah sejak awal kerusuhan tabun 2000, tapi anda 
bisa lihat, mahasiswa kesulitan menemukan rujukan matakuliah 
karena tidak ada bukunya 
Ketiks bapak menduduki jabatan kepala perpustakaan saat itu, 
apakah bapak mengetahui mekanisme seleksi bahan pustaka? 
Saya tidak tabu tentang mekanisme itu. Saya hanya mengira-ngira 
saja dengan mencari infonnasi melalui da:ftar katalog penerbit dan 
daftar buku rujukan dalam silabi mala kuliah. Saya cuma 
berinisiatif sendiri untuk memilih koleksi yang pantas menurut 
saya, nanti kemudian saya bicarakan dengan beberapa dosen, 
kemudian daftar kebutuhan buku itu saya sampaikan ke ketua 
jurusan untuk dimintai persetujuananya. 
Jya. Waktu masa saya menjadi kepala perpustaksan, pemah 
dikasih tau bahwa tabun itu, tabun berapa eee, kalau tidak salah 
2005 ada anggaran untuk pembelian buku. Mereka Cuma bilang, 
tolong siapksn daftar buku yang akan di beli. Tidak ada araban 
kbusus, barangkali nanti buku harus beli yang begini atau 
bagaimana. Kami juga bingung bagaimana caranya untuk 
memenuhi permintaan mereka. Dari pihak proyek biasanya 
mendatangi kita untuk meminta dafar buku itu seminggu sebelwn 
pelelangan. Sudah pasti bahwa proses seleksi itu tidak. berjalan, 
selain karena tidak adanya sumber daya, juga karena karena 
terbatasnya infonnasi yang kami miliki. 
kita memang menyerahkan beberapa judul untuk dibeli. Tapi ya ... 
sama saja Ibarat pesan soto, tapi dikasih sate. Buku yang dibeli 
sekedar untuk mengbabisksn alokasi anggaran, apalagi yang 
namanya pedoman tertulis, seng ada itu. Barangkali itu juga yang 
menyebabksn buku-buku kita banyak yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa. Dorang atur semua, dan kita juga tidak 
dilibatkan dalam proses pelelangan. 
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Peneliti 

lnfonnan 

P~neliti 

Jnforman 

Dalam pengembangan koleksi apakah ada proses tukar menukar 
koleksi dengan perpustakaan lain? 
Saat itu tidak ada. Kalau pun ada tukar menukat tentu ada kriteria 
yang hams disepakati bersama, maksud saya apol::ah buku yang 
akar ditukar itu dibutuhkan oleh masing-masing perpustakaan 
yang rnelakukan tran.saksi itu atau tidak. Karena bisa saja tidak 
ada gunanya tanpa mengetabui kebutuhan rnasing-masing 
perpustakaan. Sebenamya ada banyak kolekai yang bisa ditukar 
dengan perpustakaan Jain, seperti buku-buku dalam jumlah 
duplikasi yang sangat banyak. Masalahnya juga karena kita tidak 
pemab menawarkan kepada perpustakaan Jain dan sebaliknya. 
Ada juga sih hadiah atau hibah dmi kadutaan Iran di Jakarta, 
nilainya sekitar Rp. 150.000.0000,- dmi PEMDA Maluku juga 
ada, saat itu diserabkan Jangsung oleh Gubernur Maluku Bapak 
K.arel Albert Ralahalu, kadang juga dmi perorangan. Yang paling 
menonjol dari hadlah adatah dmi mahasiswa yang telah 
menyelesaikan studiaya, mereka disyaratkan menyurnbang 
masing-masing 2 judul buku untuk S I dan I judul buku untuk D2. 
Dalam proses seleksi, apakah bapak mengetabui alat identifikasi 
dan verifikasi bahan pustaks 
Saya tidak tabu, yang saya tabu, biasanya awal-awal tahun 
perwaki1an dari pene!bit selalu datang ke perpustakaan untuk 
menawarkan buku-buku terbitan mereka, mereka menyerahkan 
katalog penerbit. Paling itu yang menjadi alat identifikasi kita. 
Yang lainnya tidak tau saya. 

D. Kebijakan Pimpinan perguruan Tinggi 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 

Bagaimana kebijakan pimpinan perguruan tiuggi tuhadap 
pengemhangan koleksi? 

Kepincangan-kepincangan yang terungkap di atas sebenamya 
bukan karena tidak adanya kebijukan pimpinan terbadap 
pengembangan koleksi, secaraa tertulis memang tidak ada. Tetapi 
problem itu Jebih karena u1ah oknum daJam tubuh STAIN Ambon 
sendiri untuk mencari keuntungan dengan mengabaikau tuntutan 
kebutubau ideal perpustakaan. Pimpinan telah menunjukan 
perhatiaan terhadap perpustakaan melalui penyadiaan anggaran 
pengembangan koleksi perpustaksan setiap tabun. Beliau (Pak 
Attamimi) juga menjalin ketja sama dengan PEMDA Maluku 
untuk mendapatkan bantuan bagi perpustakaan keliling STAIN 
Ambon. pimpinan perguruan tinggi telah menunjukan perannya 
melalui hal-hal seperti di atas. Kami juga memahenti bahwa 
aJokasi anggaran tidak bisa semuanya untuk memenulrl kebutuhan 
perpusta<aan saja, karena ada juga prioritas lainnya. 

Bagaimana bentuk kebijukan pimpinan terhadap pengembangan 
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Infonnan 

perpustakaan? 

Dengan menyediakan saran dan prasarana pendukung bagi 
operasionalisasi perpusta.kaan. Kebijakan beliau tentang wajib 
simpan koleksi bagi mahasiswa studi akhir adalah salah satu 
kel:>ijakan yang berkaitan langsung dengan pengembangan koleksi 
pel])UStaksan, tennasuk juga kewajil:>an untuk dosen 
mempul:>likssikan makalahnya diperpustaksan dan juga karya 
iimiah. mereka lainnya dalam bentuk jumal dan basil penelitian. 
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